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Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha
Esa, yang senantiasa memberikan segala sesuatunya indah
pada waktunva, hingga penulisan tesis ini dapat
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ini bertolak dari keprihatinan atas keadaan institusi
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ABSTRAKST

Upaya penanggulangar tindak pidana korupsi, telah
dilakukan semenjak awal berdirinya Republik ini. Nemun
demikian, hingga kini belum membuahkan hasil yang mamadahi. .
Bahkan penanganan dugasan KKN mantan Presiden Soeharto dan
kroni-kroninyva yang sementara ini dianggap sebagai simbul
korupsi, hingga kini belum membuahkan hasil yang diharapkan
masyarakat.

Upaya penyvelesaian masalah korupsi melalui perubahan
perangkalt  hukum telah dilakukan dengan perubahan UY
korupsi, mulai dari PpPM. Prt/PM~06/1957, PPM. Prt/PM-
08/1957, PPM. Prt./PM-011/1957, PPM. Prt./PM-013/1958, UU
No. 24 th. 1860, UU No. 3 th. 1971 hingga YU No. 31 th.
1959,

Namun demikian rupanva pokok permasalahan penyelesaian
korupsi  tidak hanva terletak pada aturan perundang-
undangan, tetapi pada lembaga yang menangani tindak pidana
korupsi tersebut.

Kejaksaan yangd selama ini berwenang, = ternyala
mendapatkan hambatan-hambatan besar dalam menangani tindak
pidana korupsi. Hambatan tersebut berkaitan dengan

karakteristik korupsi itu sendiri dimana pelaku tindak
pidana korupsi biasanya adalah mereka  yang  memiliki
kekuasaan atau berada dalanm lingkaran pemegang kekuasaan
dalam hal iri {(eksekutif}. Sementara Keljaksaan sendiri
meskipun menjalankan fungsi vudikatif (dalam hal ini
penyidikan korupsi}, adalah lembaga eksekutif vang dimana
Jaksa Agung sebagai pucuk pimpinan bertanggungjawab kepada
Presiden.

Keadaan yang demikian menjadikan dilema bagi Kejaksaan
karena dalam penangan kasus korupsi sering mendapatkan
intervensi dari kekuasaan politik. ILebih lanjut akan
berdampak sekaligus nenjadikan Kejaksaan tidak independen.

Jadl terdapat dua faktor utama vang menyebabkan
Kejaksaan tidak independen, vang pertama karena faktor
perundang-udangan yang tidak memberikan independensi
terhadap Kelaksaan khususnya dalam penyidikan korupsi, dan
yang kedua adalah faktor-faktor sosiclogis. Itulah sebabnya
periu pemikiran tentang independensi Kejaksaan. ‘

Sehubungan dengan hal taersebut, U0 No. 5 th. 199}
tentany Kejaksaan perlu diganti dengan dengan UU baru vyang
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memberikan keleluasaan bagi Kejaksaan dalam menangani
tindak pidana korupsi sehingga tidak memungkinkan untuk
diintervensi dari kekuasazan lain.

Hal utama yang harus diupayakan dalam rangka mencapail

independensi Kejaksaan ini dapat dimulai dengan
depolitisasi Kejaksaan, independensi Jaksa, penghapusan
doktrin *Kejaksaan aclalah satu”, dan peningkatan

profesionalisme Jaksa dengan pembenahan dalam bidang
rekruitmen, promosi, placement, reward and punishment, PPJ,
peningkatan kesejahteraan dan pengadaan fasilitas
operasional Jaksa.
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ABSTRACTION

The effort of fighting against corruptions has been doing since the founding
of the Indonesia Republic, otherwise the result has’t got satisfaction right now. Even the
handling of Soeharto’s corruption and his crony which has been a simbol of corruption,
haven’t given the result as the society need.

The efford of finishing the corruption problem threuh ihe changing of the
law’s have been dding by the cangging of the regulation’ corruption, since from PPM.
Prt/PM-06/1557, PPM Prt/PM-08/1957, PPM. Prt/PM-011/1957, PPNI/PM;013/1958,
Act No. 24 /1960, Act No, 3/1971 until Act No. 31/1999.

Eventhough the main problem of the corruption does not lies in the
corruptions Act itself, but in the institution in behold of corruption.

The Prosecution service which has the power to figiht against corruption has
got the big strugle, in which related with the caracteristic of corruption itself. The people
who do the corruption are the people who have the power or they are in the innercircle of
the power, in this case (executive). As the prosecufions service carried out the yudicative
fuction (in this case the investigation of corruption), in the executive institution which is
the Athourney General as the top leader thai iusi be responsible to the President. '

The situation like this make the trouble by e prosecuton service in handling
the corruption often got the intervention from the politic power. Further will get-effect
and also make prosecution service not independent.

So there are two main things cased the Act which doesn™t give the
independency especially to the prosecuticn in corruption investisation, the second is
sociological factors. That is why we need the independency of prosecutions service.

Related to the problem obove, Act No. 5/1991 abeut the prosecution service
must be changed which give more comforiable to the prosecution service in investigation
of corruption so there is impossibl'e the interfere from other powers.

The main thing must be done in achieving this independecy can be start by
depolitization  of prosecution service, the independency of public proscution, the

climination of “The One of Prosecution” and increasing professionalism by improving

of recruitment. promotions. placement, reward and punishment. PRI the increasing of

social welltare and giving the operational fasilites of pultic prosecaton
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BAB |
PENDAHULUAN
A, Latar Belakang. ‘f

Masalah tindak pidana korupsi {TPK} akhir-akhir ini
banyak mendapat sorotan dari berbagai pihak, Kkhususnya
semenjak isue reformasi digulfrkan oleh masyarakat
Indonesia. Padahal sebenarnya korﬁpsi bukanlah merupakan
hal yang baru, bahkan semenjak repﬁblik ini berdiri telah
dikeluarkan berbagai peraturan yéng pada intinya untuk
mencegah dan mengatasi.terjadinya fPK tersebut. |

Pada tahun 1957 dikeluarkan gPeraturan Kepala Staf
Angkatan Darat selaku' Penguasa;_ Militer di daerah
kekuasaan Angkatan Darat Nomor Prt/PM-06/1957 tentang
Pemberantasan Korupsi. Salah‘é -satu pertimbangan

ditetapkannya peraturan tersebut adalah bahwa:

“Berhubung tidak adanya kelancaran dalam usaha-
usaha memberantas perbuatan~perbuatan yang merugikan
keuangan dan perekonomian negara yang oleh khalayak
dinamakan korupsi perlu segerd menetapkan suatu tata
kxerja untuk dapat menerobos ‘kemacetan dalam usaha
memberantas korupsi”.? '

Mampaknva vang dianggap kemacetan atau
kekuranglancaran dalaw usaha mnemberantas korupsi ©pada
saalt 1ltu antara lain adalah, bahwa ketentuan-ketentuan
vang dapat diterapkan terhadap ﬁerilaku kerupsi vyang
terdapat dalam Wethoek van utrdfrecht {KUHF) Bab XXVIII
khususnya delik-delik vang dllakukqn oleh pejabat seperti

' Lihat diktum menimbang Neramran Kepala Staf’ Angkatan j)amf selaku Penguasa Militer di daerah
kekvasaan dnghatan Darat No. PrtrPALQ6:1957.




pasal 415, 416, 418 - 420, 423, 425, 435, “*tidak berdaya”
menghadapi masalah korupsi saat itu.?

Dalam perkembangan selanjutnya Peraturan Penguasa
Militer Nomor Prt/PM-06/1957 tersebut mengalami perubahan
dan penyempurnaan melalui Prt/PM-08/1957 tanggal 27 Mei
1957 tentang penilikaﬁ harta benda serta Prt/PM-011/1957
tanggal 1 Juli 1957 tentang Wewenahg Penguasa Milifer

~dalam menyita barang-barang. Selanjutnya dikeluarkan
Peraturan Penglasa Perang Nomor Prt/Peperpu/013/1958
tanggal 15lApril 1958 tentang Pengusutan, Penuntutan dan
Pemeriksaan Korupsi dan Penilikan Harta Benda.
Peraturan-peraturan Penguasa Militer vyang ditetapkan
dalam suasana darurat perang dan keadaan bahaya menjadi
bahan bagi ditetapkannya Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang Undang Nomor 24 tahun 1960 tentang - Pengusutan,
Penuntutan dan Peweriksaan Tindak Pidana Xorupsi vyang
melalui UU No. 1 tahun 1961 ditetapkan menjadi Undang-
undang neomor 24 Prp. 1960,

Perulrahan yang dilakukan hingga berlakunya UU No. 24
Prp. 1960 lebih berorlientasi pada penyesuaian sehubungan
dengan keadaan ketatanegaraan pada saalt itu.®

Sementara itu pada periode bkerlakunya UU No. 24
Prp.1960 tersebut di masyvarakat muncul gerakan-gerakan
masvarakat anti korupsi vang dilancarkan oleh berbagai

' sehubungan dengan reaksi dari berbagai

kekuatan sosial.
kalangan tersebut diundangkannyalah UU No. 3 tahun 1271

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, vang

* Soedjono Dirdjosisworo, Fungsi Perundeng-undangan Pidana Dalam Penanggulangan Kovupsi di
Indonesia, CV Sinar Bar, Bandung, 1984, hal 3.

* Keppres No, 40 tahun 1957 tanggat 14 Maret 19357 indonesia dinvatakan dalam keadaan darurat perang,
Keppres MNo. 223 tahun 1937 tanggal 17 Desember 1957 berlangsung  hingga 5 Tuli 1959 berlaku UU
keadaan Bahaya vaitu UU No. 79 tahun 1957 vang mengesahkan Keppres No. 223 th. 1957 tersebut. Pada
saat dinyatakaan dalam keadaan danuwat perang (1937-1939) UUD vang digunakan adatah UUDS 1950,
selanjutiva pada tanggal 5 Juli 1959 kebali ke UUD 1945




dimaksudkan sebagai Upaya penyempurnaan terhadap UU yang
ada sebagaimana dimuat secara tegas dalam diktumnya

sebagal berikut:

“Bahwa UU WNo. 24 Prp.1960 tentang Pengusutan
Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi
berhubung dengan perkembangan masyarakat kurang
mencukupi untuk dapat mencapai hasil yang
diharapkan, dan oleh karenanya UU tersebut perlu
diganti”.

Dazlam perkembangan selaniuinya pada kurun waktu 32
tahun menjelang Presiden Soeharto turun dari jabatannva
(20 Mei 1998}, tuntutan masvarakat ~akan pemberantasan
korupsi semakin memuncak dengan slogan reformasi vyang
terkenal vaitu Pemberantasan KKN (korupsi, kolusi, dan
nepotisme). Hingga akhirnva dikeluarkan UU No 31 tahun
1289 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dari sini kita dapat nmelihat bahwa masalah korupsi
adalah masalal serius yang penanganannya tidak mﬁdah, cerny
dalam perkembangannva ada kesan bahwa pemerintah selalu
gagal dalam menanggulanginya. Disamping itu masalah
korupsi selalu menjadi bhagian ferpenting dari tuntutan
masyvarakat sebagai bentuk kontrol terhadap pemerintah.

Apabila divandingkan  antara produk. perundang-
undangan yang mengatur masalah korupsi dari waktu ke
waktu secara materiel terdapat kemajuan—kemajuan sehingga
lebih memungkinkan mengakses ke setiap permasalahan'yang
muncul yang berhubungan dengan kerupsi. Namun demikian
terdapat suatu  Kkecenderungan-kecenderungan dalam setiap
penyelasalan masalah korupsi sehingga dirasa kurang

memenuhi rasa keadilan masyvarakat antara lain sbb:

* Socdjono Pirdjosiswro, ibid Tl 4.
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1. Tidak sebanding antara Jjumlah kasus yvang ditemukan
masyarakat dengan Jjumlah vyang diselesaikan melalui
pengadilan.

2. Perkara yang sampal ke pengadilan hanya perkara vang
tergolong berskala kecil baik pelaku maupun jumlahnya,
sementara terhadap dugaan korupsi vang dilakukan oleh
pejabat maupun pejabat publik lainnya cenderung tidak
jelas ujung pangkalnya.

3. Dugaan korupsi yang dilakukan oleh pejabat pemerintah
(top eksekutif), kejaksaan sangat bergantung pada
political will pemerintah.

Mencermati kecenderungan tersebut di atas, dapat
ditarik kesimpulan sementara akan adanya kemungkinan
fakter-faktor lain di  luar hukum materiel vang
menyebabkan penanganan U'PK  kurang berhasil ataun Cidak
sejalan dengan tuntutan keadilan masyarakat.

Jaksa yang terlenbaga dalam kelaksaan pada
hakekatnya adalah sub-sistem peradilan vang mnelakukan
tugas penuntutan,® namun demikian terhadap maéalah TPR,
kejaksaan mempunyai kewenangan khusus sebagail penyidik?
UU No. 5 tahun 1991 tentang Kejaksaan dalam Pasal 2 ayat
1 menyebutkan “.kejaksaan adalah lembaga pemerintahan
yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan~”.

Dari ketentuan ini terdapat ambivalensi, yang dapat
menimbulkan konflik kepentingan {(conflict of Interest)
karena di salu gigi adalah lembaga pemerintahan
(eksekutif), <tetapl di pihak lain melakukan kekuasaan

negara di bidang penuntutan, pada hal kekuasaan negara di

% Lilat LU No. 5 tahun 1991 lentang Kejaksaan pasal 27 (1) a,

S U No. 8 tahuan 1981 tentang KUHAP pasal 284,




bidang penuntutan merupékan ‘bagian dari kekuasaan
yudikatif. Dengan demikian tidak ada ketegasan apakah
kejaksaan itu sebagai eksekutif, atau sebagal lembaga
vudikatif.

Kejanggalan ini juga dijumpai dalam pasal 19 UU No.
5 tahun 1981 “_.Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan
oleh serta bertanggung jawab kepada Presiden”. Ketentuan
prasal ini semakin memperkuat asumsi terjadinya
ambivalensi, dimana kejaksaan vang melaksanakan tugas
penuntutan yudikatif} tetapi berpucuk pimpinan JA vang
diangkat dan bertanggungjawab kepada FPresiden selaku top
eksekutif. .

Anbivalensl lembaga kejaksaan antara yudikatif-
eksekutif ini akan membawa konsekuensi negabif dalam
penegakan hukum, khususnya dalam penyidikan TPE.

Dampak negatif sebagzil akibat ambivalensi inilah
vang saalt ini sedang dirasakan oleh masyarakat Indonesia,
dirana kejaksaan cenderunyg Lerkesan Tenggan” dalam
menyidik pelaku TPK vang dilakukan oleh pejabat.

Korupsi sebagai suatu tindak pidana, sebagaimana

tur dengan UU No. 31 tahun 199%, berorientasi bahwa

dia

pelaku TPK adalah pemegang kekuasaan (pemerintah) maupun
pejabat publik lainnyva vang langsung atau tidak langsung
a

kan berkaitan erat dengan pemerintah.

Dengan demikian setiap TPK selalu mempunyai koreélasi
baik langsung maupun tidak langsung dengan pemerintah
feksekutif). FKeadaan vang demikian manakala dikaitkan
dengan lembaga Xejaksaan sebagai sub-sistem SPP vang
berwenang melakukan penyidikan terﬁadap TPK, dimana
xelaksaan meski melakukan fungsi vyudikatif, tetapi tetap
juga sebagal lembaga pemerintahan dan bertanggungjawab

kepada  Presiden, maka keberadaan kejaksaan  dalan




melakukan penyidikan terhadap TPK akan sangat bergantung
pada bemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi
(eksekutif). Padahal pelaku-pelaku TPK juga terdiri dari
orang-orang yang duduk di  lembaga eksekutif, atau
setidaknya orang-orang vang wmemiliki hubungan balk
langsung maupun tidak langsung terhadap eksekutif. Itulah
sebabnya jaksa wmengalami kendala psikologis.

Contoh paling aktual sehubungan dengan hal ini
adalah dikeluarkanya 3P23 (Surat Perintah Penghentian
Penyidikan) terhadap dugaan Korupsi mantan Presiden
Sceharto oleh Jaksa Agunyg (Pjs. Jaksa Agung Ismudjoko)
pada mnasa pemerintahanl Habihie, dan dibuka kembali
kasusnya oleh Jaksa Agung Marzuki Darusman pada masa
pemerintahan Presiden Gus Dur. Kasus ini dapat dilihat
sebagal bukti bahwa penyidikan TPK oleh kejaksaan sangat
bergantung pada niap bailk (political will) pemegang
kekuasaan {eksekutif). 7_

Keadaan vyang demikian apabila dibiarkan ferus-
menerus akan sangat berdampzk negatif terhadap penegakan
hukum di Indonesia, dan bagi lembaga kejaksaan sendiri
akan tidak menguntungkan, bahkan dapat menurunkan
citranya dan pada gilirannya akan merusak rasa keadilan
masyarakat,

Dari sini pula dapat dilihat adanya intervensi
politik terhadap lembaga kejaksaan.

Disamping hal tersebut, selain faktor vyuridis
normatif vang mengkondisikan lembaga kejaksaan sehingga
kejaksaan dalam melakukan penyidikan TFK tidak

]

independen, tidak menutup kemungkinan adanva faktor-

f
faktor sosiologis lain yang turut berpengaruh, bahkan
dapat pula sebagal akibat lanjutan dari faktor normatif

tersebut,

O




Di sisi lain para jaksa dalam menjalankan tugasnya
berlaku sistem pertanggungijawaban hierarkhis’,
pertanggungjawaban hierarkhis ini semakin mengikat Jaksa
dan  tidak memberikan keleluasaan bagi djaksa dalam
menjalankan kewenangannya sesuail dengan kebenaran vang
divakinl menurut hati nuraninva, pertimbangan utama yang
diambil adalah lebih condong pada bagaimana atasan Jaksa
vang bersangkutan menyikapi terhadap perkara vyang
ditanganinya. Sistem yvang demikian Juga semakin

menyuburkan kemungkinan terjadinva intervensi politik

terhadap lembaga kejaksaan. Nampak pula bahwa jaksa tidak

memilki kebebasan sebagaimana vang dimiliki hakim dalam
memutus perkara.

Dalam penyidikan terhadap TPK, situasi vyang demikian
telah mendominasi warna penegakan hukum di Indonesia. Hal
ini tentu saja sangat merugikan kepentingan masyarakat
dan kepentingan hukum itu sendiri. Lebih jauh lagi,.rasa
keadilan masyarakat akan semakin terabaikan. |

Realitas penegakan hukum yang sangat dipengaruhi
cleh faktor-fakter normatif berupa perundahg—undangan
vang mnmengaztur kedudukan dan kewenangan kejaksaan serta
faktor-faktor scsiologis yang mrempengaruhi jaksa dalam
melakukan penyidikan terhadap TPK ternvata sedemikian
kompleksnya, sehingga sangat menarik untuk diteliti dalam
bentuk tesis sebagai tugas akhir dalam menempuh program

Magister Ilmu Hukum.

Permasalahan.
Dengan mengacu pad judul penelitian vaitu

=1
*Independensi Kejaksaan Dalam Penyidikan Tindak Pidana

" Lihat UU No. 5 tahun 1991 pasal § ayal 2.




i Korupsi” dan latar belakang masalah, dalam penelitian ini
dirumuskan permasalahan sebagai berikut:
1. Seberapa Jauh peraturan perundang-undangan

memberikan independensi terhadap kejaksaan dalam

j penyidikan tindak pidana korupsi.

Z. Secara sosiologis, faktor-faktor apakah vang
menyebakan Jaksa tidak memiliki independeﬁsi
dalam penyidikan tindak pidana korupsi?

3. Bagaimanakah memformulasikan kedudukan kejaksaan
sehingga mampll berperan secara optimal dalam

penyidikan tindak pidana korupsi?

C. Kontribusi Penelitian,

Kontribusi adalah kegunaan atau keuntungan vyang

didapatkan dari suatu penelitian.

1. Kegunaan Teoritis, penelitian ini diharapkan
dapat menjelaskan apakah secara yuridis normatif
kejaksaan memiliki independensi dalam pényidikan
korupsi, serta menjelaskan pokok-pokok pikiran
tentang perlunya independensi kejaksaan kKhususnya
dalam penyidikan tindak pidana korupsi.

2. Kegunaan Praktis, hasil penelitian ini diharapkan

dapat menjadi bahan masukan dan sekaligus
membuka cakrawala pikir tentang faktor-faktor

vang menyebabkan kejaksaan tidak independen dalam
penyidikan korupsi.

3. Memberikan sumbangan pemikiran tentang kedudukan
kejaksaan yang diharapkan dapat berperan secara

optimel dalam penyidikan tindak pidana korupsi.

D. Tujuan Penelitian.




Selain bherusaha untuk pengembangan substansi bidang
ilmu, dengan bertitik tolak dari pokok permasalahan
sebagaimana telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini
adalah sebagail berikut:

1. Untuk menggalii data seberapa jauh peraturan
perundang-undangan memberikan independensi
terhadap kejaksaan dalam penyidikan tindak pidana
korupsi.

2. Menguraikan faktor-faktor vang menyebabkan
kejaksaan tidak independen dalam penyidikan
tindak pidanar korupsi dengan memberikan dasar-
dasar pembenar _ tentang pokok-pokok pemikiran
perlunya independensi kejaksaan.

3. Mencari formulasi ideal kedudukan kejaksaan

khususnya dalam penanganan tindak pidana korupsi.

E. Kerangka Teori, _

Diilhami pandangan Weber vang menenmpatkan faktor
sosial® non-hukum sebagai independent variable vang
berarti memahami hukum sebagai mekanisme kontrol sosial,
Parson melalui karyanya yang. berjudul “The Law and
Social Control” sampal pada konklusi bahwa fungsi utama
dari sistem hukum bersifat integratif? karéna dimaksud
untuk mengatur, memelihara dan menijaga hubungan-hubungan
sosial dalam suatu sistem sosial, agar dapat secara

efektif menyelenggarakan fungsi integrasi ini, menurut

* Sebetum sampai pada kesimpulan yang demikian, terlebih dahulu Parson menganalisa svarat fungsional
swatu sistent yakni 1) Pencapaian tujuan yang khas yang terkait dengan- politik suatu organisasi sosial, 2)
Adaptasi yang terkait dengan sub-sistem ekonomi, 3) Integrasi meliputi piranti uniuk wenjalin hubungan
koordinatif, meminimalisir konflik seperti Tmkum, administeatit dan adat kebiasaan, dan 43 Pemelibarman
poli scbagai manajemen kontlik, eluborast vang relatif lengkap tentang hal ini. dapat ditibhat, Tom
Campbell. Tujuh Teori Sosial (sketsa penilaian dan perbandinean), Kanisius, Yogyakaria, 1994,




Parson ada 4 (empat) masalah dasar yang periu mendapat

elaborasi secara tepat dalam suatu sistem hukum yvaitu:

1} masalah legitimasi, menyangkut landasan penataan
aturan-aturan hukum; '

Z2) masalah intepretasi, menyangkut hak dan kewajiban
dalam proses penerapan aturan hukum;

3) masalah sanksi baik jenis malpun lembaga vang
menerapkannya, dan;

4) masalah yurisdiksgi, menyangkut kewenangan
penegakan norma-norma hukum.

Kerena sebagaimana dipzhami oleh pengembang doktrin
"social engineering by law'’, perubahan vang hendak
dicapai hanya mungkin di‘lakukan dengan cara meménipulasi
keputusan-keputusan yang aran diambil oleh individu dan
mengarahkanya pada tujuan vang dikehendaki. Dalam rangka
itu pula suatu aturar hukums tergolong engineer apabila

iemenuhl 4 (empat) asas vaitu:

1) penggambaran yang baik dan situasi yang dihadapi ;

2) analisa terhadap penilaian penilaian dan
menentukan jenjang nilai-nilai;

3) verifikasi dari hipotesa-hipotesa; dan

4) adanya pengukuran terhadap efek dari UU vang
berlaku®®.

Oleh karena yang menjadi sasaran dalam proses social
engineering by law wnenggerakkan tingkah laku agar
mencapal  keadaan vang dikehendaki, Chamblis & Seidman

mengyaratkan proses pelembagazn hukum sebagal indikator

’ Di Indonesia konsep ini poputer dengan scbutan hakum sebagai snsaran pembangunan yang umuk
pertama kalinva diperkenaikan oleh Mochtar Kusumaadinaja. Alasan penggunaan hukum yang demikian
selain karena keinginan secepatnya untuk menghapus hukum peninggalan kolonial dan adanya harapan-
harapan masyarakat dengan tercapainva kemerdekaan, juga karena ada alasan lain vang lebih mendasar,
vakni tnoar untunk survive sebagai anggota masvarakat dunia, terutma dalam suasang ekonomi global
kontemporer, Sunarvati Hartono. Politik Hukum Menuju... Hai 82 : <

Y Prasyarat tersebut dikenukakan oleh Pedgorecki dalam Satjipto Rahardjo, Pemanfaatan Hmu-fimn Sosiaf
Bagi Pengembangan I Hukum, Alwmni, Bandung, 1977, hal. 66.

10




efektivitas bagi pencapaian tujuan-tujuran dimaksud.
Semakin lama proses pelembagaan hukum maka semakin
efektif hukum  mencapai tujuan-tujan dimaksud dah
demikian pula sebaliknya'’., Karena bagaimanapun Jjuga
dalam rangka pencapaian tujuan hukum, vang terpenting
adalah hasil substantif serta tanggung-jawab vang
efektif.

Mengikuti Weber, Merton (1957; 195-196) mengamati
beberapa hal berikut di dalam organisasi birokrasi
modern'<:

'1.Birokrasi merupakan struktur sosial yvang
terorganisir secara rasional dan formal.

2. Meliputi suatu pola kegiatan vang memiliki batas-
batas jelas.

3. Kegiatan-kegiatan tersebut secara ideal
berhubungan dengan tujuan-tujuan organisasi.

4. Jabatan-jabatan dalam organisasi diintegrasikan
ke dalam keseluruhan struktur birokratis.

5. Status-status dalam birockrasi tersusun ke dalam
susunan yang bersifat hierarkhis. ,

6. Berbagai kewajiban serta hak-hak di dalam
birokrasi dibatasi oleh aturan-aturan yang
terbatas serta terperinci.

7. Otoritas pada jabatan, bukan pada orang.

8. Hubungan~hubungan antara orang dibatasi secara
formal. ,

Model analiisa fungsional Merton merupakan hasil

perkembangan pengetahuan yang menveluruh tentang ahli
tecori  klasik. Dia mwmenggunakan penulis-penulis besar
seperti Max Weber, William I, Thomas dan E. Durkheim

sebagai dasar deri karyanya'’. Di permukaan mungkin

"' Philip Nonet & Philip Selznich, Law and Society in Iransition: Toward Responsive Law, New York,
Harpa & Row, 1978.

- Margaret M. Poloma, Sosiologi Konremporer, diterjemahkan olch Tim Penerjemah, Yasgama, cd151 I
cei‘lk'm ke-4, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1994, hal 31.

Y Mengenai pembahasan Merton bersandar pada para ahli sosiologi Eropa kiasik, Lihat Coser (1975),
Coser mengomentari usaha Merton: Mengingat banyak suama yang membicarakan tetapi secara cklusif
tidak pernalt menghargainya....Merton berhasil mewariskan kepada kita bangunan ide-ide Eropa dan
Amerika yang bersegi banyak dan penuly warna; yang dicoba untuk digabungkan ke dalam karya-karyanya
dengan memanfaatkan ide-ide tersebut bagi tujuan kreatifnyva sendiri. Poloma, fhid,
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terlihat bahwa Merton sendiri tidak memiliki suatu teori
vang bulat, mengingat ia hanyva menulis esei-esei yang
mencoba menyempurnakan berbagai aspek tulisan-tulisan
klasik. Akan tetapi di dalam keseluruhan tulisan-
tulisannya kita menemukan suatu tema yang menonjol yaitu,
“arti pentingnya memusatkan perhatian pada struktur
sosial dalam analisa sosiologis”™. Merton tidak berhenti
dengan deskripsi tltentang struktur, akan tetapi terus
membahas kepribadian sebagai produk organisasi struktural
tersebut. Struktur birokratis memberi tekanan terhadap
individu sehingga mereka menjadi “disiplin, bijaksana,
metodis” ¥, | ‘

Merteon mengutif tiga postulat yang terdapat dalam
analisa fungsional yang kemudian disempurnakan satu demi
satu. Pertama, Kesatuan fungsional masyarakat yang dapat
dibatasi sebagail suétu keadaan di mana seluiuth bkagian
dari sistem sosial bekerja sama pada suazu  tingkat
keselarasan atau konsistensi internal vang memadahi,
tanpa menghasilkan konflik vang berkepaniangan yang tidak
dapat diatasi atau diatur. Postulal kedua, fungsionalisme
universal bahwa seluruh bentuk sosial dan kebudayaan yang
sudah baku memiliki tungsi-fungsi positif. Pecstulat
ketiga, dalam setiap tipe peradaban, setiap kebiasaan,
ide obyek materiil, dan kepercayaan mnmemenuhi beberapa
fungsi penting, memiliki sejumlah tugas vyang harus
dijalankan, dan merupakan bagilan penting vang tidak bisa

dipisahkan dalam kegiatan sistem sebagai keseluruhan'®.

" Potoma, [bid.

'* Tetapi tekanan ini kadang-kadang menjurus pada kepatuhan mengikuti aturan secara merababi buta tanpa
nempertimbangkan wifvan dan fungsi-fungsi untok apa ateran itu pada mulanya dibuat. Walaupun aturan-
aturan tersebut dapat berfungsi bagai efisiensi organisasi. tetapi aturan-aturan yang demikian dapat juga
memberikan fungsi negatif dengan menimbulkan kepatuhan vang ber! lclnlmn hal ini menimbulkan konflik
antara birokrat dan orang-orang vang harus dilayvani.

1 Poloma, Mhid.




Selanjutnya Daniel 8. Lev dalam “Lembaga-lembaga

Peradilan dan Kultur Hukuwm Indonesia” menyebntkan:

“Dimana nilai-nilai dan mitos-mitos kultural
menekankan pada cara-cara pengaturan serta hubungan
sosial politik vang tidak bertolak dari wilayah
hukum otonom, maka sebagai akibatnva disitu lembaga-
lebaga hukum  akan kurang dapat mengembangkan’
kekuasaannya yang mandiri seperti vang dimilikinya
di negara-negara Eropa dan Amerika Serikat.
Tampilnya kekuasaan-kekuasaan birokrasi vang perkasa
sekalipun, yang merupakan unsur-unsur esensial bagi
adanya sistem hukum vang kuat, tak akan menciptakan
suatu tanggapan uraum yvang - positif terhadap
bekerjanya hukum, terutama apabila misalnya nilai-
nilai patrimonial juga tetap bercokol dengan kuat~!’,

Dalam kazitennya dengan lembaga-lembaga peradilan
ini, sistem peradilan pidana (criminal Justice systam)
atau 8PP merupakan pendekatan baru dalam mempelajari
bekerjanya penegakan hukum di  dalam masvarakat.
Pendekatan ini  tidak wmenggunakan perspektif normatif,
melainkan perspektif wmanajemen dalam peradilan pidana.
Dalam pendekatan ini menekankan pada saling hubungan dari
nmasing~masing unsur lembaga penegak .hukum, bagaimana
mekanisme bekerjanyaz dan pengaruh dari masing-masing yang
berperan dalam penegakan hukum tersebut sekaligus dampak
dari keseluruhan hasil penegakan hukum itw, dengan
demikian pendekatan sistem lebih diutamakan. '

Pusat perhatian manajemen peradilan pidana ﬁersebut
sangat Dberalasan dan sejalan dengan resolusi yang telah
diterima sebagal hasil keputusan Konggres PBR tentang
“The Prevention of the Crime and the Treatmen of
Offenders” xe-8 vyang diselenggarakan di Havana, Cuba

tahun 1990. BReberapa resclusi yang telah disetujui PBB




tersebut berkaitan dencgan SPP antara lain adalah resolusi
butir 19 tentang manajemen beradilan pidana dan
pengembangan kebijakan wpidana (management of criminal
Justice and development cf gentencing pelicies). Prosedur

tersebul didasarkan atas tiga pertimbangan sbhb:’”

1. 0nly if the criminal Jjustice system 1is well
managed can rational change be made to improve
the situation.

2. In-adequate management of the c¢riminal Jjustice
system can result in certain practices, such as
long delays  before trial, that may create
injustice for person whose cases are being
pProceesed by the system.

. Satisfactory relations betWeen different agencies
of the criminal justice system can contributed to
effective elcation of resaurces.

L

Pertimbangan tersebulb pada prinsipnya bermuara 'pada
pemahaman  akan kemuncgkinan terjadinva ketidak-adilan
dalam suatu proses pidana sehingga dipertimbangkan untuk
menjadl salah satu resolusl yang dianggap Xonstitutif
Lerhadap SPP dl selurub dunia _

Fendekatan sistem dalam peradilan pidana menurut

Romli Atmasasmita adalah sgbb:

1. Titik berat pada koordinasi dan sinkronisasi
komponen peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan,
pengadilan dan lembaga pemasyarakatan).

2. Pengawasan pengendalian penggunaan kekuasaan oleh
komponen peradilan pidana.

3. Efektivitas sistem penanggulangan kejahatan lebih

utama dari efisiensi penyelesaian perkara.

. Penggunaan hukum sebagal instrumen untuk

memantapkan the administration of justice.
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FHukrm, Pcnurbﬂ;ﬁhunni Bandung, 1977, hat 122,

% Romli Admasasmita, Sistent Peraditan Pidana Perspelaif Fhsistensiofisme dan Abolisianisme, Bina
Cipta, Bandung, 1996,



Mencermati hal-hal yang berkaitan dengan pendekatan

sistem yang kemudian dikenal dengan SPP maka kelaksaan

sebagal baglan dari komponen yang mendukung bekerianya

mekanisme SPF  menduduki peranan penting. Untuk itu
pendekatan vang Iebih kﬁmpreheﬁsip terhadap penegakan
nukum  yang dilakukan kejaksaan menjadi suatu hal vyang
mendesak untuk segera dilakukan, Befkenaan dengan hal
tersebut, maka  kesesuaian antara UL vang mengatur
kewenangan kejaksaan dengan instrumen internasional Vang
mehgalUl masalall 1ol yaitn Guidelines on the rolé of
public prosecutor menijadi salah satu hal  penting.

Dalam SPP wyang terpadu (integrated criminal justice
system), kejaksaan meniliki peran penting sebagaimana

dikemukakan coleh Surahman & Andi Hamzah:

“In almost every Jjurisdiction the public prsecutor
is a key figure in the administration of criminal
justice for he plays the most significant role in

the proses of decicion making”.'?

Bzhkan secara ekstrim ia menyaiakan lebih lanjut

bahwa peran Jaksa lebih penting dibandingkan dengan

penegak hukum lainnya misalnya polisi, mneskipun polisi

dalam hal fertentu memiliki fasilitas dan ruang lingkup

vang lebih luas ;

*Although the police have better trained in
gathering the material evidence on the scene of
crime, still they are dependent on the advice and
the direction of the public prosecutor. The reason
is generally the public prosecutr is more conversant
in legal matters and he has the prerogrative to
contact the court. Even in counties where he does

1 Surahunan & Andi Hamuah, Jaksa i Berbegai Negara, Peranan don Kedudikannya, Sinar Grafika,
Jakarta, 1996




not institute the investigations of his own, he
retains the wide range of prosecutorial discretion.
In other words, the public prosecutor is vested with
the power of decicion *o prosecute or net +to
prosecute almost all case in the criminal
processings” .2’

Membahas masalah lembaga kejaksaan pada hakekatnya

0

tidak dapat dilepaskan dengan skema besar pembadgian

“kekuasaan dalam sistem ketatanegaraan, vyaitu kekuasaan

eksekutif, yudiketif dan legislatif.

Ketegasan pembagian kekuasaan ini sangat penting
karena pada prinsipnya kekuasaan itu cenderung disalah-
gunakan sebagaimana dilgyaratkan olek Lord Acton bahwe
"power tends to corrupt, but absolute power corrupt
absolutely”. Demikian Juga dikemukakan oleh Maurice
Duverger ' bahwa salah salbu teknik pémbatasan kekuasaan
dengan jalan melemahkan kekuasaan pemerintah adalah
pembagian kekuasaan, sehingga dapat mencegah pemerintah
melebarkan cengkeraman totaliter atas rakyat.

Pandangan pembagian kekuasaan negara dikemukakarn
Charles de Scondat Montesquieu (Prancis) dalam bukunya
*Liespirit des ILois” (1748} . Ta menyataken bahwa
kekuasaan negara harus dibagi dalam tiga kekuasaan yang
terpisah (la separation des pouveirs), ketiga keklasaan
tersebut adalah kekuasaan membentuk Undang-undang
{legislatify, kekuasaan menjalankan Undang-undang
(eksekutif) dan kekuasaan mengadili pelangaran terhadap
Undang-undang {yudikatif) . Menurut Mntesquieu vang
dikutif oleh M Solly Lubis™® bahwa ketiga kekuasazan

tersebut dibagi sedemikian rupa sehingga vyang satu

* Surahman & Andi Hameah /bid,
! Maice Duverger, Teori dan Prakiek Tate Negara, terjemahan Swwirjadi, PT. Pustakan Rakyat. Jakarta
1961, hal 56-61.
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terpisah dari yang lainnya, dJdan pembagian ini perla
supaya kekuasaan pemerintah tidak terpusat pada satu
- tangan saja. Lebih lanjut ia wmenyatakan bahwa pemikiran
Montesquieu ini telah diterima pula oleh bherbagai negara
demokrasi lainnya waiaupun diikuti  dengan perubahan-
perubahan dan penambahan sehingga 'merupakan variasi,
variasi ini tergantung pada bentuk negara dan sistem
pemerintahannya.

Demikian halnya dengan negara RI, konsep pemisahan
.kekuasaan ini tidak dianut secara murni, tetapi dengan
modifikasi tertentu sesuai dengan kondisi Indonesia.
Miriam Budihardjo®* mengemukakan bahwa ketiga ' yup
menjalani demokrasi konstitusional, maka dapat
disimpulkan bahwa Indonesia wmenganut Trias Politica dalam
arti pembagian kekuasaan.

Seirama dengan pendapal tersebut di atas, Moh
Kunardi mengungkapkan bahwa UUD 45 itu tidak menganut
asas trias politica melainkan asas pembagian kekuasaan® .
Begitu pula Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa pebagian
kekuasaan negara beserta lembaga-lembaga negara nmenurul
UUD 19405 tidaklah mengikuti ajaran pemisahan kekuasaan
dari Montesquieu vang populer dengan ajaran Trias
Plitica, tidak Jjuga mengikuti pola dan praktek negara-
negara Eropa khsusnya  Belanda, sistem pemerintahan
menurut UUD 1945 adalah sistem vang unik.?® Bertolak dari
ulasan berbagai  pendapat tersabut dapat diperocleh

pemahaman bahwa negara RI tidak menganut ajaran Trias

M. Solly Lubis, Asas-asas Hukum Tata Negara, Alumni, Bandung, 1980, hal 60

# Miriam Budihardjo, Dasar-dasar Himu Politik, PT. Gramedia. Jakarta, 1987, hal 136,

* Moh, Kunardi dan R, Bintar Saragil, Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem UUD 1945, PT.
Gramedia, Jakarta 1983, Lihat Juga Ismail Sunny, Pergeseran Kekuasaan Eksekutif, Aksara Baru, Jakaria,
1977, hal. 1o,

* Philipus M. Hadjon, Lembaga Tertinggi dan Lembaga Tinggi Negara Menurat UUL' 1945 Suaiu Apalisis
Hukm Kenegaraan, Bina Hinu, Surabaya, 1987, lial, Ix.




Plitica secara murni, namun teori tersebut diterima
dengan modifikasi. Hal ini tentu berimplikasi terhadap
lembaga kekuasaan negara RI, termasuk kekuasaan
pemerintah negara.

Namun demikian meski tidak menganut sistem pemisahan
kekuasaan, namun masih dianut pembagian kekuasaan vyang
memberikan peluang terhadap upaya pelaksanaan kekuasaan
yudikatif vyang mandiri, Sehubungan dengan hal tersebut,
untuk mewujudkan kemandirian kekuasaan yudikatif sangat
dipengaruhi ocleh pelitik hukum pemerintah.

Bagaimanakah konsepsi tentang tujuan politik hukum,
Theo Huljbers mengemukakan bahwa tujvan politik hukum

adalah sbb:?®

1. Menjamin keadilan dalam masyarakat {(tujuan
utama) . ' :

2., Menciptakan kxetenteraman hidup, dengan memelihara
kepastian hukum. ‘ .

3. Menangani kepentingan-kepentingan nyata dalam
kehidupan bersama secara konkrit. |

Dalam menggariskan politik hukum di Indonesia tidak
terlepas dari berbagal fakﬁbr vang Tturut menentukannya,
antara lain®’ dasar-dasar filosofis, konstitusinal, staats
idee, recht idee, perkembangan yang bersifat ideologis
dan normatif. Selaln itu terdapat juga faktor-faktor lain
berupa dasar-dasar dan corak politik yvang telah dibangun,
sistem ekonomi, pemahaman tenténg hukum, perkembangan
masyarakat, realitas sosial dan kecenderungan yang

bersifat gliobal.

% Theo Huijbers, Filsafat Hulum, Kanisivs, Yogyakarta, 1991, hal 116-118.
1 Bagir Manan, Mengkazji Ulang Syariah den Hukum Menuju Pembangunan Hukum Nasional, Diskusi
Panel, FH Universitas Brawijaya, Malang, 4 Juni 1994, hal, 17,



Keberadaan lembagae kejaksaan, pada dasarnya tidak
dapat dilepaskan dari kerangka besar vang disebut dengan

kekuasaan kehakiman. Pasal 24 ayat 1 UUD 1845 menegaskan

bahwa:

“kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung
dan lain-lain badan kehakiman menurut Undang-
undang™.

Tetapi batasan pengertian “kekuasaan  kehakiman”
gsendiri tidak dijelaskan. Pasal 24 tersebut hanvya
menegaskan badan vyang diserahi tugas/kewenangan untuk
malakukan atau melaksanqkan kekuasaan kehakiman, Dalam
penjelasannva tidak memberikan batasan kekuasaan
kehakiman vang bebas lLersebut, Lelbapi hanya menegaskan
sifat dari kekuasaan kehakiman vaitu kekuasaan vang
merdeka dan mandiri (terlepas dari pengaruh/intervensi
kekuasaan pemerintah). |

Sementara dalam pasal 1 UU No. 14 tahun 1970

tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman menvataka bahwa:

“"Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara vang
merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna
menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Panca51la,
demi terselenggaranya negara hukum RIZ”.

Lebih lanjut dalam pasal 2 (1) ditegaskan:

“Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman tercantum dalam
rasal 1 diserahkan kepada badan-badan peradilan dan
ditetapkan dengan UU, dengan tugas pokok untuk
menerima, memeriksa dan mengadili serta
menvelaesaikan setiap perkara yvang diajukan
kepadanya” .
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Ketentuan pasal 1 dan 2 (1} mempersempit makna
kekvasaan kehakiman, bahwa kekuasaan kehakiman yang
dimaksudkan adalah kekuasaan peradilan atau kekuasaan
mengadili. Pemaknaan  kekuasaan kehakiman cebagaimana
dimaksud dalam UU N. 34 th. 1970 periu diperhatikan untuk
dikaji ulang, apakah sudah sesuai dengan vang dimaksudkan
dalam pasal 24 UUD 1945, Mengapa demikian karena Ppada
hakekatnya kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan négara
dalam menegakkan hukum.®” Jadi kekuasaan kehakiman identik
dengan kekuasaan untuk menegakkan hukum” atau kekuasaan
penegakan  hukum.™" Hakékat vang - demikian sebenarnvya
terungkap juga dalam perumusan pasal- 1 di atas, yaitu
pada kalimat “guna menegakkan hukum dan keadilan
berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum
RI”, sayangnya Kalimat tersebut tidak dirumuskan sebagai
pengertian kekuasaan kehakiman, tetapi sebagai tujuan
diselenggarakannya peradilan.

Manakala  tujuan  ini menjadi‘ " pengertian  dari
kekuasaan kehakiman, maka tidak hanya berarti “kekuasaan
mengadili” (kekuasaan menegakkan hukum di badan-badan
pengadilan), tetapi mencakup kekuasaan menegakkan hukum
dalam seluruh proses penegakan hukum.

Konsekuensi lebih lanjut dengan adanya ini adalah,
dalam perspektif SPP  kekuasaan kehakiman (kekuasaan
penegakan hukum) di bidang hukum pidana mencakup seluruh
sub-sistem SPP. Dengan demikian kejaksaan sebagai bagian
dari SPP/sub-sistem SPP, tentu saja menjadi bagian dari
kekuasaan kehakiman vyang memiliki kekuasaan yang

merdeka/bebas/ndependen/mandiri.

** Telah dirubah dengan UU No. 35 tahun 1999, namun terhadap pasal ini tidak mengalami perubahan,
* Barda Nawawi Arief, Pokok-pokok Pikiran Kekuasaan Kehakimen Yang Merdeka, Bahan Masukan
Untuk Laporan Akhir Tim Pakar Departemen Kehakiman, Periode 1998/1999,
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Dalam kaitannya denganA kewenangan kejaksaan dalam
melakukan penvyidikan terhadap TPE, dimana masalah korupgi
memiliki karakiteristik berkorélasi/berhubungan dehgan
pejabat pemerintah = {eksekulif), ﬁaka independensi
kejaksaan sangat mutlak diperlukan.

Definisi- korupsi vang terkait dengan kpnsep Jjabatan
dalam pemerintahan dan penyimpangan terhadap kaidah hukum
dan etika pemegang iabatan yang bersangkutan dilukiskan

dengan jelas dalam 3 karya penulis sebagail berikut:™

1. Menurut ' Bayley perkataan “korupsi” dikaitkan
dengan perbuatan penyuapan  yang berhubungan
dengan penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan
sebagai akibat adanya pertimbangan dari mereka
yang memegang jabatan bagi keuntungan pribadi.

2. Menurut M.Mc. Mullan seseorang pejabat pemerintah
dikatakan “korup” apabila ia menerima uang vang
dirasakan sebagai dorongan untuk melakukan
sesuatuy yang ia bisa lakukan dalam tugas
jabatannya padahal ia selama menjalankan tugasnya
seharusnya tidak boleh berbuat demikian. Atau
dapat berarti menjalankan kebijaksanaannya secara
sah untuk alasan yang tidak benar dan dapat
merugikan kepentingan umum. Yaitu penyalahgunaan
kewenangan dan kekuasaan.

3. Menurut J.85. Nyve Korupsi sebagal perilaku vang
menyimpang dari kewajiban~kewajiban normal suatu
peranan Jawatan pemerintah, karena kepentingan
pribadi (keluarga, golongan, kawan akrab), demi
mengejar status dan gengsi, ataun melanggar
peraturan dengan jalan melakukan atau mencari

pengaruh bagi kepentingan pribadi. Hal-hal
tersebut meliputi tindakan seperti penyuapan
(memberi hadiah dengan maksud hal-hal
menyelewengkan pertimbangan seseorang dalam

kedudukan pada Jawatan dinasnya}, nepotisme
(kedudukan sanak saudaranya sendiri didahulukan,
khususnya dalam pemberian jabatan atau memberikan
perlindungan dengan alasan hubngan asal-usul dan
bukanya berdasarkan pertimbangan prestasi) .

3 Barda Nawawie Avief, Ibid.
3! Soedjono Dirdjosisworo, op cit hat 19,




Penyalahgunaan atau secara tidak sah menggunakan
sumber penghasilan negara untuk keperluan
pribadi.

F. Metode Penelitian.
1. Pendekatan.

Permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah
independensi kejaksaan dalam melakukan penyidikan
tindak pidana korupsi (TPK), sehingga akan melihat 2
(dua} entitas penting yaitu memandang hukum dalam érti
peraturan. perundang-undangan dan hukum dalam arti
realitas sosial. Oleh sebab itu akan  membawa
konsekuensi pada penggunaan 2 (dua) pendekatan secara
sekaligus, yaitu pendekatan vyuridis normatif dan
pendekatan empiris atau sosiologis,

Pendekatan nermatif bkerarti berangkat dari
peraturan perundang-undangan yang mendasari bekerjanya
lembaga kejaksaan. Penelitian dimaksud - adalal:
penelitian berupa ‘inventarisasi hukum positif dan
penelian terhadap asas-asas hukum..

| Sedangkan pendekatan sosiologis dilakukan dengan
terang pikir pengembang paradigma® alamiah
(naturalistic paradigma)® yang melihat suatu realitas
sebagai suatu kenyataan ganda, dibentuk déh merupakan

keutuhan, dan inkuirinya terikat nilai, oleh karena

2 Paradigma (penelitian) menurut Bogdan dan Bikten (1982:3) adalah kumpulan longgar dari sejumiah
asumsi yang dipegang bersama, konsep atau proposisi vang mengarahkan cara berpikir dan penelitian, baca
dalam Ley J. Moleong, ketika membahas topic “Paradigma Pepelitian Kualitiatif® datam bukunya
Metodaflogi Penelitian Kualitatif, PT, Remaja Rosdakarya, Bandung, {(cetalan ke-7), 1596, hal 30. Coba

bandingkan juga dengan pengertian paradigma menwmut Thomas Kbun, yang lebih kurang dipahami scbagai
scperangkat Le\dkumn konumitas ilmu dalam berolah dmu, Deborah A, Redman, Economic and The
Piulosophy of Social Science, New York, Oxford University Press, 1991, p. 16.

33 Paradigma ini berawal dari pandangan Max Weber vang selanjutnya diteruskan olel Irwm Deutcher, dan -
yang leblh dikenal dengan pandangan “fenomenologis™, Paradigima ini mendasari aksimanya pada “the
naturalistic sociological theorv” dan “the qualitative phenomenological theory”, yang kalau hendak
disingkat menurut Lincoln dan Guba bertumipu pada 5 (lima) aksioma, Lihat Lexy J. Moleong, Ibid. hat 31-
32. S
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itu pula peneliti disyaratkan melakukan studi dengan
latar alami, bersifat deskriptif dan penafsirannva
terikat ruang dan waktu. '

Dengan ménggunakan paradigmna alamiah, latar
alamiah menempati mposisi vyang sangat penting, oleh
sebab itu institusi hukum (dalam hal ini kejaksaan)
dipahami tidak semata-mata dipandang sebagai entitas
normatif yang eksoterik per se, tetapi lebih dipandang
sebagal bagian subsistem dari keseluruhan sistem
scsial yang tentu saja memiliki hubungan yang saling
berkaitan dengan variabel sosial yang lain.

Dengan demikian  kejaksaan dalam penelitian ini
dilihat sebagai sub-sistem SPP, dan BSPP sendiri
berada/menjadi bagian daris subsistem sosial. Terhadap
hal ini membawa konsekuensi logis akan pendekatan:yang
digunakan untuk meneliti masalah ini, vaitu berangkat
dari dua pendekatan yvaitu, pertama model
“interaksionisme simbolik”” untuk memahami kejaksaan
sebagal bhaglan dari subsistem sosial. Kedua, model
“raticnalistik””®, dalam rangka membangun pemahaman

penafsiran, sebagar landasan tinjauan terhadap Undang-

¥ Konsep interaksionisme simbolik paling tidak bertolak dari 7 (tuju) proposisi dauar; 1) simbul dan
interaksi ity menyatu (tidak cukup bila kita hanya merekam fakta, kita harus mencari yang lebih jauh, vaitu
mencari konteks sehingga dapat ditangkap sintbul dan maknanya}; 2} karna simbul dan raalna itu tidak bisa
iepas dari sikap pribadi, maka jati diri subyek perlu dapat ditangkap, 3) peneliti harus sckaligos
mengkaitkan antara simbw! dengan jatidirt dengan linglangan dan hubungan sosiainya; 4) Konsep jati diri
terkait dengan konsep sosiologi teniang struktur social dan lainnya; 5} hendaknya direkam situasi yang
menggambarkan simbul dan maknanya, bukan hanya merckam fakta sensualnya saja; 6) metode yang
dipakai hendaknya mampuo menangkap maknea di balik interaksi; 7) sensitizing (yaitu sekedar mengarahkan
pemikiran) itu yang cocok dengan interaksionisme simbolik, dan ketika mulai memasuki lapangan perln
dirviunuskan menjadi yvang lebih operasional, menjadi scientific consepts, Periksa Nung Muhadjir,
Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi ke-11), Penerbit Rakesasih, Yogyakarta, 1996, hal. 136-138.

* Metode pendekatan ini berpijak pada proposisi bahwa mencari makna secara ontologis menggunakan
kerangka berfikir reflekiif, verstehen, dengan menggunakan pola pikir divergens, kreatif, inovatif untuk
mendapatkan inakna yang kebih jauh dari lianyva sekedar signifikansi. Atas dasar proposisi yang demikian
inilah aka kerangka teoritis scbuah penelitian disyaratkan; 1) ada grand-consepts yang melandasi kerangka
teoritis seluruh pemikiran teori dari penelitian, 2) membangun kerangka teori berdasarkan teori-teori
substanst, dan 3) perkerangkaan teori adalah hipctesis atau tesis yang hendak diuji kebenarannya secara
empirik, Nung Muhajir Toid, hal 74-80.
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undang yang mendasari bekerjanya kejaksaan khususnya

dalam menangani korupsi.

. Jenis dan Sumber Data,.

Jenis data dalam penelitian ini adalah data
kualitatif vyang térdiri dari data primer dan data
sekunder, keduanya saling melengkapi.

Pada prinsipnya terdapat 2 (dua) kategori data
vang akan dikumpulkan dalam penelitian ini yaitu (1)
data tentang bzkerjanva lembaga kejaksaan vyang
meliputi legitimasi, intepretasi vuridis atas landasan
hukum vang  mendasari belkerjanva kejaksaan dalanm
pemberantasan tindak pidana korupsi; (2) faktor-
faktor yang mempengaruhi independensi kejaksaan dalam
menangani korupsi vang didukung olehn persepsi
masyarakat terhadap bekerjanya kejaksaan yang meliputi
peran-peranh vang seharusnya dilakkukan oleh kejaksaan

serte tipe ideal kejaksaan yang seharusnya.

Dengan bertitik tolak dari pendekatan vang

digunakan yaitu interaksionosne simbolik dan
rasinalisme, vyang akhirnya akan sampai pada upava
untuk memahami apa adanya dan apa vyang seharusnva
kejaksaan dalam pemberantasan korupsi, maka akan
didapatkan 3 (tiga) sumber. Sumber dimaksud adzalah
aparat birokrasi kejaksaan, aparat lain yang
berkompeten dendgan kejaksaan dan aspirasi .vyang
berkembang di masyarakat.

Penetapan informan dalam penelitian ini dilakukan
secara pruposive sesual kepentingan dan keperluan
analisis. Pengembangan data maupun sumbernya dilakukan

B v

dengan mengikuti prinsip snow bolling hingga mencapai
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titik kejenuhan dalam arti sampai keiengkapan dan
validitas data dirasa cukup bagi kepentingan analisis.
Sedangkan sumber data, diperoleh dari sumber data
primer dan sumber data sekunder. Terhadap - data
sekunder vyang menjadi sumber data primer adalah
peraturan perundang-undangan vang berlaku di
Indonesia; sedangkan sumber data sekunder vang menjadi
rujukan adalah dokumen-dokumen atau risalah
perundang-undangan, pendapat para ahli hukum dan
peraturan perundang-undangan negara lain, serta hasil
kegiatan ilmiah lainnya, bahkan juga digunakan data
sekunder yang bersifat, publik. ‘ '
Untuk data empiris dipercleh dari penelitian
scsiologis yang dilakukan terhadap jaksa-jaksa yang
menangani TPK di Kejaksaan Agung dan di wilayah hukum

Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah.

. Teknik Pengumpilan Data.

Penelitian ini berusaha menggali data primer dan
data sekunder secara sekaligus dengan harapan keduanya
saling mendukung.

Dalam rangka pengumpulan data primer ditempuh
dengan menggunakan 2 (dua) teknik vaitu; (1) wawancara
mendalam (dept interview),; dan (2) teknik observasi
partisipasif (partisipant observation). Sebelum secara
terus menerus dilakukan pengumpulan dengan dua teknik
tersebut , <terlebih dahulu dilékukan apa vyang oleh
Spradly dipakai sebagai penciptaan rapport untuk
meminimalisir transfer peneliti dengan para responden
penelitian dan sekaligus menjajagi fisilibilitas untuk
dapat bekerja sama. Hal ini menjadi sangat penting

karena responden dalam memberikan informasi belum

(o8]
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tentu dapat memberikan apas adanya secara natural,
karena kemungkinan terdapat hal-hal vyang sifatnya
sensitif untuk diungkapkan. -

Melalui teknik wawancara akan digali selengkap-
lengkapnya tidak hanya tentang apa yang diketahui, apa
yang dialami informan dan responsen penelitian, tetapi
juga apa yang ada di balik pandangan, pendapat dan
atas perilaku yang terobservasi. Oleh sebab itu alat-
alat bantu wawancara disiapkan secara maksimal.
Sedangkan  teknik observasi partisipasif dilakukan
untuk ménqumpulkan data-data’ vyang tidak dapat
dipercleh melalui wawancara seperti situasi, sikap
atau aktivitas-aktivitas dalam struvktﬁr sosial dalam
rangka kerja lembaga kejaksaan,- untuk itu observasi
dilakukan dari ha;r vang paling umum hingga terfokus
pada hal-hal yang paling khusus.?®

Sedangkan untuk ° pengumpulan data .sekunder
ditempuh dengan penelitian kepustakaan (studi pustaka)

dan studi dokumen,

. Teknik Analisa dan Intepretasi Data.

a. Teknik Analisa Data.
Terhadap data vyang telah dianggap valid dan
reliable, selanjutnya dilakukan konstruksi data
melalui pendekataﬁ yang bhertumpu pada 1logika

0o

individu konseptualis dan emik.” Dengan logika

3¢ Dalam Metode Penelitian Kualitatif, jenis dan cara obscrvasi vang demikian dipakai sebagai jenis
bservasi vang dimulai dari cara kerja diskriptif, kemudian obscrvasi terfokus dan pada akhirnya observasi
terseleksi, Lilat Sanafiah Faisai, Ibid. hal. 80,

37 Apabila scorang pengamal akan menguraikan perilaku manusia, ada 2 ttik tolak yang dianut vang
bermanfaat menuruvt situasi tertentu. Jika sescorang menggunakan pendekatan etik terhadap data, maka ia
melakukan generalisasi pernyataan ienlang data bahwa ia (a) mengelompokkan secara sistemalis schruvh
data yang dapat diperbandingkan, selurvull kebudayaan dunia, ke dalamn sistem tunggal; (b) menyediakan
peringkat kriteria untuk mengkiasifikasikan setiap unsur data; (c) mengorganisasikan data yang telah
diklasifikasikan ke dalam tipe-tipe; (d) mempelajari, merencanakan dan menguraikan setiap data baru vang
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pikir induksi ronseptualis, peneliti akan
mengkonstruksikan semua fakta empiris 'selajutnya
membangun konsep, hipotesis, maupun pengeﬁbangan
teori. Sedangxan dengan logika pikir emik,
dilakukan untuk mwemahani hubungan antara berbagai
pemahaman budaya dan tradisi hukum masvarakat dalam
memandang kejaksaan dalam pemberantasan tindak
pidana korupsi.

| Meskipun model anallise data peneilitbtian  ind
tidak‘ mengikuti tata pikir analisis komparasi
konstan (konstruck comparative anallysis) atau
sebagaimana dipahami oleh Glaser dan strauss
sebagai grounded theory research® dalam rangka
membangun teori grounded, namun secara praktis
operasional, teknik analisis data dalam penelitian
ini tetap dalam menggunakan teknk analisis tipe
Straus dan Corbin,” yang menyatakan bahwa analisa
data kualitatif sebailknya dilakukan semenjak
peneliti berada di lapangan, dengan mengkuti model
interaktif sebagaimaan dikemukanan oleh Matthew B.
Miles & A. Michael Huberman'® bahwa peneliti
bergerak daam 3 (tiga) siklus vyaitu reduksi data,
penyajian data dan penarikan kesimpulan dalamn suatu
jalinan dalam rangka membahgun analisis data yang

komprehensif.

ditemukan ke dalam kerangka sistem vang telah dibuat sehelum mempelazjari kebudayaan dari data vang
ditentukan. Sebaliknya pendekatan emik meruvpakan esensi yang sahih untuk satu bahasa/satu kebudayaan
pada satn waktu terfenit; pendekatan ini mervopakan usaha untuk mengun;;,k‘lpkan pola terteniu dari
bahasabudaya. Jadi pendekaian ini tidak beruvsaha menguraikan segei generalisasi ke dalam klasifikesi
yang diperolel sebelum studi suatu kebudayaan difakukan. Ley J. Molcong, Ibid. hal. 54.

** Periksa Sanafiah Faisal, Op ¢if. Hal. 103-109.

¥ Periksn A, Strauss and 1. C orbin, Busir (Qualitative Researeh; CGrounded Theory Prosedur and
Technigues), London, Sage Publcation; 1990, h. 19.

0 Periksa Mathhew B Miles & A. Michael Huber man, Analiza Data Knalitatif, PcncrbllUT Press, 1992
hal. 20.




b. Teknik Intepretasi Data.

Proses siklus polibins yang menandai .alur
kegiatan analisis data emik penelitian ini akan
terhenti menakala akan dilakukan intepretasi etik,
karena didekati dengan jalan nengedepankan  data
secara non struktural dalam arti menyusun kategori
logis tanpa memperdulikan struktur vang ada Jdalam
bahasa percorangan (kesimpulan emik), untuk kemudian
membangun intepretasi-intepretasi secara teoritis.
Dalam_penelitian ini intepretasi teoritis dilakukan
dengan menggunakan tinjauan “krifis”.

9. Teknik Pengecekan Keabgahan Data.

Keabsahan data merupakan tahap penting dalam
penelitian. Keabsahan data vyang dlam positiviﬁme
dikenal dengan istilah kesahihan (validitas) dan
keandalan (reliabilitas) dalam penelitian ini'bertumpu
pada “derajad kepercavaan” (level of confidence) atau
credibility*' melzlui teknik pemeriksaan keabsahan
“ketekunan pengamnatan” dan triaﬁgulasi. Untuk
menetapkan keabsahan {thrust worthineés) data
diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik
pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria
tertentu. Terdapat 4 kfeteria vang digunakan vyaitu
derajad kepercavaan (credibility), keteralihan
(transferability), kebefgantungan (dependhability) dan

kepastian (confirmability).

Al Rriterfum ini menurat Lincoln dan Guba (1981) dan Patton (1987) berfungsi untuk (1) melakukan inkuiri
sedemikian rvupa seingga tingkat kepercayaan dapat diatasi, dan (2) memumjukkan derazjad kepercayaun
hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda vang sedang diteliti, lihat Ley
I. Mleong, Op cir. Hal, 173,
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Melalui teknik pemeriksaan “ketekunah
pengaratan” akan samail pada ciri-ciri dan unsur-unsur
yang relevan dengan pokok permasalahan penelitian dan
kemudian dirinci serta diobservasi secara mendalan.
Sedangkan melalu teknik triaﬁggulasi dilakukan dengan
memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data sebgai
pembanding terhadap data yang dipefoleh.

Penggunaan “triangulasi” ini dimaksudkan adalah
triangulasi sumber' dan metode’™. Secara teknik
operasional, trianggulasi sumber dilakukan dengan
mengadakan  kemparasi atau perbandingan data dan
sumbernya untuk mensistematisir baik perbedaan maupun
persamaan pandangan maupun pendapat berdasarkan
kualifikasi, situasl umber saab penyampaian data dan
atau kesesuaian dengan dokumen vyang menjadi data
penelitian,. Sedangkan melalul triangulasi metode
dilakukan dengan mengadakan strategi pengecekan iewat
teknik pengumpulan data observasi. partisipasif dan
wawancara mendalam di satu piheak dan teknik
pengumpulan data lewat fokus group discusion (FGD) di
pihak lainnya.

G. Sistematika Penulisan.
Bahwa penulisan hasil penelitian ini secara garis

besar akan disusun dengan sistematika sebagai berikut:

* Menurut Patton (1987) triangulasi sumber sumber dilakukin dengan jalan (1) membandingkan data hasil
pengamatan dengan data hasil wawancara, (2) membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum
dengan apa yang dikatakan secara pribadi, (3) membandingkan apa yang dikatakan sepanjang waklu, (4)
membandingkan keadaan dan perspektif sescorang dengan berbagai pendapat dan pandangan sesuai
kualifikasi tertentu, dan (5) membadingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen, lihat Ley J.
Moleong, /bid hal. 178.

® Menurat Patton, ada 2 strategi yang bisa dilakukan pada triangnlasi dengan metode, yaitu (1)
pengecekan crajzad kepercayaan temuan penclitian lewat beberapa tekuik pengumpulan data; dan (2)
pengecckan derajad kepercayaan terhadap sumber data dengan metode vang sama, lihat Ley 7. Moleong,
Ibid. ‘




penelitian itu sendiri.

Bab I tentanyg Pendahuluan ‘yang berisi latar
belakang penulisan, tujuan penulisan, permasalahan vyana
akan diteliti serta metode vang digunakan daiam
penelitian ini.

Bab II tentang Tinjauan Pustaka, yan? secara Jaris

besar akan menguraikan tentang Sejarah |Kejaksaan dan

Landasan Yuridis Tugas dan Rewenangan Kejaksaan, Sistem

.
Peradilan Pidana, Kekuasaan Kehakiman, Instrumen

internasional yang relevan serta kewena&gan—kewenangan
|
kejaksaan dalam hal ini tentang pemberantasan rorupsi.
Bab II1 berisikan uraien tenlany analisis terhadap

data-data vyang diperoleh dalam penelitian dan hasil

Sedangkan Bab IV berupa penutup yang terdiri  dari

kesimpulan danrn saran.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A, Korupsi.
1. Pengertian dan Ruang Lingkup.

Korupsli berasal dari perkaﬁaan bahasa Latin
“corruptio”, yang berarti kerusakan atau ksbobrokan.:?
Ada pula vang berpendapat bahwa ‘ dari segi istilah
*korupsi” vyang berasal- dari kata “corrupteia” ‘yang
dalam  bahasa Latin bera;ti “bribery” atau
*seduction”, maka yang diartikan dengan .“corrupto”
dalam bahasa Latin ialah “corrupter” atau *seducer”.?
*Bribery”® dapat diartikan sebagai memberikan kepada
seseorang agar seseorang tersebut berbuat untuk
keuntungan pemberi. Sementara “seduction” berarti
sesuatu yang menarik agar seseorang menyeleweng.

Sementara dalam The Dictionary of The Social
Sciences; “the use of public power for private
provit .. in a way that constitutes a breach of law
.7 This covers the case not only of an official who
receives bribes eiter to act or not to act’, but also
of the one who takes none, but uses his offices to
enrich himself illegally”. Lebih lanjut dijelaskan

bahwa “the term of private is to be understood as not

! Soedjono Dirdjosisworo, Fungsi Perundeng-undangan Pidana Dalam Penaggulangan Korupsi di

Indonesiq, Sinar Baru, Bandung, 1984, hal. 16,

% Lihat Kamus Latin-English, Batnes and Noble, b, 122, lihat pula Hermicn Hadiati Kocswadji, dalam
Korupsi di Indonesia Dari Delik Jabatan Ke Tindak Pidana Korupsi, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti,

Bandung, 1994 h. 32.

3 Seduction berarli “very atiractive and charming, likely fo lead a person astray {but ofien with no

implicafion oc immorality”, scdangkan bribery berarti™ promised to subject in order tv get him 1o do

something ( aften something wrong) in favour af the giver”™, Lihat The Advanced Learner’s Dictionary of
Current English, Second Edition, by A,S, Hornby, E. V. Gaicnby & H, Wakelicld.

4 Aikin, The Dictionary of The Social Sciences, 1964,

% Mc. Mullan, 1961, hal 183-184.
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limited to the cfficial, but also including a group
or class with which he identifies, while profit
should be taken to cover all forms of advantage or
benefit, not merely financial”,®

Korupsi pada hakekatnya bukan sekedar masalah
kriminal tetapi Jjuga masalah sosial. B. Sudarso dalam
bukunva “*Korupsi di Indonesia” mengatakan bahwa
menghadapi mnasalah korupsi vang sudah meluas dan
berurat  berakar, vang oleh sementara kalangan
dikatakan sudah merupakan “way‘ of life”, orang
setengah putus asa dan acuh tak acuh. Malahan ada
pendapat bahwa sebaiknya kita tiﬂak berbicara lagl
mengenai korupsi Gtetapi pembangunan saja. Pada saat-
saat tertentu memang seakan-akan timbul harapan bahwa
penyakit itu akan sungguh-sungguh dapat diatasi,
tetapl saat-saal penuh harapan demikién biasanya
tidak lhrerlangsung lama yang segera disusul oleh
keraguan, keprihatinan, kekecewaan dan  kemudian
sinisme.’ | _

Ketika pembicaraan tentang korupsi dikaitkan
dengan penyebabk terjadinya korupsi,, maka pada umumnya
orang akan berpaiing untuk ménghubungkan tumbuh
suburnya Xkorupsi dengan sebab vyang paling gampang
untuk dikaitkan, misalnya kurangnya galjl pejabat,
buruknya ekononmi, mental pejabat kurang baik,
adminiétrasi dan manajemen yang kacau vang
menghasilkan adanya prosedur yang berliku-liku dan

sebagainya.”

8 Periksa pula Leslie Palmier, The Conirol of Biroeratic Corruption, Case Study in Asia, Allied Publishers
Privale Limiled, New Dethi Bombay Calcuta Madras Bangalore Hyderabad Ahmedabad, 1985, hal 1.

" B. Sudarso dalam Djoko Prakoso, Peranan Pengawasan Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi,
Aksara Persada Indonesia, April 1990, h. 70. '
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Bahararudin ©Lopa menyatakan, bahwa tampaknya
masalah korupsi ini selalu ada. TIa akan ada dalam
masyarakat primitif (tradisional), ia akan ada di
suatu masyarakat yang sedang membangun, dan bahkan ia
akan ada dalam masyarakat yang sudah maju sekélipun.
Rupa-rupanya perbuatan korupsi ini sejak semula lahir
bersama kelahirannya dunia 1ini dan agaknya umurnya
pun akan seunur dengan dunia, épabila kita tidak
mulai - dari sekarang bersungguh-suhgguh
mencegah/memberantasnva.’

Namun demikian sebenarnya alasan kurangnya gaji,
buruknya ekonomi, tidak Leraturnya sistem‘
administrasi dan ﬂanajemen tidak lagi merupakan
penyebab utama timbulnya korupsi. Hal ini dapat
dilihat di negara-negara majupun, dimana gaiili pejabat
sudah tinggi, ekenomi sudah berkembang serta UGtumbuh
dengan pesatnya, administrasi dan manajemen sudah
teratur dan modern, toh masih teriadi banyak—korupsi.
Lihat saja kasus bekas PM Jepang Kakuel Tanaka yang
dituduh menerima suap dari perusahaan industri

~ pesawat terbang AS sebesar Y.50C Jjuta (USS 2,438
juta). Cara Tanaka melakukan 1ini adalah, bahwa ia
selaku PM Jepang telah memberikan fasilitas khusus
kepada All Nippon Airways, sehingga lancarlah
penijualan pesawat-pesawat Uterbang keluaran Lockhead
Aircraft Corpeoration. Dan sebagal balas Jasa, Tanaka
diberi hadiah (Sogokan).™’

Kasus lain, adalah skancdal FKorupsi dl Afrika

Selatan vyang terjadi antara tahun 1975/1878 yang

? Bahardin Lopa, Korupsi, Sebab-sebabitya dan Penanggulangannya, Prisma 3, 1986, h. 24.
9 Frar Fastern Economic, 16 Maret 1979, h, 24-23, dalam Djoko Prakoso, Peranan Pengawasan Dalant
Penangkalan Tindak Pidana Korupsi, Aksara Persada Tndonesia, 1990 h. 72,
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dilakukan Eschel Rhoodie PM Afsel. Pada kasus ini
terlibat beberapa Menteri Xabinet, bahkan disebut-
sebut Presiden Afsel. 3kandal ini dapat dianggap vang

paling menarik perhatian dunia, karena korupsi Yany

menggerogoti berjuta-juta dolar AS itu bermaksud'

memperkuat komplotan klik Pemerintah Afrika Selatan
untuk meneruskan politik rasialisnya. Uang itu
digunakan untuk membiayai penerbitan di dalam dan
luar negeri yang menutup-nutupi praktek rasialis
vang keji itu. Beberapa negara asing turut khawatir
akan tefbongkarnya skandal itu sanpai ke akar—akarnya
termasuk Israel, seh%ngga terdapaﬁ dugaan bahwa dalam
penyalahgunaan dana yang bertujuan politis itu,
Israel berdiri di belakangnya.!’

Dengan memperhatikan uraian tersebut di atas,
tidaklah berlebihan kiranva bila dikatakan babwa
masalah korupsi akan senantiasa berkaitan erat dengan
lingkaran elit pemegang kekuasaan baik dalam jajaran
birokrasi pemerintahan maupun organisasi vang lain.
ITtulah sebabnya dapat disebutkan disini bahwa ruang
lingkup korupsi tidak akan ‘jauh éan  selalu bekutat
pada pemegang kekuasaan atau selidaknya berhubungan
erat dengan pemegang kekuasaan. Karena mémang hanva
orang yang memegang kekuasaan sajalah vyang dapat

menyimpangkan kekuasaan yang dimilikinva.

2. Sejarah Perundang-undangan Korupsi.

Memperhatikan  sejarah perkembangan perundang-
undangan yang nengatur tentang korupsi terlihat adanva

upaya yang ragional dalam memberantas tindak pidana

1 News Week, 19 Maret 1979, hal. 25,
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korupsi (TPK}. Dari berbagai peraturan yang pernah ada
hingga Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 menunjukkan
adanya pembaharuan hukum pidana.

Pembaharuan - hukum pidana khususnya mengenai
kerupsi ini tidak hanva terbatas pada substansi atau
Segi—segi materiel dari korupsi_ saja,' tetapl ' juga
hukum formilnya atau hukum acaranya,

Berkensan dengan hukum acaranva, dalam hai ini
masalah upava penegakan hukum, Jadi berkaitan déngan
kewenangan dari penegak hukum juga mengalami

perkembangan-perkenbaligan.

a. Latar Belakang Lahirnya Peralturan perundang-undangan
Korupsi,

Apabila kita perhatikan, maka alasan vy
menjadi dasar dikeluarkannya peraturan tentang
korupsi selalu bermuara pada pemikiran bahwa Undang
Undang vang ada dirasa kurang efektif dan tidak
sesuail klagi dengan perkembangan dan‘ kebutuhan
masyarakat. Lebih jelasnya dapat kita lihat dalam
konsideran masing-masing peraturan perundang—
undangan tersebut:

1} . Konsideran Prt/Peperpu/013/1958

- Bahwa untuk perkara-perkara pidana vang
menyangkut keuangan negara atau daerah
ataur badan hukum lain yang wrempergunakan
modal dan atau kelonggaran-kelonggaran
lainnya dari masyarakat misalnya, baik
koperasi, wakaf dan lain~lain yang
bersangkutban dengan kedudukan si pembuat
pidana, perlu diadakan. tambahan berupa
aturan pidana, pegusutan, penuntutan' dan
pemeriksaan yang dapat memberantas
perbuatan-perbuatan vang disebut perbuatan
korupsi (Garis bawah dari penulis}.




2).

3).
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- Bahwa = dalam hubungan pemberantasan
perbuatan-perbuatan korupsi termaksud di
atas, perlu diadakan pula peraturan yang
memungkinkan penyitaan dan perampasan
harta benda yang kurang/tidak terang siapa
pemiliknya atau vang dicurigai tiara
menperolehnya (garis bawah dari penulis).

Konsideran Undang Undang No. 24 Prp tahun
1960 tentang Pengusutar, Penuntutan dan

Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi.

"Bahwa untuk perkara—pefkara pidana yang

- menyangkut keuangan negara atau daerah, atau

badan hukum lain yang mempergunakan modal
dan atau kelonggaran-kelonggaran lainnya
dari negara atau masyarakat, bank, koperasi,
wakaf dan lain-lain atau yang bersangkutan
dengan kedudukan si petindak pidana, perlu
diadakan beberapa aturan pidana khusus dan
praturan-peraturan khusus tentang
pengusutan, penuntutan dan pemeriksaan vyang
dapat memberantas perbuatan-perbuatan itu
disebut tindak pidana korupsi (garis bawah
dari penulis).

Konsideran UU ©No. 3 tahun 1971 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- Bahwa perbuatan-perbuatan korupsi sangat
merugikan keuangan/perekonomian- negara dan
menghambat pembangunan nasional.

- Bahwa UU No. 24 Prp. Tahun 1960 tentang
pengusutan penuntutan dan pemeriksaan
tindak pidana korusi berhubung dengan
perkembangan masyarakat kurang mencukupi
untilk dapat mencapal hasil yang
diharapkan, dan oleh karenanya undang
undang tersebut perlu diganti (garis bawah
dari penulis).

Konsideran UJ No. 31 tahun 1999 tetang

Peberantasan Tindak Pidana Korupsi butir c.

*Bahwa Undang Undang No. 3 tahun 1971
tentang Pemberantasan Tindak Pidana  Korupsi
sudah tidak sesual lagi dengan perkembangan
¥ebutuvhan hukum dzlam masyarakat, karena itu
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perlu diganti dengan Undang Undang
permberantasan tindak pidan korupsi vang baru

sehingga diharapakan lebih efektif dalam

mencegah dan  memberantas tindak pidana
korupsi {garis bawah dari penulis)”,
Dari beberapa‘ konsideran sebagaimana tersebut
di atas; tercermih suatu proses pembuatan pera?uran
perundang~undangan vang ditujukan agar hukum pidana
khusus lebih efektif untuk menangkal korupsi. Lebih
dari pada itﬁ adalah . komitmen  positif dari
penyelengdara negara untuk secara aktif berusaha
memberantas korupsi. Komitmen ini diwujudkan dengan
cara mengganti peraturan perundang¥undangan vandg
dianggap kurang akomodatif terhadap permasalahan
penanganan tindak pidana korupsi.
Peraturan-peraturan vang ada pada saat itu
dalam bentuk PFeraturan Penguasa Militer/Peraturan
Penguasa Perang sehubungan dengan kéadaanu politik

Indonesia vang pada saat itu tidak stabil.

b. Perumusan Tindak Pidana Korupsi.

Sebelum sampai pada pewbahaan mengenal siapa
vang berwenang dalam penyidikan korupsi, terlebih
dahulu akan dibahas mengenai sejarah perkembangan
perumusan tindak pidana korupsi itu sendiri. Hal ini
dimaksudkan bahwa penegakan hukum akan terkait erat

dengan pemaknaan terhadap korupsi itu sendiri.

1. Periode Fenguasa FPerang Militer.
Sebelun keluarnva Peratufan Penguasa
Militer, KUHP telah mengatur tentang korupsi
atau yang dikenal dengan delik jabatan. Pasal-

pasal yang dimaksud adalah yang terdapat dalam
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Bab  XXVIIiI vaitu penggelapan pasal 415;
pemalsuan pasal 416; menerima suap 418, 419 dan
420 dan menguntungkan diri sendiri secara tidak
sah 423, 425, 435."

Perbuatan-perbuatan yang merupakan delik
jabatan atau tindak pidana vang dilakukan .oleh
pejabat {ambltenaar) berupa . tindakan
penggelapan, pemalsuan, menerima suap dan
menguntungkan diri sediri'yang dilarang. Pasal-
pasal yéng telah disebut merupakan perbuatan
kerupsi seﬁelum adanya -‘PPM tentang perbuatan
korupsi. ™ .
a) Perumusan korupsi menurut PPM No. Prt/PM-

06/1957.

Pasal 1 ayat (1):

(1) Tiap perbuata yang dilakukan oleh siapapun
juga, baik untuk kepentingan diri_sendiri,
-untuk  kepentingan orang lain atau untuk
kepentingan suatu badan yang langsung atau
tidak langsung menyebabkan kerugian:  bagi

keuvangan perchkonomian negara;

—
~)
e

Tiap perbuatan vang dilakukan oleh seorang
peijabat yang menerima gaji atau upah dari
kecuangan negara atau daerah ataupun
selama suatu badan yang menerima bantuan
dari keuangan negara atau daerah, vyang
dengan mempergunakan‘ kesempatan atau
kewenangan atau kekuasaan yang diberikan

kepadanya oleh jabaﬁan, langsung atau

13 Sudarto, Hidewm dan Huftum Pidone, Alumoi, Bandung, 1981, hal. 125,
13 Soedjono Dirdjosisworo, Op Cit. hal. 50. '




tidak - - langsung membawa keunungan

keuntungan material baginya.

Memperhatikan perumusanE pasal tersebut,
perumusan subyek/pelaku yaﬁg dapat dijerat
dengan U korupsi adalah ‘sangat luas sehali
yaitu *“tiap perbhuatan yanﬁ dilakukan oleh
siapapun juga”. Disanping itu perbuatan yang
dikategorikan sebagai korupﬁifjuga sangalt luas
vaitu “menggunakan kesempataﬁ atau kewenangan
étau kekuasaan vyang diberikan kepadanya oleh
jabatan”. ‘ : |

Disamping 1itu kewenangan vyang dimiliki
oleh Penguasa Militer sangatébesar sekali, hal
ini lebih dimaksudkan untuk mempermudah
penanganan tindak pidana korupsi. Sebagaimana
dimaksud dalam penjelasan Prt/PM—06/1957 yang
antara lain berbunyi “Peratufan ini bermaksud
menetapkan suatu tata kefja vang dapat
melancarkan usaha-usaha membérantas apa vyang

dinamakan korupsi”.

b) Perumusan Korupsi menurut PPM No. Prt/bPM-

08/1957 tentan Penilikan Harﬁa Benda.

Dalam ketentﬁan ini tidak mempearluas
perumusan  korupsi, namun ‘lebih merupakan
upaya terobosan untuk mempermudah pelaksanaan
Penguasa Militer dalam pembefantasan korupsi.

'Hal ini dapat dilihat dalam ?asal 1 (a}'yang
berbunyi  sbb: *selain wenang mengadakan
penilikan terhadap harta ben@a seseorang yang

disangka melakuan korupsi menurut PPM No.
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Prt/PM/06/1957 tanggal 9 April 1957, Penguasa
Militer berwenang pula mengadakan penilikan
terhadap harta benda setiap orang atau badan
di dalam daerahnya vang kekayaannya diperoleh
secara mendadak dan meHCurigékan”.f
Penilikan harta benda tersebut dapat
dilakukan penyitaan dengan kriferia sebagaimana
dimaksud dalam pasal 8 yang berbunyi * Harta
benda orang atau badan yang deﬁgan sengaja atau
karena kelalain tidak diterahgkan pemiliknya
atau pengurusnya, harta benda vang tidak terang
siapa pemiliknya, dan harta benda orang yang
kekayaannyva oleh penilik pembantu harta benda
dianggap dipercleh secara ' mendadak dan
mencurigakan, dapat disita: oleh penilik
pembantu harta benda”. |

Lebih lanjut, kewenangan'yang_pesar vang

dimiliki oleh Penguasa Perang Militei'tersebut,

didulung dengan kewenangan unﬁuk menyelesaikan
terhadap harta benda yang disita meﬁjadi milik
negara sebagaimana dimaksud daiam pasal 14 vang
herbunyi sbb: |
(1} Harta benda vyang disita karena, dengan
sengaja atau karena kelalaiannya tidak
diterangka oleh pémiliknya abau
pengurusnya menijadi milik negara.
{23 Kecuali apabila pényitaan masih
diperlukan berhubung; dengan suatu
perkara pidana, maxa parta benda - vang

disita karena oleh penilik pembantu
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c)

harta benda dianggap diperoleh secara

nendadak dan mencurigakan:

a. dihapuskan penyitaannva ~ dan
dikembalikan - kepada pemiliknya
setelah ternyata harta benda itu
“tidak diperoleh karena perbuatan
yang merugikan keuangan negara, dan
setelan oleh si pemilik dapat
diperlihatkan kepada Penguasa
Militer bukti vyang sah tentang
pelunasan pajak istimews vang
ditetapkan untuk itu, atau

. menjadi milik negara apabila
ternyata harte benda itu diperoleh
darli perbuatan yang secara langsung
atau tidak langsung merugikan
keuangan negara. ‘

{3) Harta benda vang dimaksud dalam ayalt Za
pasal ini sebagian atau seluruhnya
menjadi milik negara, apabila 51
pemilik dalam waktu 30 hari tidak dapat
memperlihatkan kepada Penguasa Militer
bukti yang sah tentang pelunasan pajak
istimewa vang ditetapkan untuk itu.

Perumusan Korupsi menirut PEM No. Prt/PM;

011/1887 tentang Penyitaan dan Peraﬁpasan

Harta Bneda vang Asal Mulanya Dipercleh Dengan

Perbuatan yang Melawan Hukum.

Hal menarik dari ketentuan ini adalah
ditentukannva perbuatan melawan hukum,
sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 yang

berbunyl sbb:
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Perbuatar melawan hukum adalah tiap-tiap

perbuatan yang:

1) mengganggu orang lain;

2) bertentangan dengan kewajiban hukum  si
pembuat;

3) bertentangan dengan kesusilaan:

4) bertentangan dengan ketelitian, keseksamaan
ataﬁ kecermatan vang harus diperhatikan
dalam pergaulan masyarakat terhadap tubuh
atau benda orang lain.

Terhadap perbuatan sebagalmena dimaksudkan
dalam huruf b dan ¢ tersebut disita Penguasza
Militer menjadi milik negara. Dalam
belaksanaannya, Penguasa Militer mendengarkan
petunjuk/nasehal Jaksa Agung.'

Memperhatikan ketentuan Penguasa Militer
No. 6, & den 11 tersebut dapat dilihat hal-hal
penting antara lain disamping hal—hal' vang
berhubungan dengan keadaan darurat sebagaimana
telah diuraikan di muka, maka pada ketiga
peraturan Penguasa militer tersebut tercermin
bahwa pihak penguasa pada saat itu menetapkan
kehendak politik (political will), 'dengan tekad
vang sungguh-sungguh berusaha memberantas
korupsi di Indonesia. Kemudian kehendak politik
Vang dituangkan dengan peraturan penguasa
militer tersebut merupakan modal berharga ﬁntuk
dikembangkan dan disempurnakan dalam rangka

membuat Undang Undang tentang penanggulangan

" Lihat pasal 2 PPM. Pri/PM-01 171957,

Y Ihid, pasal 3.




korupsi yang dapat memenuhi tuntutan kebutuhan
dan cita masyarakat Indonesia.'®

Dengan demikian dari perkembangan
Peraturan Penguasa Militer tersebut, terdapat
upaya pemnbaharuan bagaimana mengefektifkan
perbuatan tindak pidana korupsi baik dalam
perumusan delik maupun keleluasaan penanganan

tindak pidana korupsi.

Perumusan Korupsi menurut Peraturan Penguasa
Perang Pusat Angkatan Darat No.
Prt/Peperpu/013/1958 tentang Pengusutan,
Penuntutan, dan Pemerikéaan, Perbuatan Korupsi
Pidana dan Fenilikan Harta Benda.

Ketika Undang Undang keadaan bahava no. 74

tahun 1957 berlaku dan menggantikan Regeling of

‘de Staat van Qorlog en van Beleg, maka ketiga

peraturan tersebut diatas diganti.!’ Lebin
lanjut Soedjono Dirdjosisworo menyatakan bahwa
maksud dan tujuan dari Peraturan Penguasa
Perang. ini adalah agar - dengan peraturan
penguasa diberantas perbuatan-perbuatan korupsi
vang diwakitu itu sangat  merajaleia sebaqai
akibat dari suasana bahwa seakan-akan
pemerintah sudah tidak berwibawa lagi.'®
Peraturan.'Penguasa Perang Pusat Angkatan
Darat No. Prt/Peperpu/013/1958 ini memuat hal-
hal baru dalam hal perumusan tindak pidana

korupsi yang tidak ditentukan dalam peraturan-

' Seerdjono Dirdjosisworo, Op. Cir. Hal. 34,
'" Soediono Dirdjosiseoro, Ihid. hal 55,
¥ Soedjono Dirdjosisworo, /bid.




peraturan Vang lain, Perumusan tersebut

dikelompokkan dalam dua hal vyaitu perbuatan

korupsi pidana dan perbuatan korupsi lainnya.

Di dalam pasal 2 diatur yang dimaksud dengan

perbuatan korupsi pidana ialah:

(1) Perbuatan seseorany vang dengan atau
karena melakukan suatau kejahatan atau
pelanggaran memperkaya diri sendiri atau
orang lain atau suatu badan vyang secara
langsung atau tidak langsung merugikan
keuangan atau perekonomian negara atau
daerah gtau merugikan keuangan suatu
badan yang menerima bantuan dari keuangan
negara atau daerah atau badan hukum lain
vang mempergunakan modal dan Xelonggaran
dari masyarakat.

(2} Perbustan vang dengan atau karena
melakukan suatu rkejahatan atau
pelanggaran memperkaya diri sendiri atau
orang 1iain altau suatu badan dan vyang
dilakukan dengan menyalahgunakan Jjabatan
atau kedudukan,

{3} EKejahatan-kejahafan vyang tercantum dalam
pasal 41 sampai 50 Peraturan penguasa
Perang Pusgalt 1ini dan dalam pasal 209,

210, 418, 419 dan 420 KUHP.

Sementara itu pasal 3-nya menentukan bhahwa

vang dimaksud Perbuatan Korupsi lainnyva adalah
shb:

{1) Perbuatan sessorang yang dengan atau karena

melakukan perbuatan melawan hukum menperkaya
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diri sendiri atau ocrang lain atau suatu
badan yang secara langsung atau tidak
langsung merugikan keuangan negara atau
daerah atau merugikan keuangan suatu badan
vang menerima bantuan dari keuangan negara
atau daerah, atau badan lain vang
mempergunakan modal dan kelongaran—
kelonggaran dari masyarakat.

(2) Perbuatan seseorang vyang dengan atau karena
melakukan perbuatan melawan hukum memperkava
diri " sendiri atau orang lain  atau suatu
badan dan yang dilakukan dengan

menyalahgunakan jabatan atau kedudukan.

Urgensi adaﬁya perumusan korupsi dengan dua
macam bentuk korupsi ini lebih dimaksudkan untuk
mengefektifkan dengan memperluas darirg  terhadap
pelaku korupsi dikatikan dengan keadaan vang ada
pada saat itu.

Mencermati ketentuan ini rupanya mastih
berussha untuk nempertahankan ide pokok untuk
menindak corang-orang vang melakukan perbuatan
vang fidak merupakan suatu - perbudtan pidana,
tetapi dianggap bertentangan dengan | rasa
kewajaran, yaitu perbuatan tercela, scebagaimana
vang dimaksudkan oleh pasal 3 tersebut dengan
perbuatan berupa korupsi lainnya.-’ |

Namun rdemikian berlakunya Peperpu NG.
Pri/Peperpu/013/1958 meliputi daerah-daerah vyang

dikuasai oleh Hngkatén Darat saja. Tidak berlaku

% Hermien Hadiati Koeswadji, Korupsi di Indonesia Dari Delik Jabatan ke Tindal Pidana Korupsi, PT.
Cilra Aditya bakii, Banduag, 1994, hal 50,




bagli daerah-daerah vyang tidak diknasai oleh
Angkatan Darat, dan oleh karenanya maka Penguasa
Perang Pusat Kepala 3taf Angkatan Laut
mengeluarkan juga peraturan yang nada dan isinva
sama  dengan peraturan tersebut, vyaitu Peraturan
No.  Prt/2 L/17 vang diperlakukah, untuk daerah

vang dikuasai Angkatan Laut.

Z2) Periode Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.

24 tahun 1960.

| Bahwa pada tanggal 9 Juni 1960

dikeluarkan 'peraturan tentang Pengusutan,

Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana

Korupsi yaitu Perpu No. 24/1960. Perpu tersebut

kemudian disahkan menjadi UU dengan UU No. 1

tahun 186l sejak tanggal 1 Januari 1961 yang

kemudian disebut dengan UU No. 24 Prp tahun

1960. -

Dari penijelasan dapat diketzhui bhahwa
perpur ftersebut dimaksudkan dalam hal ikhwal
yang memaksa dan bersifat darurat.®”

Secara garis besar runusan kerupsi
sebagaimana vang dimaksud.dalam UJ ini adalah
sebagal berikut:

{1} Tindakan seseorang yang dengan atau karena
suatu kejahatan atau pelanggaran
memperkayva diri sendiri atauw orang lain
atau suatu bhadan vang secara langsung atau
tidak langsung meruglkan keuangan ~atau

perekenomian negara, daerah atau merugikan

* Linat Penjetasan UU No. 24 Prp 1960,
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kenangan suatu badan yang menerima bantuan
dari keuangan negara atau daerah atau
badan hukum lainnya yang menggunakan modal
dan kelonggaran-kelonggaran dari negara
atau masyarakat.

(2) Perbuatan seseorang vang dengan atau
karena melakukan suatu kejahatan atau
relanggaran memperkava diri sendiri atau
orang lain atau badan vyang dilakukan
déngan menyalahgunakan Jjahatan atau
kedudukan. '

(3) Lejahatanrkejahatan tercantum dalan basal
17 sampai 21 peraturan ini, dan pasalf209,
210, 415, 416, 417, 418, 419, 42C, 423,
425 dan 435 KUHP. .
Meskipun dibuat dalam keadaan memaksa,

kehadiran UU ini menpunyai afti penting dalam

perkembangan hukum pidana. Hal senada Jjuga
dikemukakan oleh Scerdjono Dirdjosiswero, bahwa

UU tersebut dibuat dengan tujuan untuk membahas

suatu perbuatan kejahatan tertentu, dalam hal

ini khususnya korupsi Vang saat itu

merajalela.

Lebih lanjut Socedjono menvatakan bzhwa
disamping itu pula dari mana UU yaitu tentang
pengusutan, penuntutan dan pemeriksaan. tindak
pidana korupsi terjalin ketentuan-ketentuan
pidana Dbeserta saksinya dan pedoman hukum
acaranya yvang khusus untuk delik  ini
(pengusutan, penuntutan dan pemeriksaan) .
Adanya unsur kontrol sogial dalam bentuk

kebijaksanaan penanggulangan korupsi dan aspek
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acara pidana di dalamnya; telah memuat unsur-
unsur  penting dalam hukum pidana vyang telah
berkembang, seperti di negeri Belanda
sebagaimana dikemukakan oleh CH. J. Enschede
dan Heilder sbb:

"Bila tindak pidena dilihat dari segi
peranannya sebagai alat kontrol sosial, maka
kita berpendapat bahwa kaidah-kaidahnya
mempunyai pengaruh-pengaruh dalam masyarakat,
dan  hanya ingin mempertahankannya, dimana
pelanggaran norma juga dapat dicegah. Sekarang
pelaksanaan hukum pidan, dalam hal ini ﬁidak
hanya berlaku untuk sanksi-sanksi sebagai
akibat dari proses pidana , akan tetapi juga
bagi naskah-naskah Undang Undang dan untuk
jalannya . proses pengusutan sampal akhirnya
kepada pelaksanaan = peraturan pengadilan

mempunyal pengaruh di berbagai lingkungan” ,?

Pericde UU No. 3 tahun 1971,

Menvadari akan kelemahan-kelemahan
peraturan perundang—undangan vang ada, maka
dikeluarkanlah UU No. 3 taghun 1971 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. UU yvang

baru ini menampakkan adanvya banyak
renyempurnaan iika dibandingkan dengan
peraturan-peraturan yang terdahulu, vaitu
terutana dalam perumusan tindak pidana

korupsi.-®?

* CH. I Enschede & A. Heijder, Beginselen van Strafiveht, derde druk; Alih bahasa oleh R, Achmad
Soemo Dipradja, Dalam Socedjono Dirdjosisworo, hal 60,
* Hermien Hadiati-Kocswadji, Op. Cit. hal. 60.

48




C.

d.

e

Ketentuan Pasal 1 UU No. 3 th. 1971
_ menentukan, Dikwukum  karena tindak pidana
!? korupsi ialah:
. (1) =&.

Barangsiap dengan melawan hukumn
melalukan perbuatan atau memperkaya diri
sendiri atau orang lain, atau sesuatu
badan vang secara langsung atau tidak
langsung merugikan keuangan Negara dan
atau perekonomian Negara, atau diketahui
atau  patut disang%a olehnya bahwa
perbuatan-perbuatan tersebut merugikan
keuangan Negara - atau perkeonomian
Negara;

Barangsiapa dengan tujuan menguntungkan
diri sendiri atau orang lain atau suatu
badan, menvalahgunakan kewenangan,
‘kesempatan atau sarana yang ada padanya
karena Jjabatannya atau kedudukan, vang
secara langsung atau tidak langsung
dapat merugikan keuangan Negara atau
perekonomian Negara; _

Barangsiapa melakukan kejahatan tercantum
dalam pasal-pasal 209, 210, 387, 388,
415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 425
dan 435 KUHP;

Barang siapa memberi hadiazh atau Jjanji
kepada vpegawal negari seperti dimaksud
dalam pasal 2 dengan mengingat sesuatu
kekuasaan atau sesuatu wewenang vyang
melekat pada jabatannya atau

kedudukannya atau oleh si pemberi hadiah
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atau janji dianggap melekat pada jabatan
atau kedudukan itu;
€. Barang siapa tanpa alasan 'yang wajar,
cdalam waktu yang sesingkat-singkatnva
setelah menerima pemberian atau’ Janiji
yang diberikan Kepadanya sepertl
tersebut dalam pasal 418, 419, dan 420
KUHP tidak melaporkan pemberian atau
janji tersebut kepada yanyg berwaiib.
Barang siapa melakukan percobaan atau
permufakatan untuk melakukan tindak
pidana-tindak pidana .tersebut dalaﬁ ayat

{1} a, b, ¢, d, dan elpasal ind.

Memperhatikan ketentuan Pasal 1 ayat 1
(&), syarat adanya dilakukanya lebih dahulun
suatu kejahaftan atau pelanggaran sebagaimana
dimaksud dalam UU No. 24/Prp/1960 dihapuskan
dan diganti dengan istilah “dengan melawan
hukum” . Ini merupakan sarana dan mengandung
pengertian baik formal maupun material. Oleh
sebab itu sebenarnya pada ketentuan UU No.
3 tahun 1971 ini lebih dekat pada ketentuan
sebagaimana vang dimaksud dalam PPM No.
Prt/PM/06/1957 vang telah dihapus
selbelumnva, vaitu kemball pada perumusan
vang luas. |

Lebih lanjut dapat dilihat bahwa
disamping perumusan korupsi sebagaimana yang
dimaksud di atas, terdapat ketentuan tentang

dapat dljatuhkannya pidana terhadap
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penyertaan dan percobaan terhadap kelima
macam perbuatan korupsi tersebutb.

Dimasukkannya permufakatan Jjahat dan
percobaan ini merupakan hal baru mengingat
hal ini  Dbelum dijumpai dalam perulusan
sebelumnya. Ketentuan ini dapat disebut
sebagai  suatu perluasan atas pengertian
perkbuatan pidana korupsi Vang ancaman
pidananya disamakan éengan delik-delik
korupsi lainnya.

Dalam hal istilah pegawai nagerl, maka
terliihat adgnya perluasan pengertian pegawal
negeri tersebut,‘bahwa Pegawail negeri ialah
meliputi orang-orang vyang menerima gaji
ataue upah dari keuvangan negara atau daerah

atau yang menerima gaji atau upah dari suatu

badan atau badan hukum yang menerima bantuan

dari keuangan negara atau daerah, atau badan
hukum lain vyang menggunakan modal dan
kelonggaran-kelonggaran serta fasilitas-

fasilitas dari negara atau masyarakat.®

Periode TUU No. 31 tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Perumusan tindak pildana sebagaimana

dimaksud dalam UU ini terbagi dalam beberapa

antara lain:

1. Korupsi sebagaimana vyang dimaksud dalam

pasal 2 ayat 1:

* Lihat Pasal 2 UtJ No. 3 (ahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,

s
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(1) Setiap orang yang secara melawan
hﬁkum melakukan @erbuatan memﬁerkaya
diri sendiri atau orang lain atau
gsuatyu korporasl yvang dapat merugikan
keuaugan nogara atau  perekonomian
negara, dipidaﬁa dengan pidana
penjara seumur = hidup atau pidana
penjara paling :singkat 4 A{empat)
fahun dan paling?lama 20 (dua pﬁlmh)
tahun dan den@a paling sedikit
Rp.ZDD.OOD.OO0,0D {dua ratus Juga
rupiah) dan : paling banyak
Rp.l.OO0.000.000FOO (satu milyar

rupiah}.

2. Korupsil sebagaimana dimaksud dalam pa-

sal 3; _

Setiap orang yang dengan Cujuan
menguntungkan diri sendiri atau orang
lain atau sﬁatu korporasi,
menyalahgunakan  kewehangan, kesempatan,
atau sarana vyang ada padanya karena
jabatan atau kedudukén atau sarana yang

ada padanya karena jabatan atau

¥edudukan vyang dapat, merugikan Xkeuangan

negara atau perekonom;an negara, dipidana
dengan pidana penjara seumur .hidup atau
pidana penjara paling singkat 1 (satﬁ)
tahun dan paling léma 20  {dua puluhj
tahun dan atau dénda paling seikit
Rp.50.000.000,00 (limé puluh juta rupiah)
dan paling banyak Rp. .1.000.000.000,00

(satu milyar rupiahj).




3. Korupsl sebagaimana dimaksud dalam pasal

5 s8/d 13 yang diambil dari pasal-pasal
KUHP secara garis besar dapat
dikelompokkan dalam 4 kelompok:

{1} Perbuatan yang bersifat penyuapan
sebagaimana dimaksud dalam pasal
209, 210, 418, 419 dan 420 KUHP.

(2} Perbuatan yang bérsifat penggelapan,
vaitu pasal 415, 416 dan 417 KUHP.

{3) Perbuatan sebagaiﬁana dimaksud dalam
pasal 423 dan 42% KUHP (knevelirid,
extortion) atan kerakusan.

(4) Perbuatan vang = berkaltan dengan
penborongan dan rekanan serta
leveransir pasal 387, 388 dan 435

KUHP.

4. Percobaan, pembantuan atau permufakatan

jahat, pemberian kesempatan, garana atau
keterangan terjadinya tindak pidana
korupsl vyang dilakukan oleh orang yang

berada di luar Indonesia.

. Korupsi sebagaimana dimaksud pasal 21

s/d 24 yang sebenarnya bukan merupakan
findak pidana korupsi, tetapi tindak
pidana lain vyang berkaitan dengan tindak

pidana korupsi.

Pasal 21;

*Setiap orang yang dengan sengaja
mencegah, merintangi, atau menggagalkan
secara langsung atau tidak langsung
penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di
sidang pengadilan terhadap tersangka atau

L
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B.

K

terdakwa ataupun par askasi dalam kasus
korupsi..” '

Pasal 2%Z;
"Setlap orang sebagaimana dimaksud dalam
pasal 28, pasal 29, pasal 35 atau pasal

36 vang dengan sengaija tidak memberi

keterangan atau memberi keterangan vang
tidek benar.”

Pasal 23;

*Dalam perkara korupsi, pelanggaran
terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam pasal 220, pasal 231 pasal 241
pasal 4289 atau pasal 430 KUHP.”

FPasal 247
*Saksi vang tidak memenuhi ketentuan
gsebagaiman dimaksud dalam pasal 31,.”

ejaksaan.

1.

Sejarah Perkembangan Kejalksaan RT.

Pada Jjaman pemerintahan Havan Wuruk (Lobi-
1390) di Majapahit telah dikenal adanya Jjabaltan yang
dinamakan dhyaksa dan adhyaksa vang dibebani tugas
untuk menangani masalah-masalah peradilan di bawah
pimpinan dan pengawasan Gajah Mada. Dhyaksa adalah
Hakim Pengadilan sedangkan adhyaksa adalah Hakim
tertinggi vang memimpin dan mengawési para dhyaksa. "

Tugas Gajah. Mada dalam urusan penegakan hukum
bukan hanya sekedar Dbertindak sebagai' adhyaksa,
tetapli Jugz bertugas menjalankan segala peraturan
raja {shitinarendran) dan sebagal astapada Raja
Havam Wuruk vang bertugas memberikan laporan kepada

rajta mengenali segala peradilan perkara-perkara yang

* Kejaksaan Agung R Lima Windu Sejaral Kejoksaan RI, Jakarta, 1985, hat. 8.
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sulit.” Tugas yang -terakhir ini mirip tugas jaksa
sepbagal lembaga penegak hukum selaku pihak vyang
menyerahkan perkara ke pengadilan agar diperiksa dan
diadili- seperti vang dikenal pada sazt ini.?* Ppara

dhyvaksa gsebagai pejabat 'yang mengurus bidang

peradilan di bawah kekuasaan raia, sedangkan dalam

rangka menjalankan tugas-tugas peradilan di  bawah
pimpinan . dan pengawasan Gajah Mada vyang bergelas
acdhyaksa. Berdasarkan  sebutan  jabatan-jabatan
penegak hukum pada zaman Majapahit, vyaitu dhyaksa,
adhiyaksa, sampal saat ini masih dipergunakan sécara
resmi sebutan jaksag sebagai suatu jabatan penegak
hukum di lingkungan instansi Kedaksaan RI.

Dalam perkembangan selanjutnya kejaksaan dan
badan peradilan yang ada Dberkembang seiring dengan
perkembangan masyarakat itu sendiri. Badan-badan
peradilan yang sudah mulai tertata secara modern
dimulail pada masa pemerintahan kolonial Belanda.

Badan~badan peradilan vyang ada pada masa

pémerintahan Belanda didasarkan pada Reglement of de

Rechterlyke Organitatie en het Beleid der Justitie
(RO) §.1847-23 dengan wilayah vustisi pulau Jawa dan
Madura, sedangkan di luar pulau Jawa dan Madura
berlaku RBG (Recht Reglement Buitengewesten).

Hukum acare yang dipergunakan adalah Inlandsch
Réglement (IR} berlaku sejak tahun 1845, vyang
kemudian mengalami perubahan menjadi HIR ' {Het
Herziene Inlands Reglement) rada tahun 1941.

Berdasarkan Pasal 1 RO terdapat 7 unit badan-badan

1

5 ‘ L . . + .
» Gunawan Gocetomo, Sejarah Perkembangan Lembaga Kejaksaan di Indonesia, Fakulas Hukum Undip,
Semarang, tanpa {ahun, hal, 18,

* Kejaksaan Agung R, fhid.

h
(e 0




pidana.

umum, sementara Kejaksaan sendiri berperan penting
dan Pengadilan Negeril (Landraad) Pengadilan Justisi
(Raad van Justitie) dan MR (Hooggerechtshef). Dalam

ketiga Jenjang tersebut tugas dan wewenanyg Jaksa

- disebut Openbaar Ministerie (OM).

Dengan. memperhatikan ketentuan Pasal 55 RO dan
HIR Pasal 30 serta Regelemnt of de Strafvordering
{5V} - tugas dan weWenang OM  tersebut adalah
nempertahankan ketentuan UU, melakukan penyidikan
dan penyidikan lanjutan, penuntutan kejahatan dan
pelanggaran, den melaksanakan ;putusan prengadilan

Berdasarkan CM di Hindia Belanda pada dasarnya
merupakan penerapan asas konkordansi peraturan: yang
ada dinegeri Belanda serta mengetahui sistemn
peraturan yang berlaku di Perancis®’ .

CM pada Pengadilan Negeri (Landraad) serta Raad
van Justitie dilaksanakan oleh Officer van Justitie
atau substitusi, sedangkan pada ftingkat Hoogerecht
oleh Procureur General atau substitusinya disebut
Advocaat General. Pada Offisier wvan Justitie pada
Landraad adalah Penuntut Umum yang penuh (vowardig)
dan mempunyai hubungan hierarkhis dengan Procureur
General demikian Jjuga pada Raad van Justitie
sehingga tidak masuk ke dalam Xorps Paﬁgreh Praja

{Bestuursambtenaren) .

¥ Sistem Peradilan Perancis sebelum abad IV memberi wewenang raja nmuk menempatkan seseorang
pejabat yang dipercaya di pengadilanuntuk bertugas melakukan pengawasan pelaksanaan peraturan raja
dan pemungutan denda-denda vital bagi penghasilan negara telah dipungul. Pejabat tersebul dinamakan
procurenr duroi (pengacara 1aja). Sejak abad ke IV sisiem procurewr du roi ditingkatkan menjadi lembaga
atau dinas negara discbut Ministere Publigue (MP) yang ditaksnakan olely para procureur du roi, Selelah
Perancis menjadi Republik, sebutan Procurenr du roi bergmdi procurewr de la republigue. Sistem di
Perancis ifu diterapken pula di ngri Beianda pada abad ke XIX dan diterjemahkan sebagai Openbaor
Ministerie (OM), Lihat Andi Hamzah, Hulkum deara Pidana Indonesia, hal. 82,




Hal itu berbeda - dengan ~posisi para
residen/asisten residen vang tetap masuk korps
Pangreh Praja meskipun di dalam‘pengadilan bertindak
sebagal Magistraat®".

Pada masa pemerintahan Jepang, teriadi
perubahan pada lembaga penuntutan, yaitu penchapusan
jabatan Magistraat dan Officier van Justitie,
selanjutnya memberikan tugas dan. wewenang penuﬁtutan
rada PU Bumi Putra (Jaksa) di bawah pengawasan
Kepala Kantor Kejaksaan yvaitu secrang Jaksa
berkebangsaan Jepang. Perubahan terseput menjadikan
Jaksa sebagal satu-satunya pejabat di bidang
penuntutan sebagai PU vang penuh. Berdasarkan
ketentuan Pasal 2 Osamu Seirei tahun 1842, tugas dan
wewenang kejaksaan adalah mencari atau menyidik
kejahatan dan relanggaran, menuntut perkara,
menjalankan putusan pengadilan kriminal, dan
mengurus pekerjaan lain menurut hukum. |

Pada Seikoc Hooin 'terdapat Kantor Kejaksaan
(Kensatsu Kvoku) masing-masing; Seiko Kensatsu Kyoku
(Kejaksaan Pengadilan Agung), Kootoo Kensatsu Kyoku
(Kejaksaan Pengadilan Tinggi), Tihoo Kensatsuy Kyoku
(Kejaksaan Pengadilan Negeri)®®.

Posisi Kejaksaan vang secara hierarkhis berada
pada setiap tingkat peradilan, bukan berarti
kedudukan Kejaksaan tersebut bersifat subordinasi
dengan lembaga peradilan, tetapi secara organik dan
fungsional terpisah. Hal tersebut menggambarkan
bahwa kedudukan kejaksaan merupakan lembaga penegak

hukum yang berada di lingkungan kekuasaan eksekutif

* Kejagung RE. Op. Cir, Hal 28.
* Pasal 3 Osamu Seirei Nomer 3 talun 1942,




sedangkan ﬁengadilan.berada di lingkungan yudikatif,
secara fungsional menjalankan tugas peradilan secara
bersama~saﬁa berdasarkan asas—asas hukum dan
peradilan.

Secaré yurlidis, keberadaan kejaksaan terbentuk
semenjak pengumuman pemerintah tanggal 19 Agustus
1945 tenﬁang susunan menteri-menteri  Kabinet
Presidensiai pertama, dimana Mr. Dr. Kusumaatmaija
dan Mr. Gaﬁot sebagai Ketua MA dan Jaksa Agung vang
pertama. '

Istilah *Kelaksaan” sendiri dipergunakan secara
resmi dalam UU buatan jepang vaitu UU No. 1th, 1942,
yang diganti dengan Osamu Seirei No. 3 th. 1942, No.
2 th. 1944 ‘dan No. 49 th. 1944, Peraturan-peraturan
tersebut tefap berlaku dengan adanya pasal II AP UUD
1945, PP No. 2 th. 1945, UU No. 1 th. 1946, UJ No. 7
th. 1947, ‘dan UU No. 19 th. 1948. Kedudukan
Kejaksaan di dalam struktur ketatanegaraan Indonesia
tetap berada di lingkungan kekuasaan eksekutif, dan
bertindak selaku PU dibebani tugas penegakan hukunm
bersama-sama dengan penegak hukum lain di dalam
lingkungan kekuasaan yudikatif.

Mengacu pada Pasal II Aturan Peralihan, serta
PP No. Zth.51945, maka istilah Gouvernouf.General di
dalam pasal 56 RO harus dibaca dengan istilah
Presiden, ;dengan demikian Kejaksaan merupakan
komponen éksekutif dan bertanggungiawab secara
hierakhis péda Presiden.

Pada ﬁasa RIS, kedudukan kejaksaan secara
organik fuﬁgsonal dan operasional berada di bawah
kekuasaan Departemen Kehakiman, sehingga dalam

melaksanaan: penegakan hukum JA  bertanggungijawab




kepada Menteri Kehakinan, Sementara pada periode
Negara Kesatuan th. 1850, kejakséan tetap beradz di
dalam Departemean Kehakiman. Kejaksaan menjadi
lembaga vang terpisah dari Departemen Kehakiman baru
terlaksana dengan Kepres tanggal 15 Agustus No. 204
tahun 1960, berlaku surut tanggsl 22 Juli 1960,

Pada wasa  ORBA, status Kejaksaan sebagal.
Departemen ditiadakan dan Kejaksaan Agﬁng dinvatakan
sebagai Lembaga Kejaksaan Tinggi Pusat dan Jaksa
Agung tidak berkedudukan sebagai Menteri. Ketentuan
tersebut tertuang dalam SK Presidium Kabinet Ampera
No. 26/U/KEP/9/66 ,tanggal 6 September 1966 vang
berlaku hingga sekarang.

Pada tanggal 22 Juli 1991 diundangkan UU No. 5
tahun 1991 tentang Kejaksaan menggantikan UU No. 15
tahun 1961,

Kedudukan Kejaksaan Dalam Sistém Ketatanegaraan
Republik Indonesia.

Kejaksaan, tidak pernah disebut délam Undang
Undang Dasar 1945, demikian pula dengan istilah
Jaksa Agung maupun Lembaga Penuntut Unmum.  Andi
Hamzah®® berpendapat bahwa hal itu disebabkan oleh
karena menurut pendapat penyusun Undang‘Undang Dasar
yang juga para pendiri Republik ini, vyang semuanva
berpendidikan Rarat atau Belanda, Kejaksaan dan
Jaksa Agung itu sudah termasuk dalam ruang lingkup
“kekuasaan kehakiman” yang merupakan salinan bahasa
Belanda Rechtelijke Macht, bukan “kekuasaan hakim” .

Lebih lanjut ia menvatakan bahwa pengertian

A, Hamvzah, Posisi Kejaksaan Dalam Sistem Kelatanegaraon &1, makalah disampaikan dalam Seminar

Hari Bhakti Adhyaksa (HBA) 20 Juli 2000 di Kcjaksaan Agung Rl




Yekuasaan kehakiman itu sudah termasuk Kejaksaan dan
Jaksa Agung di dalamnya. UUD 45 Pasal 24 ayat 1
sKekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah
Agung dan lain-lain badan kehakiman” bukan lain-lain
*hadan pengadilan”; vang herdasarkan sistem Eropa
Kontinental, termasuk Jaksa Agung pada .Mahkamah
agung di situ. Itulah sebabnya antara tahﬁn, 1945-
1959'Jaksa Agung disebut Jaksa Agung pada Mahkamah
Agung. Hal ini membawa dampak lebih jauh vaitu Jaksa
Agung itu tidak 100% eksekutif. Dalam  hal
penuntultan, apalagi sejak ia duduk' dalam sidang
kasasi Mahkamah Agung, Jaksa Agung sudah berada
dalam ruang lingkup yudikatif. Di situ Jaksa égung
tidak dapat lagi diberi perintah wleh
eksekutif/presiden.

Keadaan ini berubah seijak Presiden Soekarno
mengobrak-abrik sisteuw ketatanegaraan kita vyang
Jaksa Agung bahkan Juga Ketua Mahkamah  Agung
diangkat menjadi menteri yang menurut  UUD 1945
adalah pembantu Presiden. Sejak itu Kejaksaan yang
Jaksa Agung berada di pqncaknya, meniadi alat
pemukul paling efektif penguasa (presiden; ™.

Kendatipun dalam teks UUD 1945 . tidak ada
ketentuan yang secara tegas mengatur tentang
Kejaksaan, namun ini tidak berarti bahwa perancang
UUD‘melalaikan atau tidak menaruh perhatian terhadap
cksistensi Kejaksaan®*. Dalam UUD 1945 terdapat 3
pasal yang sekalipun tidak secara tegas dan ekplisit
mengatur eksistensi Kejaksaan beserta tugas dan

wewenangnya, nDamun mengandung asumsi atau dapat

3 A Hamzal, fbid.
3 Kejaksaan Agung RY, Op. Cit.
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ditafsirkan secara histeris bhahwa para perancangnyva

telah mengetahui dan menyadari adanva Kejaksaan
yaitu Pasal 24 ayat 1, Pasal 25 dan Pasal II Aturan
peralihan®®. Materi ketiga pasal tersebut telah ada
pada tanggal 13 Juli 1945 dalam Konsep UUD vyang
disusun oleh Panitia Kecil (yang diketuai oleh Prof.
Supone)  dan  Panitia Kecil [PFerancany UOD fyang

diketuai Bung Karno)™.

Dalam ' konsep ini -Aturan
Peralihan itu merupakan Bab tersendiri yaitu Bab V
vang terdiri dari % pasal, vakni Pasal 37 s/d 41.
Yang penting artinva dan ada relevanéinya el
Kejaksaan adalah Pagsal 37 ayat (2) dari Bab V ini.
Namun demikian atas wusul Bung Karno, Lturan
Peralihan itu tidak dijadikan Bab tersendiri, namun
menjadi “additioneel”, Aturan Peralihan itu berisi 4
pasal vang ditulis dalam angka Romawi®®, yang semula
merupakan Pasal 37 avat 2 menjadi Pasal II Aturan
Peralihan; Isinya tetap sama, yaitu bahwa sebelum
Negara Republik Indonesia membentuk badan-badan dan
peraturan-peraturan negaranya sendiri sesual dengan
ketentuan UUD, maka segala badan dan peraturan
negara yang ada masih langsung berlaku. Dengan PP
No. 2 tahun 1945 tertanggal 10 Oktober 1945, Pasal
IT Aturan Peralihan ini diberlakukan surut terhitung
tanggal 17 Agustus 1945, dan maksudnya dipertegas%.
Pada saat itu badan negara dan peraturan yang
ada ialah yandg diciptakan oleh Pemerintah
Balatentara Pendudukan Jepang ditambah dengan

peninggalan dari - Jaman kekuasaan Kolonial Hindia

% Kejaksaan Agung RI, /bid.
* Moh Yamin dalam {bid. hal 44,
* Moch Yaumnin, /bid.
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Belanda yang oleh Jdepang dinyatakan masih berlaku,
baik dengan ataupun tanpa perubahan® .

Menurut Osamu Seirei No. 3 tahun 1242 tanggal
20 September 1942 dalan nasa pemerintahan Bala
Tentara Pendudukan Jepang di Jaws eksistensi
Kejaksaan itu dikaitkan dengan esistensi badan-badan
peradilan, khususnya dengan Pengadilan Agung (Saikoo
Hooin}, Pengadilan  Tinggi (Kootoo  Hooin) dan
Pengadilan Negeri (Tihco Hooin). Pada Saikoo Hooin:
Keotoo Heolin dan Tihoo Hooin masing-masing ada
Kejaksaannya (kensatsu Kyoku), vyaitu Saikoo Kensatsu
RKycku (Kejaksaan Pengadilan Agung), Kootoo Kenéatsu
Kyoku (Kejaksaan Pengadilan Tinggi), dan Tihoo
Kensatsu Kvoku (Kejaksaaﬁ Pengadilan Negeri).

Adapun tugas vang diatur dalam pasal 55 RQ do
Pasal 30 HIR yang berlaku di jaman Hindia Belanda
yvaitu: 1) . Melakukan penyidikan dan penuntutan
tindak pidana; 2). Menjalankan 'putusan pengadilan
pidana; 3). Melakukan pekerjaan lain menurut
ketentuan Undang-undang.

Dengan mengingat Pasal IT Aturan Peralihan
serta pasal 1 PP No. 2 th. 1845, di Jjaman Jepang
secara formal disamping Pengadilan Agung (MA) ada
Kejaksaan Pengadilan Agung (Kejaksaan Agung), maka
adanya MA di negara RI menurut Pasal 24 ayat 1 UUD
1945 harus diasumsikan secara logis bahwa disamping
MA itu ada pula Kejaksaan Agung,

Apabila dikaitkan dengan sistem pemerintahan
Negara Kesatuan RI dengan pasal II Aturan Peralihan

UUD 1945 Jo PP Ne. 2 +ahun 1945, maka kata

* Lihat Penjelasan Peraturan Pemerintaly No 2 tahun 1943 tanggal 10 Okiober 1943
¥ Lihat angka T, alinga 1 Penjelasan Umum UU No. ! tahun | 946.
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“Gouverneur General” dalan pasal 56 R.O. itu harus
dibaca sebagai “Presiden” . Dengan demikian, maka
seluruh aparatur Kejaksaan, ada dibawah rerintah
Presiden dan bertanggungijawab- kepadanva secara
hierarkhis. Dengan  demikian kedudukan Kejaksaan
dalam struktur ketatanegaraan RI adalah alat

kekuasaan eksekutif dalan bidang yustisial.

Istilah Kejaksaan itu sendiri dipergunakan

secara resmi oleh Undang Undang bikinan Pemerintah
Balatentara Pendudukan jepang  No. 171942 vyang
kemudian diganti oleh Osamu Seirei No. 3/1242, No. 2
th. 1944 dan No. 49/1944, Peraturan-peraturan ini
tetap dipergunakan dalam negara RI berdasarkan Pasal
IT Aturan Peralihan, PP No 2/1945, UU No. 1 1946, UU
No. 7/1947 dan UU No. 19/1948%.

Jaksa Agung memiliki kewenangan untuk
memberikan perintah kepada aparat Kejaksaan maupun
Kepolisian sebab ia adalah Kepala Polisi Kehakiman
(Gerechtelijke atau Justitiele Peolitie) baik
represif maupun preventif sebagaimana tercantum
dalam pasal 180 dan 181 R.O., Pasal II Aturan
Peralihan UUD 194% dan Pasal 1 PP No. 2 tahun 1945,

Dalam hubungannya dengan hal ini, Maklumat
Pemerintah tanggal 1 Oktober 1945 vang diumumkan
bersama-sama oleh Mendagri, Menkeh dan Jaksa Agung
dengan tegas dan jelas menyatakan bahwa pimpinan
kepolisian kehakiman (Justitie 'Politie) dipegang
oleh Jaksa Agung. .

Dalam perkembangan selanjutnya, pada  saat
berlangsung sidang pembentukan departemen-departemer
tanggal 19 Agustus 1945 oleh PPKI, dalam konsep yang

disusun oleh Mr. Subardjo, yang dimaksukkan ke dalam
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Departemen Kehakiman itu selain Kejaksaan - Juga

urusan wakaf, akan tetapi kemudian dirubah oleh

Prof. Supomo hingga yang termasuk ke dalam urusan

kehakiman adalah urusan-urusan pengadilan, penjara,

kejaksaan, kadaster dsb®. Dari penjelansan Prof.
Supomo  itu nampak bahwa urusan Kejaksaan bersama-
sama dengan pengadilan dimasukkan ke dalem urusan i
kehakiman, walaupﬁn demikian urusan Kejaksaan
merupakan urusan tersendiri disamping urusan
Pengadilan, .

Pandangan vang demikian membuat Kejaksaan ‘sejak
tanggal 19 Agustus 1945 hingga tahun 1960 tetap

berada dalam lingkunga Departemern Kehakiman dan baru

berubah pada tanggal 22 Juli 1960. Pada waktu itu
sidang Kabinet memutuskan - Kejaksaan menjadi
Departmen vyang Dberdiri sendiri dilepaskan dari é
Departemen )Kehakiman. Putusan ini . kemudian

‘dilegalisir dengan Kepres No. 204/1960.%

3. Sitem Penuntutan

Sebagai bahan perbandingan, untuk menjelaskan
dan memahami  kedudukan kejaksaan dalam sistem
ketatanegaraan di Indonesia, tidak bisa dihindari
perlunya mencari pembanding dengan sistem penuntutan
vang dianut oleh negara-negara lain. Dalam hal ini
difokuskan pada 2 mainstream Eesar sistem penuntutan
vang ada, vaitu sistem Gropa Kontinental dan sisten
Anglo-Amerika.

Dalam struktur -organisasi kejaksaan di Eropa

Kontinental pada masing-masing Kantocr Kejari

* Kejaksaan Agung RI, Op. cit. hal.
3 Keppres ini dikelvarkan tanggal 13 Agustus 1960 dan berfaku surut terhitung lfanggal 22 Juli 1960,
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terdapat struktur hierakhis sehingga lebih bersifat
sentralistik. Mereka yang menduduki eselon atas
memiliki wewenang untuk  memberikan instruksi-
instruksi. Para Jaksa PU dalam hierakhi kepangkatan
maupun promosi sangat tergantung pada loyalitas pada
atasan yang sifatnya berjenjang. Ruang-1lingkup
pekerjaan para JPU vang berada dalam struktur
organisasi yang  bersifat hierakhis ini akan
cenderung menciptakan tekanan~tekanan ke arah
pelaksanaan yang sifatnya seragamn.

_ Di samping itu Jjuga menekankan pada hal-hal
yang bercrientasi pada dedikasi dan keterampilan
dalam pelaksanaan, tugas ditujukan bagi kebanggaan
korps lembaga dan kurang peluang peran personal
secara profesional. Tipe organisasi vang lebih
menekankan spesifikasl hierakhi dalam rantai komando
ini biasanya bisa dipahami dari dimensi éentralisasi
atau desentralisasi™,

Sistem penuntutan perkara pidana di Anglo-
Amerika lebih menekankan dimensi desentralisasi. Di
AS pelaksanaan penuntutan dilakukan oleh para Jaksa
vang bekerja dalam suasana vyang lebih memberikan
otonomi di kantor-kantor yang beroperasi di daerah-
daerah. Jaksa di AS pada umumnya merupakan peljabat

yvang diangkat berdasarkan hasil pemilihan di daerah

““ Lymen W. Porter, Edward Lawler dan J. Richard Hickman “membedakan tipe organisasi yang
menekankan sentralisasi disebut organisasi birokratis atan mekanistis, sedangkaa organisasi yang
menekankan desentralisasi disebut organisasi adaptive atau organic”. The dimension of authority that
distinguishes one organization from another is wheather authority is consenirated among a small group of
individual at the very fop Jo the structure, or wheater is widely dispersed among a number of different
echelons and units such that these units and individuals hove o relotively high degree of authonomy.
Organiszations of the fist fype have been labeled more hureaucratic or mechanistic, while the latter have
been lobeled more adaptive or organic, lihat Lyman . Porter, Hickman, dan Lawier, Behavior in
Organization, Mc. Graw-Hill Book Company, h, 238, Periksa juga Umar Sekaran, dalam Organization
Behaviar, Tata Me. Graw-Hill Publishing Company, Limiled, New Dethi, 1989, h. 199-201,
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untuk masa jabatan di dalam lembaga PU ﬁntuk
peberapa tahun, sehingga Jjarang Jjabatan-jabatan
Jaksa semata-mata karena jabatan vang bersifat
tetap, tetapi menampakkan sebagal seorang politikus
karena jabatan tersebut dipercleh berdasarkan hasil
pemilihan di daeralh hukum sétempat para Jjaksa
bekerja." ,

Para Jaksa akan bekerja secara profesional
karena keberadaan Jjabatan seoraﬁg Jaksa tergantung
pacda penilaian para pemilih atau masvarakat dalam
rangka melaksanakan tugas penuntutan térhadap tindak
pidana di daerah hukumnya. Keberhasilan penegakan
hukum . bagi seorang Jaksa akan dapat menarik para
pemilih ™ untuk memilih kembali para Jaksa untuk
menduduki jabatan Jaksa di tingkat lokal.'

Kedudukan para Jaksa di AS yang didasarkan pada
asas desentralisasi dan kebebasan tersebut akan
dapat menberikan kemerdekaan vang luas Dbagi pars
Jaksa dalam melakukan tugas penuntutan. Penuntutan
terhadap tindak pidana dilakukan lebih menekankan
pada bukti-bukti dan situasi serta kondisi sosial
yang dapat diterima oleh masyarakat setempat.®®

Perbedaan organisasi Kejaksaan sebagai lembaga
PU di dalam sistem Anlgo-Amerika dan Eropa
Kontinental didasarkan pada sistem peradilan pidana
dan sistem pemerintahan vyang berbeda dari kedua
sistem tersebut. Substansi sistem Anglo-Amerika

memperlihatkan ide individualisme dan

"' Soedjono Dirdjosisworo, Fifsafat Peradilan Pidana dus Perbandingan fukim, Armico, Bandung 1984.
h. 31, periksa juga Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Arikha Media Cipta, Jakarta, 1993, I,
87. . :

“2 Jack Wirthyn dan Peter W. Lewis, Modern Criminal Justice, Mic Graw-Hill, Inc: New York, 1978, h.
133,
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desentralisasi, sedangkan sistem Eropa-Kontinental
didasarkan pada prinsip keseragaman, organisasi
birokratik dan sentralisasi.®

Sitem Englo-Amerika memperlihéﬁkan
kecenderuhgan unhkuk mengutamakan keadilan dalam
prosedur dan cara peradilan serta perlindungan hak-
hak individu sangat tinggi, sedangkan sistenm Eropa-
Kontinental sangal mengubamakan pengembangan  liukam
acara peradilan secara hati-hati dan memadai dalam
rangka pengungkapan fakta-fakta di dalam proses
peradilan agar dapat memperikan putusan vyang adil
dalam suatu perkara pidana.

Fendekatan vyang berbeda antara kedua sistenm
tersebut di dalam administrasi peradilan pidana
dapat dijajaki kembali pada mnasa perkembangan kedua
sistem. Sistem Anglo-Amerika dipengéruhi leh
liberalisme Inggris. Faham liberalisme lebih
mengedepankan hak-hak asasi dan kebebasan individu,
sehingga faham tersebut sangat mewarnai proses
peradilan terbukti dengan pembatasan capur tangan
negara tercermin dari posisi hakim yvang pasif dalam
persidangan dan lebih memberikan keleluasaan bagi
para pihak yaitu PU dan terdakwa.

Sehingga nampak bahwa secolah-olah suatu tindak
pidana merupakan suatu konflik antara individu dan
negara yang diwakili oleh PU. Faham individualisme
yarng mengedepankan  hak-hak asasi individu - ini

terlihat dari “kekuasaan” vyang dominan dari para

* Soedjono, Op. Cir. ‘

M Lihat Peter M, Blau dan Marshall W. Mever, Birokrasi dalam Masyarakat Modern, I\. 221, Keputusain-
keputusan penegak hukum harus ditentukan oleh standard vang seragam dan dilindungi dari pengarult
pribadi. Hal itu merupakon cara wntuk mengatakan bahwa pelaksanaan UU vang bersifat birokratik
diperlukan masyarakat,
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Juri  untuk menilai dan menetapkan kesalahan
terdakwa di dalam proses peradilan, sebagal bentuk
partisipasi dan kekuasaan masyarakat. Dewan Jjuri

mengemban  beban berat vang diberikan sehubungan

dengan partisiwvasi warga s masvarakat dalam
menjalankan kekuasaan negara, Jjuga di dalam
kekuasaan judikatif (dalam  kaca mata trias

politika)'® ,

Sistem Ercpa-Kontinental tentang acara pidana
dalam  kerangka sistem peradilan pidana, | juga
dibentuk berdasarkan asas-asas liberalisme, hamun
demikian liberalisme Eropa pada abad XVIII dan
permulaan abad XIX berkembang sangat berbeda dengan
liberalisme di Inggris dan Amerika. Pengadilan di
Inggris dan Amerika Serikat diberi wewenang berupa
fungsi untuk melindungi individu terhadap
penyalahgunaan kekuasaan negara. Ketika liberalisme
Eropa berhasil membatasi kekuasaan Moharki Absolut
(keraijaan vang berkuasa mutlak), maka tugas untuk
melindungi kebebasan dan hak milik didelegasikan
kepada hadan perundang-undangan,” bukan kepada
pengadilan lagi karena UU yang tertulis dianggap
lengkap untuk melindungi warga masyarakat. terhadap
tindakan kesewenang-wenangan pemerintah.

Pembatasan oleh UU terhadap tindakan pemerintah
tersebut diperlukan karena pemerintah mendominasi
kekuasaan yang telah didelegasikan oleh masyarakat,
sehingga sistem Eropa Kontinental lebih menekankan

pembentukan UU atau hukum tertulis vyang bersifat

birokratis dalam bidang peradilan. Masyarakat

* Soedjono D., ibid. hal. 28. Periksa C. Damaska. Strucutre fAuthority and Comparative Procedure, Yale,
L, Y, 1973, hal. 480,
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bersedia menerima pengawasan secéra yuridis terhadap
persidangan-persidangan pidana, juga ditandai dengan
dibentuknya lembaga penuntut uﬁum vang kuait dan
diatur secara birokratis.' '

Hal ini tentu saja berbeda dengan sistem Anglo-
Amerika vyang kurang menonjolkan UU yang bersifat
birokratis, tetapi lebih menekankan fungsi
pengadilan yang didasarkan pada hukum tidak tertulis
(yurisprudensi) vyang berkembang Secara dinamis.
Bidang‘penuntutan vang masuk dalam bidané yudikatif
sangat memperhatikan partisipasi masyarakat dalam

pengangkatan Jaksa perdasarkan pemilihan masyarakatl

dan pengadian vang melibatkan Juri vany diangkat

dari anggota masyarakat.

Institusi Kejaksaan di Indonesia  sekarang
keberadaannya tidak terlepas dari perkembangan
historis,

Indonesia sebagai bekas Jjajtahan Belanda .tentu
saja tidak terlepas dari sistem Eropa-Kontinental
vang dianut. oeh Belands. Berdasarkan asas
konkordansi semua peraturan hukum dan  institusi
peradilan di negeri Belanda juga diberlakukan di

daerah jajahan Belanda termasuk Indonesia.

*® Soedjono D., fhid: hat. 29,
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4, Birokrasi dan Organisasi Kejaksaan.

47

Hukum sebagal sarana kontrol sosial (social
enginering) tidak  dapat dihindari lagi dalam
masyarakat modern., Menurut Satjipto Rahardjo untuk
dapat menunjukian hal tersebut, dibutuhkan
organisasi yang sangat kompleks. Meng@ngat
kompleksitas upaya pengorganisasian masyarakat‘yang
sangat beragam, maka negara sebagai otofitas
masyarakat diperlukan untuk melakukan campur-tangan
dalam usaha mewujudkan ide-ide hukum vyang bersifat
abstrak itu dengan sarana berbagai badan ataun

lembaga. Lebilh lanjut Satjipfo Rahardjo menjelaskan:

... kita tidak mengenal adanya Jawatan hukum
atau kanktor  hukum, melainkan: Pengadilan,
Kejaksaan, Kepolisian, Pemasvarakatan cdan

perundang-undangan. Badan-badan vang tTampak
sebagal organisasi vang berdiri sendiri-sendiri
tersebut, pada hakekaltnya nmenggambarkan tugas

vang sama, vaitu newujudkan hukum atau
penegakan hukum dalam masyarakat. Kita Juga
bisa menyatakan; = bahwa tanpa dibuatnya

organisasi-organisasi tersebut, hukum tidak
bisa dijalankan dalam masyarakat. Apabila
keadaannya demikian, maka tentunya dalam rangka
membicarakan penegakan hukum, kita tidak dapat
melewatkan segi keorganisasian ini. Tujuan-
tujuan hukum vyang abstrak di tengah-tengah
suatu masyarakat vyang kompleks ini hanya akan
dapat diwujudkan melalul pengorganisasian vang
kompleks pula. Seperti diuraikan di muka, untuk

* Fungsi kontrol sosial tersebut dilaksanakan melalui sarana organisasi-organisasi badan penegak hukum.
Lihat, misalnva Donal Black “The Behovior of Law”™ New York: Academic Press; 1976, hal. 101, “In
General, social control varies direcily with organizafion, and, in general, if is greater o direction from
more to less organization than from less, fo more. This applies, for instance, fo sociai control within an
organization such as voluntary association, bussiness, school, anmy, or prison. Foir these purposes, a
group in an organization if it has one or more adninsitrative officer. Social control in group of this kind is
bureancracy. Moreover, bureaucracy is a qualitative variable; some organization have more rvules and
regulations than others, more complaints, hearings, dismissals and others penaliies. Some have a standard
procedure for praélically everything: others are loose and flexible”™.
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mewujudkan tujuan-tujuan hukum diperlukan
berbagai crganisasi, yvang sekaligus pada
hakekatnya bertugas mengantarkan orang kepada
tujuan-tujuan hukum, namun masing-masing Letap
berdiri sendiri-sendiri sebagal badan yang
sedikit banvak bersifat abonom” .* :

Qraanisasi daltam masyarakal  wodern  disusun
secara birokratis berdasarkan maksud untuk mencapai
tujuan yang rasional secara maksimal. Suatu
organisasi mempunyai ciri ketepatan, kecermatan,
kesinambungan, disiplin, keajegan (reliabilitas).
Perkembangan benlkuk-bentuk .organisasi modern di
semua bidang (negqra, gereja,‘pértai, perkumpulan
sukarela) selalu identik dengan berkembangan dan
peningkatan vang berkesinambungan dengan
administrasi birokrasi.'

Ciri utama crganisasi modern”” adalah
rasionalitas dan efisiensi dalam kerangka.otoritas
“legal-rational” sehingga menggambarkan proses
birokratisasi. Birokratisasi sendiri bukan
merupakan suatu proses vyang sederhana. Pada satu
sisi berkaitan erat dengan pembentukan susunan
negara, di sisi lain terkait dengan lapisan dan
mobilitas sosial, perubahan nilai kultural
masyarakat maupun proses sosial lainnya. Bahkan
Max Weber menyatakan bahwa birokratisasi berarti
semakin tumbuhnya penggunaan peraturan dan
ketentuan-ketentuan vyang dibangun secara formal

rasional, pemisahan antara kehidupan umum dan

* Sattipto Rahardjo. Masalaly Penegakan ik, BPHN, Jokarta, (., hal., 17.
* Martin Albrow. Birokrasi, tcrjemalian M. Rusli dan Toto Darymuto, Tiara Wacana, Yogyakarla, 1989,
hal, 34
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bribadi, terjadinva bentuk legalitas baru vyang
beralasan rasional, meluasnya cara bertindak vang
rasional dan pelembagaan semua faktor ini ke dalam
sebuah administrasi modern.™

Weber  menvyebut organisasi sebagai suatu
birokrasi® vang menentukan ormanya sendiri untuk
dilaksanakan. Organisasi memiliki peraturan,‘ dan
juga memberikan perintah agar orgénisasi dapat
berfungsi secara efektif semua peraturan harus
ditaaﬁi. Dalam rangké mempertahankan ketaatan ini
digunakan instrumen sanksi {punishment) bagi vyang
nenvimpang dan ganjaran (reward). bagi vang patuh.

Faktor penting di dalam  birokrasi vang
berfungsi menggerakkan dan mengendalikan organisasi
adalah suatu inertia vang oleh Weber disebut
Herrschaft. Menurut Satiipto Raradjo pengertian
herrshaft ini tidak begitu mudah digantikan dengan
istilah lain, sebagaimana tampak dalam pengggunaan
istilah ini oleh penulis lain tentang birokrasi,
rantara lain domination (Fischoff), Imperatif
control (Parson dan Henderson), Autherity (8hill)
(Alan Hunt, The Sociolegical Movement in Law,).
Dalam bahasa Indonesia pengertian hérrshaft ini
berarti bentuk kekuasaan, sifat pengaturan

masyarakat, atau sunmber legitimasi, vang

* Lihat datam Victor A, Thempson, Modern Organization, New York, KnopL 1961, h. 3, “an organization
is highly rationalized and impersonal integration of a large nunber of specialists cooperating io achieve
some announced specific objective”, ‘ T

*' Max Weber dalam Hans Ditter dan Titman Schiel, Kelompolk-kelompok Strategis: Studi Perbandingan
tentang Negara, Bivokrasi dov Pembentukon Kelus-Kelas di Dunia Ketiga, Terjemahan Aan Efendi,
Yayasan Obor, Jakarta, 1990, h, 227. -

2 Lihat Edward C. Page. Harverster, 1992, h. 5 dinvatkan bahwa “bivoksasi tidak bisa didefinisikan, {ctapi
bisa dibedakan dalam beberapa pengertian yaitu: (1) Bureauvcrocy as a systent of rule; (2) Ser of
intepretations of rerin bureancracy sees ir as amode of conduct; (3) Bureaucrocy as efficiency or
inefficiency; i4) Bureancracy can refer 1o a social group-those who work in bureans”,




selanjutnya dipergunakan istilah domination, vyang
diserap dalam bahasa TIndoresia menjadi dominasi.
Dalam mempeladari istilah dominasi tersebut, Weber
memusaltken analisis  pada  jenis  dominasi  yang
disebut dominasi rasional. Dominasi rasional ini
disebut sebagai puncak atau akhir perjalanan dari
proses perkembangan yang panjang masyarakat Eropa
di bidang ekcnomi khususnya dan berpuncak pada
ekonomi kapitalis.® '

Dominasi rasional sebagai' faktor determinan
dari Dbirckrasi vang berfungsi sebagal pengendali

Cdan  pembenal dm}am pencapalan  tujuan organisasi,
membentuk struktur organisasi ke dalam
specialisasi, hierarkhi, jabatan, keahlian para
anggota organisasi dalam rangka nenggerakkan
organisasi.

Oleh sebab itu tingkat penghargaan seseorangy
dalam organisasi selalu dikaitkan dengan struktur
crganisasi balk pangkat maupuﬂ Jjabatan. Hubungan
antara manusia sebagai anggota organisasi
ditentukan oleh simbel vang melekat pada masing-
masing anggeta organisasi bherupa pangkat ! atau

jabatan. Orang vang memiliki simbol-simbol vang

mempesona seperti pangkat, Jabatan, kedudukan,
kekayaan akan dihargai oleh orang lain, sebalikya
orang vang tidak mempuyai simbol sulit untuk
mendapat tempat dalam panggung penghargaan.®!
Dominasi peraturan-peraturan formal yang
mengikat para anggota organisasi sebagai sarana

menuntut kepatuhan, dicdukung oleh nilai-nilai

[l

3 Satjipto Rabardjo, /lukum dan Birckrasi, Masalal-masalah Hukum No. 4 tahun 1989, b, 24,
T Miftah Thoha, Dimensi-Dimensi Hmu Administrasi Negara, CV. Rajawali. Jakarta, 1984, h, 121,




tersembunyi vyang sengaija diciptakan organisasi
serta lazim disebut ideologi organisasi. Mitos-
mitos  atau ideologi—ideolpgi tersebut menjadi
bagian yang integral dari hampir semua organisasi
besar, bersifat privat atau publik.®® Mitos-mifos
organisasi merupakan alat untuk meningkatkan
esprit de corps dan pengabdian para anggota
organisasi.

Penetrasi ideologli organisasi, @i satu sisi
menciptakan keterikatan-keterikatan 'yang
menguntungkan  organisasi, di sisi lain cenderung
dapat menekan pandangan-pandangan kritis vang
sangat esensial diperlukan untuk  meningkatkan
vitalitas orgarisasi. Namun demikian penghayatan
yang berlebihaﬁ akan menjurus terbentuknya
sterectif birckrasi vyang tidak efisien, bahkan
lebih jauh akan menghambat timbulnya kritik—kritik
konstruktif dan mengurangi dinamika organisasi.
Gambaran tentang penerimaan ideologi organisasi
yang berlebihan tersebut, i dalam konteks
penegakan hukum lazim disebut kondisi yang‘disebut
instansi sentris.®"

Perspektif organisasi, menggambarkan organisasi
sebagal suatu mesin yang bekerja dengan sﬁatu
keteraturan dan keajegan tertentu, yang menekankan
adanvya tingkat produktivitas Lertentu, tarafl
efisiensi tertentu dan dikendalikan oleh suatu
legitimasi otoritas pimpinan. Premis dasar dari

paradigma ini berpijak pada pemahaman bahwa

** Peter M. Blau dan Marshall W. Mever, [hid, hal. 73.
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organisasi sebagai kelompok manusia ekonomi vyang
rasional, seringga lewat penbzagian kerija,
spesialisasi hubungan kerja secara hierarkhis, maka
usaha pencapaian tujuan bersama akan dapat dicapai
secara efektif dan afisien. Metapora yvang
dipergunakan adalah crganisasi sebagai suatu sistem
mesin {(mechanism paradigm). Perwujudan vang tampak
dari model organisasi seperti ini, yaitu organisasi

vang disusun berdasarkan prinsip struktur piramida,

kesatuan komando, Jjenjang pengawasan, spesialisasi

berdasarkan fungsi, pemwbagian kerja lini dan staf,
yang dikenal sebagai prinsip-prinsip organisasi.”
Formalitas prosedur di dalam birokrasi vang
sering digunakan untuk mencapai efisiensi dalam
rangka mencapal tujuan organisasi, berpeluang
menjadi prosedur vyang bersifat kontra-produktif.
Prosedur formal cenderung membualt administrasi vyang
berbelit-belit, yvang  lazim  Jdisebut  red tape,
sehingga tidak ada keraguan bahwa birokrasi &erapw
kali tidak efisien.”™ Formalitas prosedur sébagai
dasar pelaksanaan administrasi organisasi, . pada
tahapan implementasi ternyata merupakan mekanisme
birokrasi vyang pada hakekétnya bersifat impersonal
dan terbatas bherfungsi sebagail patokan-patckan yang
bersifat wmum. Mekanisme birokrasi vang bersifat
impersonal dan formalitas prosedur yang berfungsi
sebagai patokan yang bersifat umum terssbut, tidak

akan menjangkau permasalahan-permasalahan pada

% 1.ihat, Kadri Husin, “Relcvansi Kesatuan Pandang Penegak Hukui dalam Penanggulangan Kejahatan™,
Penundukan anggota organisasi vaung berlebuban  cenderung mcnimbulkan instansi  sentris, lebih
mengutamakan prstise daripaca prestasi,

57 Miftah Tholw, Zbid, I, 133.

% Ibid, h. 199.




tahap implementasi yang bersifat khusus. Kondisi
seperti 1tu akan menciptakan ketidakberdayaan
birokrasi dan menimbulkan red-tape (kekusutan
pelaksanaan birokrasi). Sifat imperscnal birokrasi
menjadi “pagar pengaman” untuk mengikat kepatuhan
anggota organisasi, sekaligus menjadi lambang
ketidakberdayaan birokrasi.
Birokrasi vang demikian menimbulkan
isplaceﬁent of geoal (penyampingan tujuan}, vaitu
perbedaan antara tujuan vang dimaksudkan dari suatu
lembaga yang telah dirancang secara formal dan
tujuan yang secara mnyata telah dirancang secara
formal dan tujuan yang secara nyabta telah dicapai.
Penyanpingan tujuan tersebut bisa terjadi
apabila cara-cara organisasional vang telah
dirancang untuk meningkatkan efisiensi menjadi
tujuan dan diterapkan tanpa pandang bulu terhadap
semua kasus tanpa memperhatikan akibatnya. Apabila
para birckrat dididik untuk menaati secara kaku
peraturan-peraturan organisasi dalam rangka
menjamin keseragaman dan menghindari favoritisme,
bisa berakibat terjadinya ketidakmampuan vang
terpola. Para pejabal bersikap terlalu seragam dan
menjadi tidak peka terhadap keadaan-keadaan yang
tidak diatur di dalam peraturan organisasi vyang
telah ditetapkan, sehingga tidak memungkinkan
menerapkan  peraturan terhadap kekhususan vandg
ditemukan.
Menurut Satjipto Rahardijo, birokrasi yvang
menekankan remnbatasan—-pembatasan secara formal
prosedural membatasl penegakan hukum ke dalan

uyraian Jjabatan vyang diyatakan secara Jelas dan
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terperinci.® inituk memahamai kemampatan birokrasi
akibat pembatasan formal prosedural tersebut, lLebih

lanjut Satjipto Rahadjo menyatakan:®”

‘“Sebagai suatu hentuk proses vang dilembagakan,
maka ia terlibat dalam pembataan-pembatasan oleh
berbagai kendala seperti fasilitas fisik,
pembiayaan dan personalia. Tingkat keberhasilan
untuk menghadapi bekerjanya kendala-kendala
tersebut menentukan praktik sehari-hari.
Kegagalan untuk memenuhi tuntutan kendala fisik,
misalnya masalah pembiayaan akan menyebabkan ,
bahwa  lembaga harus berusaha untuk mencari
jalannva sendiri vang sekarang lazim disebut
inkonvensional agar lembaga tersebut tetap dapat
beroperasi sebagaimana biasa”.

Apabila organisasi terlalu menekankan prosedur-
prosedur formal yang membe lenggu keleluasaan
bergerak, "maka akan menimbulkan kemanpatan-
kemampatan vang tidak memungkinkan organisasi
menghadapi setlap permasalahan yang timbul.

Lembaga penegak hukum vang harus menjalénkan
tugas dan kewenangannya di dalam H@syarakat,'ﬁidak
bisa mengabaikan pengaruh lingkungan. Lepbih lanjut
Satjipto Rahardio menyatakan bahwa pengaruh
lingkungan terhadap organisasi meliputi; pertama,
oleh karena 1ia mendapatkan serta menggali sumber
dayanya dari lingkungan tersebut; kedua, lembaga
tidak dapat melaksanakan tugasnya secara membuta-

tulli begitu saja, melainkan dituntut untuk membuat

¥ Penegakan hukum yang berlangsung secara formal prosedural oleh Richard A. Myren disebut dengan
istilah Procedural Justice. The substantive rule that promote the must be impemented in an imariial
manner through just procedire. Those implementing mechanism comprise procedural justice, some linies
called formal justice. Substaniive rule that are just can he unjustly administered While unjust substantive
rule can be unjustly adminitered. While wijust substantive rule can be justly administere. The resull in
either situation in justice. Achievement of fustice requires thal fust substantive rules be justiy administered.
Richard A. Myren, Brooks/Cole Publising Company Pasific Grave, Calicoria, 1988,h. 28.

% Satjipto Rahardjo, Ibid, h. 46.
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perhitungan-perhitungan yang realistik, vyang tidak
lain memberikan perhatian terhadap aspek efisiensi
kerja lembaga penegak lLukum.®

Upava lembagsa penegak hukum untuk meningkatkan
dan nmenarik keuntungasn darli masvyarakat serta menekan
hambatan-hambatan, bisa menimbulkan kecenderungan
penegakan hukum vang meringankan golongan masvarakat
yang mempunyail kekuasaan dan menekan golongan

¥4

masyarakat vyang tidak memiliki kekuasaan.® Fenomena
ini merupakan gambzran darli penegakan hnukum yang
bersifat pilih-pilih atau diskriminatif. Gambaran
penegakan nukum ,yang demikian ternyata bisa
dijelaékan dari aspek organisasi vyang Dbersifat
birokratis. |

Organisasi sekarang lebih membutuhkan
fléksibilitas vang lebih besar dari pada organisasi
vang diberikan oleh model hirokrasi yang lebih luwes
(flesible) tidak dapalb diketahul sampéi seberapa
jauh terlaksana dan diragukan apakah birokrasi bisa
bersifat transendental seluruhnya. Apabila diteliti
secara cermat, maka bisz diketahul bahwa pengetahuan
tentang sebab-sebab menurutnya taraf ‘pasca
birocratik bukaenlah merupakan pekerjaan meramal
semata-matsa. Ringkasnva, tidak setiap dinamika
intern bisa rengungkapkan suatu proses
pengembangan.“

Transformasi birokrasi vyang bersifat terbuka
sangat diperlukan dalam konteﬁs masyarakat vyang

sedang mengalami perubahan vyang cepat. Adanya

 Satjipto Ruhardjo. Vasalah Penegakan Hulum, PHN, Jakarta, 1. b, 21
&2 ;
- 1hid
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" perubzhan vang m=landa masyarakét, berarti timbul
keragaman permasalahan-permasalahan yang tidak cukup
diatasi dengan model penegakan hukum yang-menekankan
birockratisasi. Urgensi transformasi birokrasi
tersebut diperliukan mengingat sifat kaku dari
birokrasi vyang sangat sulit menghadaﬁi keragaman
permasalahan dalam masyarakat vyang f{idak pernah
berhenti dilanda perubahan, sehingga penecgakan hukum

pun memerlukan birockrasi yang bersifat responsif.

C. Kedudukan Kejaksaan Dalam Feradilan Pidana.

1.

Sebagal Penuntut Umum.

Kedudukan Keliaksaan dalam peradilan pidana di
Indonesia mengalami pergeseran sejalan dengan
pergeseran tugas dan kewenangah} yvang dimilikinya.
Dalam kaitannya dengan peradilan pidana, Gtugas dan
kewenangan kejaksaan diatur dalamAhukum acara pidana
vaitu UU No. 8 tahun 19831 (EUHAP), sementara dalan
kaitannya dengan kelembagaannya sendiri diatur aalam
UU No. 5 tahun 1991 tentang Kejaksaan. Dari masing-
masing ©peraturan perundang-undangan tersebut pada
prinsipnya merupakan hasil perkembangan dari peraturan
perundangan yang ada sebelumnya.

Memahami bagaimana kedudukan kejaksaan dalam
peradilan pidana tidak lepas dari pemahaman terhadap
UU vang mengaturnya tersebut. Ketentuan Pasal 2
Menyebutkan sebagal berikut:

{1) Kejaksaan RI, selanjutnya dalam UU ini disebut

kejaksaan, adalah lembaga pemerintahan yang

% Ronny Hanitidjo Soemitro, Tahap-tahap Perkembangan Hukwn dan Birokrasi, Masalah-masalah
Hukum Nomor 4 tahun 1984, h. 36.
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melaksanakan kekuasaan negara . di bidang

penuntutan.

(2) Kejaksaan adalah satu dan tidak terpisah-pisahkan
dalam melakukan penuntutan.

Sementara, Pasal 1 ke-1 nenyebutkan “Jaksa adélah
pejabat yang diberi wewenang oleh UU ini untuk
bertindak sebagail Penuntut Umum serta melaksanakan
petusan pengadilan vyang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap”. Sedangkan penuntutan itu sendiri Pasal 1
ke-2 menyebutkan “Penuntutan adalah tindakan Penuntut
Umum untuk Jnelimpéhkan. perkara- ke Pengadilan Negeri
yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur
dalam hukum acara pidana dengan permintaan supaya
diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang
pengadilan”. Pelaksanaan kekuasaan negara sebagai
dimaksud dalam Pazsal 2 vaitu *penuntutan”
diselenggarakan oleh Keijaksaan Aguhg, Kejaksaan Tinggi
dan Kejaksaan Negeri.

Dengan demikian kedudukan ~ kejaksaan dalam
peradilan pidana bersifat menentukan, karena merupakan
jembatan vyang menghubungkan tahap penvyidikan dengan
tahap pemeriksaan di sidang pengadilan. Berdasarkan
doktrin hukum berlaku suatu asas bahwa Penuntut Umum
mempunyal monopoli penuntutan, artinva setiap orang
baru bisa diadili Jike ada tuntutan pidana dari
Penuntut Umum, vaitu lembaga kejaksaan karena hanya
Penuntut Umum vang berwenang mehgajukan seseorang
tersangka pelaku tindak pidana ke muka sidang
pengadilan. i

Jaksa melakukan penuntutan untuk dan atas nama
negara, sehingga jaksa merupakan satu-satunya pejabat

vang . mempunyail wewenang melakukan penuntutan.
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Penuntutan pidana terhadap pelaku tindak pidana
merupakan monopoli Jaksa. Kedudukan Jaksa di @ sini
sebagal *wakil negara”, maka Jaksa harus ’bisa
manampung seluruh kepentingan masvarakat, negaré dan

ovban kejahatan ager bisa Jdicapai rasa keadilan

Hampir di setiap yurisdiksi, Jaksa itu merupakan
tokoh utama dalam penyelenggaraan peradilan pidana,
karena Jjaksa memainkan peranan penting dalam proses
pembuatan keputusan pengadilan. Bahkan di negara—
negara vyang memberi wewenang kepada Jaksa untuk
melakukan penyidikan sendiri, Jaksa tetap memiliki
kebijakan (diskresi} penuntutan vyang luas. Jaksa
memiliki kekuasaan yang luas, apakah suatu perkara
akan dilakukan penuntutan ke pengadilan atau tidak.
Kedudukan Jaksa vyang sedemikian penting itu, oleh
Harmuth Horstktle, secrang Hakim Tinggi . Federasi
Jerman memberi Jjulukan kepada Jaksa sebagail b&ssnya
proses perkara (master of the procedure), sepanjang
perkarénya itu tidak diajukan ke muka pengadilan.64

Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa Jaksa
dengan berbagail sistem penuntutan tidak tertutup
kemungkinan untuk mengambil kebijakan (diskresi) dalam
menyelesaikan perkara. Kedudukan Jaksa di berbagai
yurisdiksi sebenarnya Jaksa itu ‘“setengah Thakin”
(semi-judge) atau seorang “hakim semu” (quasi-judicial
officer). Itulah sebabnya Jaksa boleh mencabut dakwaan
atau menghentikan proses perkara. Bahkan diskresi

putusan berupa tindakan penghentian penuntutan,

& curachman dan Andi Hamzah, Jaksa di Berbagal Negara, Peran dan Kedudukannyva, Sinar Grafika,
Jakarta, h. 0-7.
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penyampingan perkara, transaksi.®® Fungsi vuridis semu
Jaksa 1itu berasal dari peran dan fungsi Jaksa vang
bersifat ganda, Kkarena sebagal Jaksa: T“mempunyai
kekuasaan dan waweanandg yang berfungsi sebagal
administrator dalam penegakan hukum vyang merupakan
fungsi eksekutif, sementara 1tu ia harus membuat
putusan-putusan agak bersifat yustisial vang
menentukan hasil suatu perkara pidana, bahkan hasilnva
final” .®¢

Lebih lanjut Stanley Z. Fisher, sebagai
administralor penegakan hukun, Jaksa bertugas menuntut
vandg bergalah; menghindarkan keterlambatan clamn
tunggakan-tunggakan perkara vang tidak perlu terjadi;
karena la mempunyai kedudukan sebagai pengacara
masyarakat vyang penuh antuéias. Berdasarkan kedudukan
Jaksa sebagéi pengacara masyarakat tersebut, ia akén
senantiasa mengusahakan jumiah penghukﬁman oleh hakim
yvang sebanyak-banyvaknya, sementara sebagal “setengah

hakim” atau sebagal “menteri hakim”, Jaksa juga harus

melindungi yang tidak bersalah dan mempertimbangkan

hak-hak Lersangka. Untuk melakukan tugas-tugas
tersebut, Jaksa diberi wewenang penghentian proses
perkara, sehingga Jaksa harus Dberperilaku sebagéi
seoranyg pejabat vyang berorientasi kepada hukum acara
pidana dan memiliki moral pribadi  vang tinggi
sekali.®

Kedudukan Jaksa - sebagai “hakim semu” {quasi
Judicial officer) di dalam Sistem Peradilan Pidana

Amerika Serikalt Lergambar darl lembaga “Pleg of

S Ihid b, 12,

& fhid,

& Stanley 7. Fizher. dalan Surachnun dan Andi Mlanzaly, fhid.




Guilty”. Plea of Guilty, valtu pengakuan bersalah oleh
tersangka Lanpa melaluil pemeriksaan di muika
pengadilan, dengan imbalan pidana yang lebih ringan
dibandingkan apabila dilakukan penmeriksaan pengadilan
dan selanjutnya dijatuhkan pidana sesuai dengan
tingkat kesalahan tersangka. Apakah tersangka telah
memberikan pengakuan bersalah dan diterimé oleh Jaksa,
dan selanjutnya akan memberikan rekomendasi kepada
pengadilan agar menjatuhkan pidana lebih ringan.®®
Menurut Skolnick, pemanfaatan lembaga plea of
guilty tersebut, menggambarkan karakteristik
administrasi peradilan pidana AS (administraticn of
criminal justice) sebagal peradilan tanpa pengadilan

(Justice without trial). Lembaga irl dipandang sebagai

suatu cara vyang bisa dipahami untuk mengatasi’

perscalan kKeterbatasan fasilitas peradilan pidaﬁa di
AS.

Lembaga Plea of Guilty bagl Jaksa merupakan
otonomi vyang luas dalam proses peradilan pidana,
sehingga terlihat bahwa Jaksa tidak hanva
memperhatikan masalah-masalah teknis yuridis tentang
keadilan, tetapi juga bagaimana mencari cara-cara yang
tepat untuk menpercepat penvelesalan pefkara. Jaksa
tidak sekedar bertindak sebagai penegak hukum, tetapi

juga bertindak sebagal administrator peradilan.

Sebagal Penvidik.
Secara etimologis istilah penyidikan berasal dari
“opsporing” (Belanda)} atau “investigaticn” {(Inggris).

Penvidikan sendirl menurut Pasal 1 angka 2 KUHAP

& Ihid




merupakan serangkalian tindakan penyidik dalam hal dan
menurut cara -yang diatur dalam Undang Undang unbuk
mencari dan mengumpulkan bukti sehingga membuat térang

suatu tindak pidana guna menemukan tersangkanvya.

Penanganan perxara korupsi sebelum sampail @ pada:

tahap penyidikan ini, lebih dahulu dilakukan
penyelidikan, Menurult ketentuan Pasal 1 angka 5 KUHAP
disebutkan bahwa penyelidikan adalah serangkaian
tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu
peristiwa vyang diduga sebagal tindak pidana Quna
menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikaﬁ
menurut cara yang digtur dalam Undang Undang.

Dalam kaitannya dengan penyidikan korupsi ini,
selain sebagai lembaga penuntut ‘umum, kejaksaan
bertindak sebagai lemhaga penyidik. Dengan demikian
jaksa berwenang untuk melakukan penyidikan.

Ketentuan vang mendasari adalah Pasal 284 ayat
(2) KUHAF vyang berbunyi, “dalam waktu dua tahun
setelah Undang-undang ini diundangkan maka tTerhadap
semua. perkara diberlakukan ketentuan undang-undang
ini, dengan pengecualian  untuk sementara mnmengenai
ketentuan khusus acara pidana sebagaimana disebutkan
pada uﬁdang—undang tertentu, sampaili ada perubahan dan
atau dinyatakan tidak perlaku lagi”. Dan berdasarkan
Pasal 32 huruf b UU No. 5 tazhun 1991 (LNRI 1991-59;
TLNRI 3451) tentang Kejaksaan RI serta pasal 17 PP No.
27 tahun 1983 beserta penielasannya, tindak pidana
korupsi disidik dan dituntut oleh ﬁihak Kejaksaan.

Namun demikian dalam UU No. 31 tahun 1999
Lerdapal  lembaga baru  yaeng nmenangani  Lindak  pidana

korupsi yvailu TGFK (Tim  Gabungan  Pemberantasan




Korupsi). Namun demikian implementasi dari UU No. 31

tahun 1989 ini belum jelas betul.

Kekuasaan Kehakiman.

Baik Loéke maupun Montesguiew, menyatakan béhwa di
dalam negera demockrasi harus ada lembaga peradilan yang
bebas dan merdeka dari kekuasaan lain dalam melakiukan
tugas-tugasnya. Namun, tidak ada bukti vang cukup kuat
untuk menyatakan bahwa prinsip bebas merdeka itu harus
diartikan adanya struktur organisasi ketatanegaraan yang
betul—betﬁl memisahkan lembaga vudikatif dan lembaca
eksekutif. Artinvya, secara struktur kelembagaan bisa
saja yudikatif itu tidak terpisah dari eksekutif tetapi
dalam pelaksanaan tugas-tugasnyalah vyang harus betul-
betul merdeka.®’ ‘

Pernyataan yang terakhir ini dapat dilihat !dari
fakta tentang organisasi kelembagaan negara dan
pengangkatan hakim-hakim di negara yang menganut Trias
Pocitika yang ternyata tidak seragam. Di AS memanyg
diadakan pemisahan vyang tegas antara ketiga poros
kekuasaan baik organisasi maupun fungsinya yang
ditetapkan oleh konggres. Tetapi di Inggris, vang oleh
Montesquiew dikatakan sebagai contoh terbaik dari
implementasi Trias Politika, justru badan peradilannya
dibentuk oleh eksekutif dan tidak ada hakim-hakim yang
dipilih. Sedangkan di Perancis vang dikenal sebagai
tempat lahirnya Trias Politika (karena Montesquiew
berasal dari sana) hakim juga diangkat cleh ekselkutif.

Tetapi di regara-nedara  tersebut hakim menikmati

& Moh. Maitfud M. Pergularan Politil: den ik di Indonesia, Gama Media, 1999, h. 273.
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kebebasannya sscara penuh. Bahkan di Inggris dan Amerika
ada prinsip “habeas corpus” vang merupakan hak sipil

vyang sangat fundamental yang gunanya jika ada suatu

perintal: ltertulis dari hakim agar penjaga tahanan
melepaskan tahanan, maka tahanan itu  harus dilepas

secepatnya agar dapat hadir di pengadilan untuk menuntut
kebebasannya. Dengan adanya habeas corpus  ini  maka
kKelompok politik m}naritas mempunval kebebasan dari
tekanan-tekanan kelompok politik mayoritas.’”

Salah satu hal yang perlu ditegaskan bahwa negara
Indonesia berdasarkan UUD 1945 tidaklah menganut paham
trias politika. Namun. demikian pelenbagaan berbagai
kekuasaan negara menunjukkan dengan tegas bkahwea para
perumus UUD 1945 sangabt dipengaruhi oleh ajaran trias
politika. Dikatakan tidak menganut trias politika karena
poros-poros kekuasaan di  Indonesia bukan hanya tiga
melainkan ada 5 yang sejajar vaitu legislatif (Presiden
dan DPR), eksekutif (Presiden), vudikatif (MA)}, auditif
(BPK)}, dan konsultatif (DPA). Kemudian di atas kelima
proses itu ada MPR yang merupakan lembaga supremalif.
Selain itu, proses kekuasaan vang ditentukan oleﬁ ouDn
1845 tidaklah diletakkan pada posisi vyang terpisah
secara mutlak melainkan dijalin oleh satu hﬁbungan kerja
sama fungsional.

Namun, seperti dikatakan di atas, pelembagaan
kekuasaan negara atlas proses-proses seperti itu Jelas

sekalli sangat dipengaruhi oleh trias politika; minimal

hal itu bisa dilihat dari adanya kekuasaan-kekuasaan
yang dibangun dalam trias politika yaitu legislatif,

eksekutif dan yudikatif. Prisip trias politika yang juga

" Mo, Mahfud MD, fhid. hal, 272.
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dianut di  dalam UUD 1945 adalah adanva kekuasaan
kehakiman vyang behas dan Lidak menihak sebagai ciri dan

syarat tegaknya negara hukum.

Keberadaan lembaga kejaksaan, pada dasarnya Ctidak
dapat dilepaskan dari kerangka besar yang disebut dengan
kekuasaan kehakiman. Sementara untuk dapat memahmai
kekuasaan kehakiman itu sendiri dapat dilihat dalam Pasal
24 ayat 1 UUD 1845 menegaskan bahwa:

“kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung
dan lain-lain badan kehakiman menurut Undang-
undang™. ‘

Tetapi Dbatasan pengertian “kekuasaan kehakiman”
sendiri tidak dijelaskan. Pasal 24 terseburt hanva
menegaskan badan vang diserahi tugas/kewenangan untuk
melakukan atau melaksanakan kekuasaan kehakiman. Dalam
penjelasannya tidak memberikan batasan kekuasaan
kehakiman yang bebas tersebut, tetapi hanya menegaskan
sifat dari kekuasaan kehakiman ‘yaitu kekuasaan vyang
merdeka dan mandiri {terlepas dari pengaruh/intervensi
kekuasaan pemerintah).

Sementara dalam pasal 1 UU No. 14 tahun 1970

tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman menyataka bahwa:

“Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara vang
merdeka untuk menvelenggarakan peradilan guna
menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila,
demi terselenggaranya negara hukum RI”.

Lebih lanjut dalam pasal 2 (1) ditegaskan:

" Telah dirubah deigan UU No. 33 tahun 1999, namun terhadap pasal ini tidak miengalami perubahan.
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“Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman tercantum dalam
pasal 1 diserahkan kepada badan-badan peradilan dan
ditetapkan dengan UU, dengan tugas pokok untuk

menerima, memeriksa dan mengadili serta
menyelesaikan setiap perkara yvang diajukan
kepadanya”. '

Ketentuan pasal 1 dan 2 (1) mempersempit makna
kekuasaan kehakiman, Dbahwa kekuasaan kehakiman vang
dimaksudkan adalah kekuasaan peradilan atau kekuasaan
mengadili. Pemaknaan kekuasaan = kehakiman sebagaimana
dimaksud délam U0 N. 14 th., 1970 perlu diperhatikan untuk
dikaji ulang, apakah sudah sesuai dengan yang dimaksudken
dalam pasal 24 UUD 1945. Mengapa demikian karena pada
hakekatnya kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara
dalam menegakkan hukum.’' Jadi kekuasaan kehakiman identilk
dengan kekuasaan untuk menegakkan hukum” atau kekuasaan
penegakan hukum.”” Hakekat vang demikian sebenarnya
terungkap Jjuga dalam perumusan pasal 1 di atas, vyaitu
pada kalimat “guna menegakkan . hukum dan keadilan
berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum
RI”, sayangnya kalimat tersebut tidak dirumuskan sebagai
pengertian kekuasaan kehakiman, tetapi sebagai tuiuan
diselenggarakannya peradilan.

Manakala tujuan ini menjadi pengértian dari
kekuasaan kehakiman, maka tidak hanya berarti “kekuasaan
mengadili” (kekuasaan menegakkan hukum di badan-badan
pengadilan), tetapi méncakup kekuasaan menegakkan hukum
dalam seluruh proses penegakan hukum.

Konsekuensi lebih lanjut déngan adanya ini adalah,

dalam perspektif SPP kekuasaan kehakiman (kekuasaan

" Bardn Nawawi - Arief, Pokok-pokok Pitiran Kekuvasaan Kehakiman Sang Merdeka, Bahan Masukan
Umui\ Laporan Akhir Tim Pakar Departemen Kehakiman. Periode 1998/1999.
* Barda Nowawie Ariell Ihid
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penegakan hukum) di bidang hukum pidana mencalup seluruh
sub-sistem SPP. Dengan demikian ksjaksaan sebagail baglan
dari SPP/sub-sistem 3PP, tentu saja menjadi bagian 'dari
kekuasaan kehakiman vyang wmemiliki kekuasazan “yang

merdeka/bebas/independan/mandizri.

E. Sistem Huokum dan Sistem Peradilan Pidana [ndonesia.

Sistem adalah *suatu kesatuan vang  bersifat
kompleks, yang terdiri cdari bagian-bagian yang
berhubungan satu sama lain”. Pemzhaman yang demikian itu
hanya menekankan pada ciri keterhubungan dari bagian-
bagiannya, tetapi mengabaikan cirinva vang lain; yaitu,
bahwa bagian-bagian tersebut bekeria bersama—ﬁama secara
aktif untuk mencapai tujuan pokok dari kesatuan tersebut
(Shrode & Voich, 1974:122)."% Lebih lanjut Shrode &
Voich menyatakan bahwa pengertian dasar yvang terkandung

dalam sistem tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sistem itu berorientasi pada tujuan.

2. Keseluruhan adalah lebih dari sekedar Sumlah
dari bagian-bagiannya (wholism) .

3. Suatu sistem berorientasi dengan sistem vang
lebih besar, vaitu lingkungannya (keterbukaan

sistemn) . _
4. Bekerjanya bagian-bagian dari sistem  itu
menciptakan sesuatu vang berharga

(transformasi) . . :
5. Masing-masing bagian harus cocok satu sama
lain (keterhubungan).
Ada kekuatan pemersatu yang mengikat sistem
itu (mekanisme kontrol). ®

(a3}

Selanjutnya fuller mengajukan suatu pendapat untuk

mengukur apakah kita pada suatu saat dapat berbicara

1 Satjipto Rahardjo. e [knm, PT. Citra Adilva Bakii. Bandung, 1996, cetakan ke PV, hal. 48,
 Satjipto Rahardjo. /hid,




mengenai adanya sualu sistem hukum.’” Ukuran tersebut
diletakkannva pada delapan  asas vang dinamakannva
“principle of legalityv” vaitu:

1. Suatu sistem hukum hearus mengandung peraturan-
peraturan, vyang dimaksud di sini adalah, bahwa
ia tidak boleh mengandung sekedar keputusan-
keputusan yang bersifat ad-hoc.

2. Peraturan-peraturan vyang telah dibuat 1itu
harus diumumkan.

3. Tidak boleh ada peraturan vang berizku surut,
cleh karena apabila vyang demikian itu tidak
ditolak, maka peraturan itu tidak bisa dipakai
untuk menjadi pedoman tingkah laku.
Mempolehkan pengaturan secara berlaku surut
berarti merusak integritas peraturan yang
ditujukan untuk berlaku bagi waktu vang akan
datang. '

4. Peraturan-peraturan harus disusun dalam

rumuasan vang bhisa dimengerti.

Suatu sislew Uidak bolelh mengandung peraturan-

peraturan vang bertentangan satu sama lain,

6. Peraluran-peraturan tidak  boleh mnengandung
tuntutan yang melebihi apa yang dapat

%

dilakukan.
7., Tidak boleh ada kebiasaan untuk sering
mengubah - peraturan sehingga menyebabkan

seorang akan kehilangan orientasi.
8. Harus ada kecocckan antara peraturan yang
diundangkan dengan pelaksanaanya sehari-hari.

Lebih lénjut Fuller menyatakan bahwa kegagalan
untuk menciptakan sistem vang demikian itu tidak hanya
melahirkan sistem hukum yang jelek, melainkan suatu vang
tidak bisa disebut sebagai sistem hukum sama sekali.

Dalam kaitannya dengan peradilan pidana, maka dalam
implementasinya dilaksanakan dalam suatu sistem
peradilan pidana. Tujuan akhir dari peradilan ini tidak

lain adalah pencapaian keadilan bagi masyarakat.

" Fuller. 1971:39 -91 dalam Satjipto Rahardjo. fbid hal. 51.
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Keadiian werupakan salah  satu kebutuhan hidup

manusia veng umumnys diakui di semua tempat di dunia

ini. Apabila keadilan itu kemudian dikukuhkan ke dalam
institusi yang namanva hukum, maka insfitusi itu harus
mampu  untuk menjadi saluran agar keadilan itu dapal

ry Seksama dalam masyarakat.

diselenggarakan seUs
Beberapa ciri yang umumnya melekat pada institusi
sebagal perlengkapan masvarakat vang demikian itu

adalah:

Lo Btabilitas. Disini kelahirdn institusl Lok
menimbulkan suatu kemantapan dan keteraturan
dalam usaha © manusie untuk nemperolah
keadilan. '
Memberikan xerangka sosial terhadap kebutuhan-
keutuhan dalam mwasyarakat. Di dalam ruang
lingkup kerangka vang telah diberikan dan
dibuat c¢leh masyarakat itu, anggota~-anggota
masyarakat memenuhi kebutuhannya.

3. Sebagai kerangka sosial untuk kebutuhan
manusia itu, maka institusi  menampilkan
wujudnya dalam bentuk norma-norma. Norma-
norma itulah vyang merupakan sarana untuk
menjanmin agar anggota-anggota masyarakat

o

dapat dipenuhi kebutuhannvea secara
terorganisir,

4. Jalinan institusi. Sekalipun berbagai
institusi dalam mwasvarakat itu diadakan
untuk menvelenggarakan kebutuhan-kebutuhan
tertenty, Manun tidak .ggpat dihindari

terjadinya tumpang-tindih antéra mereka itu, "

Lebih lanjut dikatakan bahwa pesisi hukum sebagai
institusi sosial terlihat dengan baik dalan bagan yang
dibuat Henry ¢C. Bredemeier vang memanfaatkan kerangka
besar sistem masyarakat dari Talcott Parson. Manfaat

bagan Bredemeier terletak pada kemampuannyva unbtuk

" Satjipto Rahardjo, 1bid. hal 118-120.
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menunijukkan betapa pekerjaan hukum serta hasil~hasilnva
tidak hanya merupakan urusan hukum, melainkan merupakan

bagian dari proses kemasyarakatan vang lebih besar,’®

Proses ;idaplif Organisasi yang
{ekonomj) /V elisicn
Proscs Hukur
: ukun :
cneapaian — : ] [ i e
!ujlzlan (golilik)J (mengintegrasikan, — Legitimasi
- mengkoordinasikan

Proses —r o
mempertahankan ! Keadilan

pola (budaya)

(Pola yang dibuat Bredemeier ini memempatkan pengadilan sebagai pusat kegiatannya)

{
| Hukum membufuhkan kekuasaan, tetapi ia juga tidak
bisa membiarkan kekuasaan itu untuk menguasai hukum.’”
Kekuasaan vyang menekan hukum pada akhirnya kan merusalk
sistem hukum secara keseluruhan. -

Suatu sistem dikatalkan hancur, manakala sebagai
akibat ‘dari pertukarannya dengan -perubahan—perubahan
tersebut ia tidak mamp mempertahaﬂkan eksistensinva,
sehingga harus mengalah  terhadap tekanan tersebut,
sebaliknya apabila ia Sanggup mengatasi tantangan-
tantangan tersebut dan haipu  beradaptasi dengan baik
terhadap - perubahan-perubahan yang terjédi i

sekelilingnya, maka sistem itu akan hidup terus.®®

 Ibid, hal 143,
** Ihid, hal, 146.
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SUSUANAN ORGANTSAST
JAKSA AGUNG MUDA TINDAK PIDANA KHUSUS
KEJAKSAAN AGUNG RT
(KEPRES NO. 86 TH, 1999)

JAKSA AGUNG MUDA
TINDAK PIDANA KHUSUS

TENAGA SEKRETARIS JAKSA
PENGRKAI AGUNG MUDA TINDAK
PIDANA KHUSUS

_ f
I | 1

JAKSA FUNGSIONAL/ JAKSA i BAGIAN BAGIAN
DIPERBANTUKAN SUNPROGLAP TATA
DAN PANIL USAHA

]

DIREKTORAT UPAYA

DIREKTORAT DHREKTORAT HUKUM, EKSEKUS!
PENYIDIKAN PENUNTUTAN DAN

EKSAMINASI




Penjabaran lebih lanjut dari Kepres No. 68 tahun
15%% tersebut telah dikeluarkan Keputusan Jaksa Agung RI
No. Kep~l15J.A/10/1999 tentang Susunan Organisasi  dan
Tata Kerija Keljaksaan RI.

Direktorat Penyidikan di bawah Jaksa Agung Muda
Tindak Pidana Khusus - bertugas untuk mengadakan
prenyvelidikan dan penyidikan korupsi, sebagaimana

dimaksud dalam pasal 270 vang berbunyi:

“Direktorat Penvidikan Clempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Jaksa Agung
Muda Tindak Pidana Khusus dalam penyelidikan dan
penvidikan perkara tindak pidana keorupsi, tindak
pidana ekonomi dan tindak pidana khusus lainnya” .
{garis bawah dari penulis)

Sementara di bawah direktorat penyidikan terdapat
subdirektorat tindak pidana korupsi, Subdirektorat
Tindak pidana Ekonomi dan tindak pidana khusus lainnya
dan Subbagian Tata Usaha.

Tugas dari subdirektorat Uindak pidana korupsi
secara tegas diatur dalam pasal 273 yang berbunyi;

“Subdirektorat Tindak Pidana Korupsi mempﬁnyai

tugas melaksanakan penyelidikan, penyidikan dan

tindakan hukum lainnya di bidang perkara tindak
pidana korupsi”. (garis bawah dari penulis)

Untuk mengetahui secara lebih Jelas dapat dilihat

dalam struktur organisasi sebagai berikut:
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STRUKTUR ORGANISASI

DIREKTORAT KORUPSI JAM PIDSUS

KEJAKSAAN AGUNG RI

DIREKTORAT PENYIDIKAN

SUBBAGIAN
TATA USAHA

l

SUB DIREKTORAT TINDAK
SUBDIREKTORAT PIDANA EKONOMI DAN
KORUPSI TINDAK PIDANA KHUSUS
LAINNYA
SEKS! SEKSI
WILAYAH | WILAYAH |
SEKSI SEKEI
WILAYAH [T WILAYAH IT
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Sementara ity di tingkat Kejaksaan Tinggli Jawa
Tengah, Jaksa Tinggiu membawahi beberapa,rAsisten, salah
satunya adalah Asisten Tindak Pidana Khusus. Tugas dari
Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) diatur dalam

pasal 559 vang berbunyi;

“"Asisten Tindak Pidana Khusus mempunyai  tugas
meiaksanakan sebagian tugas Kejaksaan di bidang
yustisial yang menyangkut tindak pidana khusus di
daerah hukum Kejaksaan Tinggli vang bersangkutan
bevdasarkan peraturan perundang-undargan YT
berlaku serta kebijaksanaan vang ditetapkan oleh
Pemerintah dan |, Jaksa Agung/Kepala Kejaksaan
Tinggi” . '

Aspidsus  ini membawahi tiga Seksi vaitu Seksi
Penyidikan, seksi Penuntutan dan Seksi Upayva Hukum,
Eksekusi dan Eksaminasi. Seksi penvidikan mempunyal tugas
melakukan penyidikan tfindak wvpidana khusus sebagaimana

iatur dalam pasal 562. Untuk lebih jelasnya dapat

dilihat dalam strukturnya shb:
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ASISTEN
TINDAK PIDANA

KRUSUS
SEKSI SEKS! SERSIUPAYA HUKUM
PENYIDIKAN — PENUNTUTAN — EKSEKUSI DAN

SUBSEKS! TINDAK
PIDANA KORUPSE i

EKSAMINASI

SUBSEKS!I TINDAK
PIDANA KORUPSI

SUBSEKST TINDAK

— PIDANA KORUPSI

SUBSEKSI TINDAK T
PIDANA EKONOM!I | L SUBSEKS! TINDAI -1 SUB SEKSI TINDAK
DAN TINDAK PIDANA EKONGMI PIDANA EKONOMI
PIDANA KHUSUS DAN TINDAK PIDANA DAN TINDAK PIDANA
LAINNYA KHUSUS LAINNYA KHUSUS LAINNYA

Dengan demikian fungsi penyidikan tindak pidans

khusus juga dilakukan oleh “ajaran

dalam hal ini Aspidsus.

Kejaksaan Tinggi

Kejaksaan Tinggi menangani perkara-perkara korupsi

vang besar baik dari
dalam arti perkara

masyarakat luas

Tinggil.
Terhadap

perkara

Kejaksaan Tinggi

dilakukan oleh

di  lingkup daerah

korupsi

Jaksa tinggi.

korupsi vyang wenarik

segl kualitas maupun kuantitasnvya,

perhatian

hukum Kejaksaan

vang ditangani oleh
Jawa Tengah, pengendalian perkaranva

Bahkan dalam perkara

korupsi yang menarik perhatian masyarakat luas

pengendalian penyidikan dilakukan secara - berjenjang

hingga Jaksa Agung Muda Pidana Khusus.
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Sementara itu-struktur organisasi kejaksaan dalam
tingkat Kejaksaen Negeri lLerbagi dalam dua kelompok,
Terhadap Kejaksaan Negeri type A, terdapat seksi pidana
khusus yang membawahi subseksi penvidikan, subseksi
penuntutan, dan subseksi upavea hukum eksekusi . dan
eksaminasi. Sedangkan terhadap Kejaksaan Negeri type B
Seksi Pidana Khusus membawahi subseksi penyidikan dan
penuntutan; dan subseksi upayva hukumn, eksekusi dan
eksaminasi.

Penyidikan terhadap Tindak pidéna korupsi di
Kejaksaan Negerl Semarang, dilakukan oleh seksi pidanea
kKhusus utamanya subseksi penyidikan. Namun dewilkian
bilasanya dilakukan dalam bentuk Teamﬁ

Pengendalian terhadan penyidikan korupsi ali
tingkat Kejaksaan Negeri Semarang ini dibawah kendali
Kepale Kejaksaan Negeri {(Hajarl). Sesuéi dengan jenjang

ierarkhi, naka perkara vang menarik perhatian
masyarakat atas perkara korupsi vyang ditangani pihak
Kejaksaan Negeri pengendaliannya dilakukan oleh Kepala
Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah hingga Jaksa Agung , Muda
Pidana Khusus.

Sementara itu suatu perkara korupsi, sepelum
sampal pada tahap penyidikan, harus ditentuakan terlebih
dahulu apakah suatu perkara ini cukup bukti atau tidak
dengan mengadakan penyelidikan vang dikenal dengan
operasi intelijen yustisial.

Dengan demikian ketika ada laporan adanya dugaan
kerupsi, maupun hasil operasinva sendiri, sesual dengan
tingkatannya akan dilakukan operasi intelijen yustigial
vang bertujuan untuk mengadakan pengumpulan data.

Operasi Intelijen vyustisial ini dilékukaﬁ oleh

bagian . Intelijen. Di Kejaksaan Agung dulu ada Pusat
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Operasi Intelijen Yustisial (sekarang sudah dibubarkan
dan tugasnya diintegrasikan dalam direktorat-direktorat
yaitu Direktorat Ekonomi dan Moneter, Direktorat Sosial
Budaya . dan Direktorat Politik); sedangkan di tingkat
Kejaksaan Tinggi dilakukan oleh Asisten Intelijen; dan
di  tingkat Kejaksaan Negerli dilakukan oleh Seksi
Intelijen.

Hasil operasi intelijen ini akan menentukan apakah
suatu perkara korupsi tersebul layak untuk ditingkatkan
ke penvyidikan atau tidak. Untuk menentukan ini biasanva

dilakukan ekspose vyang dihacdiri oleh mereka VA

Lerlibat dalam  opuvrasi inlelijen yusthisial el
dihadiri oleh eksposan VAL terdiri dari pejabal
struktural vang ada. Fara eksposan inilah Vang

menentukan layak tidaknya perkara ini ditingkatkan ke
penyidikan atau tidalk.

Memperhatikan struktur organisasi Xejaksaan 'baik
di tingkat Pusat hingga di daerah vaitu Kejaksaan Tinggi
dan Kejaksaan Negeri, rerlihat telah terlembagakan
secara rapl dengan tugas dan fungsi vang jelas. Hal ini
tentu saja sesual dengan apa vang disebut Weber ciri-

ciri organisasi modern.

Struktur Yang demikian diharapkan mampu
nmengantisipasi tugas—-tugas penyidikan korupsi

sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan

vang berlaku.

Kewenangan Xejaksaan Dalam Penyidikan Tindak Pidana
Korupsi.

Pilihat daril aspek kebijakan hukum pidana (penal
policy), sasaran/adressat dari hukum pidana tidak hanva

r

mengatur perbuatan warga masyarakat pada umumnya, Letapi
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Juga mengatur perbuatan {dalam arti
“kewenangan/kekuasaan”) penguasa/aparat penegak hukum.”’
Lebih lanjut Barda Nawswi Arief menvyatakan, bahwa diliat
&ari bPengertian pidasna dalam arti luas (vaitu pidana
dilihat sebagail suakY prosas), maka hewenangat
penyidikan pada hakekatnya merupakan bagian Jjuga - dari
kewenangan pemidanaan.

Dalam  bagilan akhir dari tulisannya Tersebut
akhirnya disimpulkan bahwa peraturan perundang-undangan
tentang bkadan/lembaga penyidikan seyogyanva  disusun
sedemikian FUpa sehingga merupakar satu kesatuan
integral dengan Leseluruhan kebijakan/sistem/proses
penegakan hukum pidana. Kesatuan integral vyang dimaksud
di sini:tehtunya tidak hanya pada mekanisme/prosesnya,
Letapi .juga Jiwa/spirit/idenva. Idenva ialah, bahwa
kekuasaan/ Kewenangan penyvidikan ' pada hakekatnya
meripakan hagian integral : ey i
kebijakan/kekuasaan/kewenangan penegakan hukum pidana.
Jadi merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman (yaitu
kekuasaan menegakkan hukum) vang sevogyvanya merupakan
kekuasaan mandiri dan merdeka.’

Namun demikian pada kenyataannya pemikiran tersebut
belum mampu terakomodasi oleh lembaga keﬁaksaan yang
menangéni penyidikan dalam hal ini tindak pidana

korupsi.

1. BSejarah Kewenangan Penyidikan Korupsi

* Barda Nawawic Arict, Kehijokan Legistatif Tentang Kewenangan Penyidikan Dalam Konteks Kebijakon
Penegakan Hukum Pidana, Masatah-Masalah Hukum. Edisi PMei-Juni 1998, FH UNDIP.
* Barda Mawawic Aricf. /bid.
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Sementara itu terhadap siapa vang berwenang

melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi

adalah sebagal berikut:

Peraturan Penguasa Militer No. Prt/PpM/06/1957
Kepala Staf BAngkatan Darat selaku Fenguasa
Militer atas Daerah Angkatan Darat di seluruh
wilayah Indonesia, penyidik tindak pidana
korupsi dilakukan oleh Staf Penguasa Militer dan
Penilik Pembantu Harta Benda sebagaimana diatur
dalam pasal 4;

*Penilikan harta henda dilakukan oleh 3 orang
yang terdiri dari anggota-anggota Staf Fenguasa
Militer dan atau orang lain yang ditunjuk olehn
Penguasa Militer yvang merupakan Pembantu
‘Penguasa Militer dalam penilikan Harta Benda dan
yang selanjutnya disebut Penilik Pembantu Harta
Benda” .

Hasil dari penilikan tersebut dilaporkan
kepada Kepala Kejaksaan.” Sementara terhadap
reiabat vang pada urumnya melaksanakan
pengusutan terhadap tindak pidana' tetap
berwenang melaksanakan  kewajibannya®. Dengan
demikiah kejaksaan berwenang untuk mengadakan

pengusutan terhadap tindak pidana koruwsi.

Peraturan Penguasa Militer No. Pri/PM/08/1957.
Berdasarkan Peraturan Penguasa Militer
ini Kepala Staf Angkatan Darat selaku penguasa

militer atas Angkatan Darat di seluruh wilavah
i

* Pasal 12 PPM No. Pri/PM/o6/1957 “Penilik Pembani Harta Benda wajib memberi laporan temang hasil
pekerjnannya kepada Penguasa Militer vang bersangkutan kepada Kepala Kejaksaan...”
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Indonesia, penilikan dilakukan sebagaimana
diatur dalam pasal 4 PPM  Prt/PM/06/1957.°
Dengan demikian Kejaksaan juga memiliki
kewenangan dalam penyidikan tindak. pidana
korupsi.

Dalam melaksanakan penyitaan harus segera
dilaporkan kepada Kepala Kejaksaan sebagaimana
diatur dalam pasal 12.°

Lebih lanjut tindakan penguasa militer
dalam scal harta benda diberitahukan oleh
pengudsa mlliler hoepada Kepela Kejaksaan VeI
bersangkutan, . supava selalu diperhatikan
kemungkinan-kemungkinan adanya suatu tindak
pidana.” Memperhatikan ketentuan dalam PBM ini,
maka kKejaksaan berwenang melakukan penyidikan
terhnadap tindak pidana korupsi. Bahkan berada
dalam struktur terdepan, - karena hasil—ﬁasil

penyidikan dilaporkan ke Kejaksaan. !

C. Peratuan Penguasa Militer ©No. Prt/PM/011/1957

Bahwa dalam PPM No. Prt/PM/011/1957
tertanggal 9 April 1957 dan Prt/PM/0B/1957
tertanggal 27 Mei 1957 belum ada kefentuan untuk
menyita dan merampas harta benda vang asal-
mulanya diperoleh dengan perbuatan melawan
hukum, sehingga dikeluarkan ketenfiuan  KSAD
selaku Penguasa Militer atas daerah Angkatan

Darat seluruh Indonesia.

© ° Pasal 14, /bid.

7 Pasal 2 PPM Pri/PM/08/1957.

¥ Pasal 12 PPM Pri/PM/0S/ 1957, “Penilik Pembantu Farta benda setelah menandatangani Berita Acara
vang dimaksud pasal 1t harus segera menvampaikan kepada Penguasa Mifiter, Kepala Kejaksaan, "

* Lihat penjelasan PPM No. Prt PMAOS/1957,
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Pasal 3 ditentukan bshwa “dalam mengambil
tindakan  tersebub dalam  pasal 2, Penguasa
Militer mendengar petunjuk/nasehat Jaksa Rgurng” .
Kemudian diperjelas dalam penjelasan ‘yang

berbunyi:

"Tindakan koreksi vang dilakukan ¢leh
Penguasa Militer pada dasarnysa ialah
mengembalikan kekayaan itu pada negara, dan
agar tindakan itu tidak disalahgunrakean,
selalu harus diminta petunjuk/nasehat dari
Jaksa Agung. Dalam hal pengambilan untuk
dimiliki, maka hak wmilik segera berpindah
kepadanya” . {garis bawah dari penulis)

Penjelasan terakhir ini semakin
nemperislas, bahwa Jaksa Agung sebagai

pengendall yang harus dimintai petunjuk.

Peraturan Fenguasa Perang Pusat No.
Prt/Peperpu/013/1958 tentang *Pengusutan,

Penuntutan, dan Pemeriksaan Perbuatan Rorupsi
Pidana dan Penilikan Harta Benda”.

Bahwa peraturan-peraturan yang selama. ini
mengatur perbuaten korupsi ialah Prt. No. 06,
08,'011, menurut ketentuan pasal 60 UU Keadaan
Bahaya No. 74 th. 1957 tanggal 17 April 1958

tidak berlaku lagi dengan ‘sendirinya menurut

hukum, sehingga dikeluarkan Peraturan Penguasa

Perang Pusat AD tentang Pengusutan, Penuntutan
dan  Pemeriksaan Perbuatan Xorupsi Pidana , dan
Penilikan Harta Benda No. . Prit/pPM/013/19587,

dimana Kepala Xejaksaan sebagal  “Pengawas”
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sebagaimana dimaksud cdalam pasal

berbunvi:

"Di tiap-tiap wilayah Pengadilan Tinggi
diadakan suatu Badan Koordinasi Penilik
Harta Benda yanyg selanjutnva disebut Badan
Roordirasi vyang dipimpin  oleh Pengawas
Kepala Kejaksaan-Kejaksaan Pengadilan
Negeri Fropinsi setempat dan vang mampunyai
hak mengadakan penilikan harta bencda setiap
orang dan setiap badan, jika ada petuniuk
kuat, bahwa harta benda itu diperoleh
dengan jalan vang diuraikan dalam pasal 37.
(garis bawabh dari penulis)

U No. 24 Prp th. 1960 tentang Pengusutan
Penuntutanrn dan Pemeriksaan Tindak PIdana Kerupsi
(menjadi UU berdasarkan UU No. 1 tahun 1961).

Dalam pasal 2 ayat (1) disebutkan:

"Aturan-aturan mendgenai pengusutan dan
penunltubtan mehurul peraburan biasa, berlaku
bagi perkara korupsi, sekedar tidak
ditentukan lain dalam peraturan ini” .

Dari sini terlihat bahwa Jaksa tetap
sebagal penyidik korupsi. Disamping itu dalam
pasal-pasal selanjutnys vyaitu 4 - 8 disebut-
sebul - akan kewenangan-kewenangan vang dimiliki
Jaksa dalam kaitannya dengan mengambil tindakan-
tindakan yang perlu untuk kepentingan pengusutan

dan penuntutan.

UU No. 3 tahun 1971 tentang Pemberantasa Tindak

Pidana Korupsi.
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Bahwa kehadiran UU No 3 tahun 1971 ini
dilatar belakangi oleh pemikiran bahwa UU No. 24
Prp th. 19&90 kurang mampu nengakomodasi
perkembangan masvarakat. Terhadap penvidikan
ditentukan sebagaimana vang diatur dalam pasal
3 yang berbunyi: ‘

"Penyidikan dan  penuntutan tindak pidana
korupsi dijalankan menurut ketentuan-
ketentuan -vang berlaku, sekedar tidak
ditentukan lain dalam UU”. (garis bawah
dari penulis)

Lebih lanjut disebutkan dalam pasal 9 vang

‘memberikan kewenangan bagi Jaksa untuk

mengadakan pemeriksaan di bidang perbankan.
Disebutkan pula secara ekplisit bahwa Jaksza
Agung sebagai pemimpin/koordinator tugas
penyidikan perkara korupsi terlihat dalam pasal

26 yang berbunyi:

“Jaksa Agung selaku penegak  hukum  dan

penuntut umm ‘ Lertinggi
meminpin/mengkoordinir tugas kepolisian
represif/vustisiil dalam penyidikan

perkara-perkara korupsi vyang diduga atau
mengandung  petunjuk telah dilakukan oleh
seorang vyang harus dJdiadili oleh pengadilan
dalam lingkungan Peradilan Militer maupun
oleh seorang vang harus diadili oleh
pengadilan dalam lingkugan peradilan umu” .
Bahkan didalam penjelasan disebutkan Jaksa
Agung sebagai keoordinator vyang memimpin
penyvidikan korupsi baik pelaku sipil maupun
militer.”

" Lihat penjelasan UU No. 3 tahun 1971 bagian Umum.
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U0 Ne. 31 th. 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi.

Kehadiran UU MNo. 31 th. 1999 'ini Juga
dilatar belaikangi pemikiran bahwa UU No. 3 tzhun
1971 dianggap tidak sesuai lagi sebagaimana

dituangkan dalam konsideran menimbang ke-c

“Bahwa U No. 3 tahun 1871 tentang
pemberantasan tindak pidana kerupsi sudah
tidak sesuai lagi dengan perkembangan
kebutuhan hukum dalam masyarakat, karena
it perlu diganti dengan UU penberantasan
tindak pidana kecrupsi vang baru sehingga
diharapkan  lebih efektif dalam mencegah dan
memberantas tindak pidana korupsi”.

UU ini memuat beberapa hal penting vang
berbeda seperlhi masalah pertanggungiawaban
pidana korporasi, ancaman pidana mengquﬁakan
minimum khusus/specizle straf minima dan maximum
serta pidana tambahan, pengembalian kerugian
negara tidak menghapuskan pemidanaan, kewenangan
bagi Jaksa Pengacara Negara untuk melakukan
gugatan  perdata terhadap ahli waris pelaku
korupsi vang meninggal saat proses peradilan
belum selesai, penggunaan sistem pembuﬁtian
terbalik terbatas, dimungkinkannya peran serta
masyarakat dan pemwbentukan Tim Pemberaniasan
Korupsi.

Khusus mengenai dibentuknya Tim
Pemberantasan Korupsi, terdapat hal-hal vang
perlu dijelaskan. Bahwa menurut pasal 26

berbunyi:
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“Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di
sidang pengadilan terhadap tindak pidana
korupsi, dilakukan berdasarkan hukun acara
pidana vang berlaku, kecuali ditentukan
lain dalam UU ini”.

Dengan demikian masalah penyidikan korupsi
tetap berlaku peraturan perundang-undangan vang
ada dalam hal ini berarti KUHAP. Sementara itu
RUHAP mengatur dalam pasal 254 vang diatur lebih
lanjut dalam PP No. 27 tahun 1983 memungkinkan

penyidikan korupsi dilakukan oleh Jaksa.

Sedangkan Team Gabugan Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi,* sebagaimana dimaksud dalam UU
no. 31 th. 1999 hanyalah mengenai korupsi yang
sulit pewbuktiannya sebagaimana diatur cdalam
pasal 27 vang berbunvi “Dalam menentukan Tim
Pemberantasan Korupsi vyang sulit pembuktiannva,
waka  dapat dibentuk tim gabungan - dibawah
koordinasi JAY. Dalam pasal ini tercantun kata
“dapat” . Istilah “dapat” tidak bersrti harus,
bahkan dapat pula diartikan “kalau dipandang

periu” baru dibentuk Team.  Dalam Penjelasan

'pasal 27 diseputkan ‘“yang dimaksud dengan

*tindak pidana korupsi vang sulit pembuktiannya”
antara lain tindak pidana korupsi dibidang
perbankan, perpajzkan, pasar Hmdal,.perdagéngan
dan industi, komoditi berjangka, atau dikidang

moneter dan keuangan vang:

a). Bersifat lintas sektoral;
k). Dilakukan dengan menggunakan teknologi

canggih;
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c}. Dilakukan oleh tersangka/terdakwa vang
berstatus sebagal penvelenggara negara
i

sebagaimana ditentukan dalam UU No. 23

th., 1992 tentang Penyelenggaraan Negara

yau  Bersit dan Pebas dari Rorupsi,

Folusi dan Nepotisne.

Disamping itu andai saja dibentuk Tim
Gabungan akan dikoordinasikan olenh Jaksa Agung.
Dengan demikian kalau Jaksa Agung dalam Tim
Gabungan saja menjadi EKoordinater, maka dapat
pﬁla dikatakan hahwa Jaksalah sebagai
penyidiknya, karena Jaksa Agung adalah vucuk
pimpinan tertinggi di Kejaksaan.

Dalam penjelasan disebutkan bahwa “Dalam
hal Terjadi tindak pidana korupsi vyang sulit
pembuktiannva, maka dibentuk tim gabungan yang
dikoocrdinasikan oleh Jaksa Agung, sedangkan
proses penyidikan dan  penuntutan dilakukan
sesual peraturan perundang-undangan yang
bérlaku”. Lebih lanjut dijelaskan “Hal ini
dimaksudkan dalam rangka meningkatkan efisiensi
waktu penanganan tindak pidana korupsi dan
sekaligus perlindungan manusia dari tersangka
atau terdakwa” . Dengan demikian, ketika tim ini
dianggap tidak efisien, maka Jjustru timbul
pertanyaan apakah perlu?

Dengan demikian kewenangan kejaksaan dalam
renyidikan korupsi sebenarnva tidak | perlu
diperdebatkan, meski ada Tim Gabungan, Jaksa

tetap berwenang menyidik,
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2. Dasar Pemikiran Kewenangan Kejaksaan Dalam’ Penyidikan
Tindak Pidana Korupsi.

Secara etimologis, istilah penyidikan merupakan

padan kata bahasa Belanda ‘opsporing”, dari bahasa

Inggris “ionvestigation” atau dari behasa Latin

e Mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka

“investigatio” .
3 KUHAP, dapat disebut bahwa penyidikan adalah
serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut
cara vang .diatur dalam Undang-undang ini untuk
menca;i serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti
itu membuat terang tentang tindak pidana' yarng
terjadi dan guna menemukan tersangkanva. :
Sementara itu menurut Andi Hamzazh'®, bagian-
bagian penyidikan yang berkaitan dengan cara pidana
adalah: |
1. Ketentuan-ketentuan tentang data-data penyidikan.
2. Eetentuan-ketentuan tentang diketahuinya
terjadinya delik.

Pemeriksaan di tempat kejadian.

W

Pemanggilan tersangka atau terdakwa.
Penahanan sementara.
Penggeledahan.

Pemeriksaan atau investigasi.

Lo o ) N 4

Berita Acara {pengygeledahan, interogasi ~ dan
pemeriksaan di tempat).
9. Penvitaan.

10.Penyampingan Perkarea.

Y Lilik Mulyadi, Tindak Pidana Korupsi, (Tinjewan Khusus Terhadap Proses Penyidikan, Penintutan,
Pemeriksaan Serta Upava Hulumnvea Menurut UU No, 31 tahin 1999, Penerbit PT. Citra Aditya Bhakii,

Bandung, 2000
2 Andi Hanzah, Pengertian Hukum Acara Pidana , Pencrbit Ghatia, Indonesia, Jakarta, 1984, hal 122 dan

Pengusutan Perkara Kriminol Melalui Sorana Teknik dan Sarana Hukim, Penerbit Ghalia Indonesia,
Jakarta 19806 hai. 96.
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11.Pelimpahan perkara kepada PU dan pengembaliaanya
kepada penyidik untuk disempurnakan.

Terhadap tindak pidana korupsi, sebelum
keluarnya UU HNo. 31  tahun 19989, penyidikénmya
dilakukan oleh Kejaksaan. Namun demikian selelah
lahirnya UU No. 31 tahun 1999 yaitu pasca Agustus
1999{'penangganan terhadap tindak pidana korupsi ini
memiliki keragaman pemahaman.

Di satu sisi ada vang beranggapan bahwa pihak
Kepolisianlah yang berhak untuk melakukan penyidikan
terhadap tindak pidana korupsi.

Namun démikign di sisi lain, dengan bertitik
tolak dari ide bahwa materi tindak pidana korupsi
sebagali bagian dari  hukum pidana khusus (ius
special, lus singulare/bijzonder strafrecht) maka

" sebenarnya Kejaksaanlah yarng berhak melakukan
penyidikan terhadap korupsi. »

Hal senada Juga dikemukakan oleh Loebby
Logman, bahwa dari seéejek dirancangnya Undnag=
undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disadari
bahwa Undang-Undang tersebut wmerupakan Undang-
Undang pidana khusus. Yaitu Undang-Undang hukum
pidana vang sekaligus mengatur substansi maupun
hukum acara pidana di luar KUHP dan KUHAP.'?

Kegamangan pemahamaﬁ sebagaimana vyang terjadi

saat ini disebabkan oleh ketidakielasan dari
ketentuan Pasal 26 UU Ne. 31 tahun 1999 ‘yang
berbunyi” Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan di

sidang Pengadilan terhadap tindak pidana kofupsi

13 Loebby Logman, Masalah Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, Badan Pembinaan Hukum Nasional
Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, 1996/1999, Hal. 3.




dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku,
kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini” .
Pasal ini tidak menjelaskan secara ekplisit

lembaga mana vang bertugas melakukan renyidikan

terhadap tindak pidana korupsi.

Sehubungan dengan ketidak-jelasan ini, maka
pembahasan berikut difokuskan pada asumsi-asumsi
vang mendasari pemahaman bahwa kejaksaan berwenang
menangani penyidikan tindak pidana kerupsi. Argumen-
argumen yang mendasari pemikiran bahwa kejaksaan
masih berwenang menyidik tindak pidana korupsi

antara lain sebagai berikut:

1.Bahwa ketentuan hukum pidand dapat dikategorikan
mnenjadi hukum pidana unum (ius commune) dan hukum
pidana khusus'(ius singulare, ius speciale atau
bijzonder strafrecht), ketentuan hukum- pidana
unun - dimaksudkan  perlaku  secara  umum sepertd
termaktub dalam KUHP, sedangkan ketentuan Hukum
Pidana Khusus menurut Pompe A. Nelten, Sudarto
dan E. Y. Kater' diartikan sebagal ketentuan
hukum pidara yang mengatur mengenai kekhususan
subyek dan perbuatan yang khusus (bijzonder lijk
feiten).. Tindak pidana korupsi sebagai bagian

dari tindak pidana khusus Jjuga memiliki

" Periksa:
a}

b}

¢}
d)

W.P.J. Pompe, Handboek van het Nedelandshe Strafrecht, NV Uitgevermaatshappij W.E.J.
Tieenk-Willink, Zwollo, 1959, hal 32-33.

A. Nolte, Her Strafrecht en de Afzonderlifke Wertten, Nijmegen; Utrecht-Dekker & von de
vegt, 1949, hal 97.

Sudarto, Kapita Selekia Hukum Pidana, Penerbit. Alumni Bandung, 1981, hal 61.

E.Y. Kanter & S.R, Sianturi, dsas-asas Hukwm Pidana di indonesia dan Penterapaniyva,
Penerbit Alwmnni AHM-PTHM, Jakarta 1982, Ll 22,

(Dalam Lilik Mulyadi, Yindak Pidana Korupsi (Tinjauan Khusus Terhadap Proses Penvidilan,
Penuntutan, Peradilan Serta Upaya Fukumnya Menurur UL Nomor 31 iahun 1999, Pencrbit PL.
Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000 hal D).




kekhususan dalam hukum acarénya. Kalau dibuat
perbandingan antara pasal 26 UU WNo. 31 tahun
1999, pasal 2 ayat (1} UU No. 24/Prp/l960 dan
ketentuan Pasal 3 UU Nec. 3 tahun 1971 sbb:

Pasal Z6& UU No. 31 th. 1299.

*Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di
sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi,
dilakukan berdasarkan hukum acara pidana vyang
berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-
undang ini”.

Pasal 2 ayat (1) UU Prp. 24 th. 1960.
“"Aturan-aturan mengenal pengusutan dan penuntutan
menurut peraturan biasa, berlaku bagi perkara
korupsi, sekedar: tidak ditentukan lain dalam
peraturan inl”.

Pasal 3 UU Ne. 3 th. 1971.

“Penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi
dijelaskan menurut ketentuan-ketentuan Vang
berlaku, sekedar tidak ditentuakan lain dalam
Undang~Undang ini”

Memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut di
atas, dapat diperbandingkan bahwa redaksionalnya
hampif sama. FKorupsi sebagai bagian dari hukum
pidana khusus, maka mempunyai hukum acara khusus
vang menyimpang dari ketentuan hukum acara pidana
pada umumnya. Dengan demikian menggunakan hukum
acara pildana vyang bersifat “lex specialist”.
Penyimpangan-penyimpangan fersebut dimaksudkan
untuk mempercepat prosedur dan mempermudah
penyidikan, penuntutan  serta  pemeriksazn di
sidang pengadi lan Serta dalam rangka
pembuktiannyva. Sementara kekhususan hukum acara
menurut UU Ne. 31 tahun 1999 adalah sebagai
berikuts: .
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a. Proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan
di sidang pengadilan mendapatkan prioritas
unthk didahulukan dan mendapatkan penyelesaian
secepatnya. ™"

b. Perkara korupsi yang sulit pembuktiannya dapat
dibentuk Tim Gabungan dibawah koordinasi Jaksa
Agung.*®

¢. Demi kepentingan penyidikan tersangka wajib
memperikan keterangan terhadap seluruh harta
bendanya istri, suami maupun anak vang diduga
diperoleh dari korupsi.'”

d. Untuk kepentinmgan penyidikan, penuntutan dan
pemeriksaan berwenang untuk meminta keterangan
dari Bank dan Gubernur BI berkewajiban untuk
memenuhi permintaan itu.'?

e. Saksi dilarang menyebut identitas pelapor.!®

f. Jaksa Pengacara Negara dapat melakukan gugatan
perdata.”” '

g. Dapat diselenggarakan peradilan in-absentia
dalam hal terdakwa tidak Hadir di sidang
pergadilan setelah dipanggil secara sah.”

h. Jaksa Agung mengkoordinasikan penyelidikan
penyidikan,- dan penuntutan dalam‘hal korupsi
dilakukan bersama-sama oleh orang vang tunduk

pada peradilan umum dan militer.?®

' Lihat Pasal 25 UU No. 31 th. 1999,

*6 Lihat Pasat 27 UU No. 31 th. 1999,

Y Lihat Pasal 28 UU No. 31 th, 1999.

" Lihat Pasat 29 ayat (1) s/d (5) UU No. 31 th, 1999,
" Lilant Pasal 31 ayat (1) UU No, 31 th, 1999,

@ 1 ihat Pasal 32 UU No. 31 ti 1999,

* Lihar Pasal 38 UU No. 31 th, 1999,

2 Lihat Pasal 39 UU No. 31 th, 1999,




Berdasarkan Kepres No. 228 tahun 1967 tanggal 2
Desember‘1967 tentang Pembentukan Tim Femberantaan
Korupsi dimana ditentukan bahwa Ketua Timnya édalah
Jaksa  Agung. Pasal 5 berbuﬁyi *Ketua Team
Pemberantasan Xorupsi adalah Jaksa Agung, vyang
dalam melakukan tugasnya bertanggungja@ab kepada
Presiden”. Sementara tugas dan fungsinya secara
tegas dinvyatakan sebagai  koordinator penvidik
sebagaimana diatur dalam pasa 3 “Team Pemberantasan
Korupsi mempunvai fungsi memimpin, mengkoordinir
dan mengawasi semua alat-alat penégak hukum  vang
berwenang baik sipil maupun Angkatan Bersenaijta
Republik Indonesia alam melakukan penyelidikan,
penyidikan dan penuntutan rerkara-perkara korupsi

baik vyang dilakukan oleh oknum sipil maipin.

- Angkatan Bersenjata Republik Indonesia” Dari

pengalaman sejarah pembentukan Team tidak akan
menghilangkan kKewenangan vang dimiliki oleh
Kejaksaan tetapi Justru rembantu tugas~tugas
Kejaksaan. Dilihat dari sudut sejarah yang demikian
tidak berlebihan kiranya bila Kejaksaan sekarang
berwenang menyidik tindak pidana korupsi meskis
sudah dibentuk Team. '

Berteolak dari ketentuan pasal 284 ayat 2 vang
berbunyi “dalam waktu 2 tahun setelah UU ini
diundangkan, maka terhadap senua perkara
diberlakukan ketentuan Undang-undang ini, dengan
pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan
Khusus acera pildana sebagaimana disebutkan . pada
Undang-Undang tertentu, sampai ada perbuatan dan
atau dinyatakan tidak berlaku lagi”., - Penjelasan

lebih lanjut terdapat dalam pasal 17 PP 27/83
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tentang pelaksansan KUHAP yang berbunyi “Penyidikan
menurut Xetentuan khusus acara pidana sebagaimana

tersebut pada Undang-undang tertentu sebagaimana

dimaksud dalam pasal 284 ayat (2) KUHAP
rdilaksanakan oleh penyidik, Jaksa, dan pejabat
penyidik vang berwenang lainnya berdasarkan
peraturan perundang-undangan” . Ketentuan bahwa

Jaksa dapat menyidik tindak pidana tertentu
didukung dengan ketentuan pasal 32 huruf b UU No.
5 th. 1991, bahwa Jaksa Agung mengkoordinasikan
penanganan perkara plildana tertentu dengan instansi
terkait berdasarkan Ui yaﬁg paelaksanaan
koordinasinya ditetapkan oleh Presiden. Diperjelas
dalam penjelasan bahwa vang dimaksud dehgén perkara
tertentu adalah perkara-perkara pidana vang dapat
neresahkan resyarakat luas, dan/atau dapat
membahayakan keselamatan negara, dan/atau dapat
merugikan perekonomian negara. Berbagai rujukan
tersebut dapat dikatakan bahwa kejaksaan berwenang
untuk menyidik tindak pidan korupsi.

Instruksi Presiden Nomor 15 tahun 1983 dan Kepres
No. 15 tahun 1991 pada pokoknya ditentukan bahwa

dalam pedoman pelaksanaan pengawasan maka para

menteri/pempinan lembaga pemerintah non-
departemen/peminpin instansi lainnya yang
bersangkutan setelah menerima laporan maka
melakukan pengéduan tindalk pldana “dengan

menyerahkan kepada kepala kejaksaan RI dalam hal
terdapat indikasi tindak pidana khusus seperti
korupsi dan lain-lain. Leih jelasnya dapat dilihat

dalam pasal 16 yang berbunyi sbb:




5.

(1) Para menterijfpemimpin lembaga pemerintah non-

departemen/pimpinan

bersangkutan,

instansi
setelah

lainnya yang
menerima laporan

dimaksud dalem pasal 15 ayat (1) huruf a,
mengambil langkah-langkah tindak lanjut untuk

menyelesaikan
diidentifikas

nmasalah-maszalah yang
ikan dalam rangka pelaksanaan

pengawasan, sesual dengan ketentuan praturan

perundang-und
(2) Tindak lanii
berupa: <. T
dengan mer
kepolisian n

angan vang berlaku.

it dimaksud dalam ayat (1) dapat,
indakan pengaduan tindak pidana
iyerahkan perkaranya kepada
e@gara RI dalam hal terdapat

indikasi tindak pidana umum, ataun kepada

kepala kejaksaan  RI dalam  hal

indikasi ti
korupsi, dil”
Retentuan Pasal
menentukan bahwa *
mengendalikan D
penuntutan tindak

bersama-sama oleh

terdapat

| seperti

ndak picdana khusus,
X :
39 U0 No 31 tahun 1999  yang
Jaksa Agung mengkcoordinasikan dan
enyelidikan, penyidikan dan
pidana korupsi vang dilakukan

orang vyang tunduk pada peradilan

umum dan peradilan militer”. Sedang yang dimaksud

engan istilah “men

gkoordinasikan” adalah kewenangan

Jaksa Agung sesual dengan ketentuan sebagaimana

dimaksud dlaam TU ©No. 5 tahun 1991 tentang

Kejaksaan, yvaitu

“*mengkoordinasikan

tertentu dengan

Undang-undang Vang

ditetapkan oleh

pasal 32 huruf b
penanganan perkara pidana

terkait

instansi berdasarkan

pelaksanaan koordinasinya

Presiden” . (garis bawah dari

penulis). Lebih lanjut dipertegas dalam penjelasan

Undang-undang Kejlaksaan

. dimaksud dengan

perkara-perkara

pidana vang dapat

tersebut bahwa *Yang

perkara pidana LlLertentu” adalah

meresahkan

masvarakat luas,

dan/atau dapat membahavakan




keselamatan negara, dan/ataun dapat merugikan

perekonomian negara” (garis bawah dari penulis).

Memperhatikan ketentuan tersebut dapat ditarik
kesiﬁpulan bahwa kejaksaan dapat menangani tindak
pidana korupsi, karena Jaksa Agung sebagail
koordinator dan yang memimpin penanganan pérkara
pidana tertentu, dan korupsi  dapat digolongkan
sebagai perkara pidana tertentu.

Kepres No. 86 tahun 1999 Tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerija Kerjaksaén RI, dalam
Pasal 16 menyebutkan bahwa “Jaksa Agung Tindak
Pidana Khsus adalah unsur pembantu pimpinan dalan
melaksanakan sebagian tngas. dan  wewenang serks

fungsi kejaksaan di ‘bidang vustisial mengenai

tindak pidana khusus yang bertanggungjawab langsung

kepada Jaksa Agung”. Selanjutnya dalam pasal 17
disebutkan secara ekplisit bahwa Jaksa Agung Muda
Tindak Pidana Khusus berwenang melakukan penyidikan

tindak pidana korupsi, lebih jelasnya berbunyi
demikian “ Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus

mempunyai tugas dan wewenang ‘melakukan

penyelidikan, penvidikan, remeriksaan  tambahan,

penuntutan, pelaksanaan penetapan hakim‘dan putusan
pengadilan, pengawasan terhadap pelaksanaan
keputusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lain

mengenai tindak pidana ekonomi, tindak pidana

korupsi, dan tindak pidana khusus lainnya

berdasarkan peraturan perundang-undangan dan
kebijaksaan vyang ditetapkan oleh Jaksa Agung”
(garis bawah dari penulis).

Implementasi dari ketentuan ini dalan

struktur hierarkinya, di bawah Jaksa Agung Muda

19
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1

|
\
|
\
|
Tindak Pidana Khusus te;dapbt Direktorat Penyidikan
yang bertugas untuk menggdakan penyelidikan dan
penyidikan tindak pidana e%onomi dan tindak pidana
khusus lainnva.”’ Dalam Direktorat Penyidikan ini
terdapat Subdirekitorat Tindak Pidana Korupsi® yang
bertugas mengadakan penyelidikan dan penyldikan
tindak pidana korupsi.® | Sementara di tingkat
Kejaksaan Tinggi' juga terdapat Asisten Tindak
Pidana Khusus yang juga nemnbawahi kasi penyidikan.
Sedangkan di Kejaksaan Negeli terdapat Kasi-Pidsus

vang membawahi kasubsi penyidikan. Dengan demikian

secara organisaloris vang Qiatur dalam Kepres No.
8¢ tahun 19929 dan dijabar#a lebih lanjut dengan

Keputusan Jaksa Agung No.| 115/J.A/10/1999 cukup

meyakinkan babwa kejaksaanl sebagai lembaga vang
berwenang melakukan penyi ikan Lerhadap tindak

pidana korupsi.

C. Komisl Pemberantasan Korupsi (KPK).
Seorang mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus
{JAM'PIDSUS) Antonius Sujata menyatakan:

‘“"Kalau ada lembaga penegak hukum vang dibuat semakin
lama semakin impoten, lembaga tersebut tidak  lain
adalah Kejaksaan RI, Mula-#ula melalui XKUHAP,
kewenangan penyidikan dan | penyidikan lanjutan
dipangkas, kemudian wewenang @engawasi barnag-barang
cetakan juga dipangkas. Lalu 1lelu penindakan
terhadap penyelundupan diam@il alih instansi bea
cukai, azas oporunitas dibaFasi, dan vyang paling
telak memukul roboh kejaksaan adalah akan
dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi. Padahal
kalau mau Jjujur berbagai p%ristiwa ataupun kasus

|
* Lihat Pasal 270 Keputusan Jaksa Agung RI No. 115/JA/10/1999.
** Lihat Pasal 272 Keputusan Jaksa Agung RI No. 115/JA/10/1999)
® Lihat Pasal 273 Keputusan Jaksa Aagung RI No. 115 /J.A/10/£999.
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yang menjadi sorctan masyarakat pada akhir-akhir ini
justru sama sekali bukan |karena ulah kejaksaan
sebagai lembaga. Dengan kata|lain, lembaga kejaksaan
harus menanggung beban zkibat kewenangan dipreteli,
dan bukannya karena tidak mampu melakukan tugas,
weweang atau fungsinya sebagaimana diamanatkan oleh
uur 24 |

\

\

Pernyataan tersebut nampak tﬁrlalu emosional, namun

sebagal seorang mantan JAM PIDSUS vang lebih dari
setengah perjalanan hidupnya dijalani sebagal seorang
Jaksa dengan didukung oleh argumen~argumennya, setidaknva
cukup obyektif dan bisa dipahami kegelisahannya.?’
Undang-undang No. 31 tahun 1999 Pasal 43 (1)
menyebutkan *Dalam wakth paling | lambat 2 tahun sejak
Undang-undang ini  mulaid berlakuy, dibentuk  Komisi
Pemberantasan Tindak ?Idana Kofupsi”. Sementara

kewenangan lembaga ini memiliki 'kewenangan yang gangat

luzas meliputi koordinasi dan| supervisi, termasuk
melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Meski

demikian hingga saat ini belum d%bentuk komisi tersebut

dan Undang-undangnya juga belum ada.

Ay

2 Antonius Sujata. Reformasi Dalam Penegakan Hukum. Penerbit Djambatan, Jakarta, 2000, hal 136.
* Lebih lanjut ia mencontohkan, misalnya penanganan penyidikan kasus mantan Presiden Socharto

Mobnas, dan yayasan-vayasan miliknya. Bagi  Kejaksaun,

lentunya  tidak terlabu  sulit  unfuk

menyelesaikannya, namun apakah keputusan akhir ada ditangan lembaga terscbut? Kasus lain mengenai

laporan ICW terhadap Jaksa Agung non-aktif (wakfu itu)

yang menyangkut rekening pribadi:

kebijaksanaan menunjuk Jakss Apgung ad-interim sampai dua ké‘lli (bertentangan dengan UU No. 5 th.
1991); perjalanan Menkeh dan Jaksa Agung ke Aunstria dan Swiss untuk melacak rekening mantan Presiden

Socharto yang belum menampakkan hasil konkrit, Secara jujur i
kebijakan vang menjadi sorotan negatif terscbut di atas bukzuﬂah‘

arus dikatakan, bahwa langkah ataupun
tingkah polal aparat Kejaksaan. Tetapi

mengapa Kejaksaan harus menanggung semua dosa dengan pemasungan kewenangamya, senentara
Kejaksaan sendiri tidak bisa berbuat apa-apa karcna yang tampail‘ di DPR cq. Menkeh nampaknya sudah
bertekad bulat mengikis habis tugas pokok di bidang tindak pidana khusus tersebut. Antonius Sujata, Ibid.
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Keberadaan Komigi ini rupanya mengacu pada The
Independent Commissiqn Against Corruption (ICAC) yang
didirikan oleh pemerintah Hongkong tahun 1974 %% |

Komisi ini dalam struktur organisasinya terdiri dari
Bidang Operasi (Cperaticons Department) dengan tugas
menerima laporan dan melakukan investigasi; Bidang
Pencegahan (Prevention Department) dengant ugas melakukan
penelitian terhadap praktek yang bersifat koruptif serta
memebri saran kepada lembaga pemerintah; dan Bidang Humas
(Community Relations Department), dengan tugas menbawa,
serta mengajak atau mendorong masyarakat untuk memerangi
korupsi.®” Indonesia rupanva dianggap merip dengan
keadaan Hongkong pada saat itu, Sehiﬁgga UU No. 21 tahun
1899 mengamanatkan dibentuknya Komisi Pemberantas
Korupsi,

Padahal sebagaimana kita ketahui bahwa sudah ada
lembaga Kejaksaan vyang selama ini nenangani korupsi.
Sementara pemebentukan Komisi memerlukan prcses  yang
tidak mudah, bahkan peraturan perundang-undangannyea
hingga ini belum terbentuk. Tidakkah permasalahannya
justru terletak pada bagazimana mengefektifkan lembaga
yang sudah ada.

Sehubungan dengan hal tersebut keberadaan Komisi
sebaiknya tidak tumpang tindih dengan lembaga yang sudah
ada. Dengan kata lain Komisi Independen tersebut wilayah

tugas maupun kewenangannvya berada - dalam lingkup

% Pada dekade 1960-1970-an koloni Hongkong dilanda krisis korupsi, padahal wilayah protektorat Inggris
tersebut lengah berusaha mewujudkan cita-citanya untok menjadi pusal perdagangan Imernasional (li
belahan Timur Jauh, Praktek-praktek korupstif seperti suap, perdanigan obat bius, prostitusi, judi gelap, dit
merajalela dan dianggap lumrah, Kondisi tersebut sudah tidak bisa ditanggulangi oleh aparat yang ada,
karena kebobrokan sudah menyeluruh, sampai merasuk ke tubul apartur penegak huleum. Untuk
memberantasnya, diperlukan institusi yvang baru sama sekali, dengan kewenangan khusus untuk menindak
serta prosedur ketja yang tidak birokratis, tanpa peduli siapa vang korupsi, apakah aparat sipil, militer,
Jaksa/hakim, polisi, politisi, atan anggota legislatif. Periksa Antonius Sujata, dalam 7hid. hal 133-154,

# Antonius Sujata, /Hid




Prevention Department @an Community Relation Department
sebagaimana dilaksanakaﬁ oleh [CAC. Sedangkan badan yang
kini ada cq. Kejakséan melaksanakan tugas operasi
sebagaimana wewenan ;Operations - Department. Dengan
demikian, pemberantasanfkorupsi melalui law enforcement
oleh aparat yang teiahr ada memperoleh dukungan mutlak
dari Komisi Independen ﬁersebut, sehingga aspek preventif
dan represif dapat diimﬁlementasikan secara sinergils.

Sementara itu terhadap ketentuan pasal yang
mengamanatkan dibentukﬂya Tim Gabungan Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi .(TGPK) vang diketual oleh Adi
Andovo, SH. Mantan Hakim AJung  yang befkantor ai
Kejaksaan Agung, telahf dibentuk. TGPFK ini dimaksudkan
untuk menangani korupsi yang sifatnya lintas sektoral dan
sulit pembuktiannya. Namun demikian kalau kita berbicara
tentang hasil, hingga kipi belum menampakkan keberhasilan
yang dapat dirasakan secara nyata.

Terlepas dari adé tidaknya Kemisi ini, vperlu
dikedepankan pemahaman bahwa, pada saat kapanpun, dan
dengan instansi macam apapun, keberhasilan pemberantasan
kerupsl sangat ditentukaﬁ oleh kemauan:politik (political
will) dari pemegang kekuasaan, bukan dengan tambal sulam
atau tambal sulam atauﬁun. dengan mengobok—dbok tatanan
vang sudah berlaku. Pemberantasan korﬁpsi tanpa kemauan
politik vang Jujur juﬁtru akan mengundang kecurigaan
serta sinisme bahwa sebenarnva hal tersebutb ditujukan
untuk menangkapi ikad—ikan besar dengan melempaskan

ikan~ikan kecil, melemparkan kail-kail tanpa umpan.®

* Antonius Sujata, fhid,




Namun demikian perlu dimaknai secara positif bahwa
UU No. 31 tahun 1999 mengandung spirit positif upaya

pemberantasan korupsi.

D. Peraturan Perundand-uridangan yang Mempengaruhi
Independensi Kejaksaan Dalam Penyidikan Tindak Pidana
- Korupsi.
1. Undang-Undang Kejaksaan.

Dewasa 1ini . sangat Jjelas bahwasanya masvarakat
menyorotl secara tajam dalam bentuk kritik-kritilk
bahkan démonstrasi terhadap kejaksaan. Fenomena ini
agaknya harus dilihat‘sebagai suatu cerminan persepsi
masyarakat yang menganggap bahwa lembaga hukum ini
kurang independen, kurang cepat bergerak, kurang
profesional, dan puila dipertanyakan integritas
personilnya.™

Pemahaman vyang demikian sebenarnya tidak hanya
dialami oleh kejaksaan semata, namun juga dialami oleh
lembagawlembaga lain penegak hukum. Bahkan Hakim vang
secara yuridis dan telah diakui memiliki kekuasaan
bebas, masih sering menjadi obyek kritikan dan tuduhan
bahwa hakim mendapatkan pengaruh atau diintervensi
dari pemegang kekuasaan/eksekutif. Mengapa kéjaksaan
menjadi pusat perhatian, tidak lair lebih dikarenakan
oleh kasus-kasus besar yang saat ini sedang ditangani
kejaksaan, nasibnya hingga kini kurang Jjelas sampai
dimana pehnangannannyva (seperti pelanggaran HAM,
Korupsi Bank Bali, Korupsi mantan Presiden Sceharto
dsb) . Sementara itu tidak setiap persoalan tersebut

mendapatkan penyelesaian yang baik oleh kejaksaan.
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Sehingga mau tidak mau kejaksaan mendapatkan sorctan
dan kritikan, tidak terkecuzli masalah independensi
kejaksaan.

Korupsi, vyang diharapkan masyarakat mendapatkan
prioritas penyeleszian, ternvata tidak banyak berubah.
Bahkan terkesan jalan ditempat. Disinyalir ini terjadi
karena kejaksaan terlalu kompromi dengan pemegang
kekuasaan dengan segala bentuk intervensinya sehingga
tidak .responsif terhadap rasa keadilan masyarakat
yang menuntut penyelesaian korupsi secara cepat.

Terlepas dari kritik-kritik negatif terhadap

kejaksaan yang cenderung memojokkan kejaksaan, sangat

Jarang dijumpai -alternatif-alternatif penyelesaian

yang discdorkan kepada kejaksaan terhadap masalah vang
sedang dihadapi. Bahkan untuk sekedar mendapatkan
literatur tentang kejaksaan saja sangat sulit. Hal ini
menunjukkan konsern dari masyarakat terhadap bagaimana
peran kejaksaan vyang harus diambil di tengah-tengah
tuntutan reformasi ini sangat lemah. Namun sarat
dengan kritik.

Peran penting kejaksaan dalam sistem peradilan
ridana _(SPP) sekaligus ditunjukkan dengan beratnya
beban yang harus dipikul oleh kejaksaan. Hal ini Jjuga
disebut dalam "“Guidelines on the Role of Prosecutors”
antara lain “as essential agents of the administration
of justice, prosecutor shall at all times maintain the

honour and dignity of their profession..”.%

* Harkristuti Harkrisnowo, Aenyoal Independensi Kejaksaan Agung: Beberapa Catatan Pemikiran,
Makalah disampaikan dalam rangka Seminar Hari Bhakti Adhyaksa vang disclenggarakan oleh Icjaksaan
Agung RI Jakarta, 20 Juli 2000, ‘ :

* Gudelines on Th Role of Prosecutors, ditetapkan oleh Konggres ke Delapan PBB Mengenai Pencegahan
Kejahatan dan Pembinaan Narapidana, di Havana, Cuba, 27 Agustus — 7 September 1990,
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Abraham Blumberyg wengidentifikasikan peran
Kejaksaan di Amerika Serikat sebagal:

Cellection agent;
. Dispencer of justice/powser bhroker Fixer;
Political enforcer;
Overseer of police;

20 o

1%

Meskipun peran Jaksa di Indonesia dengan Jaksa
di Amerika lherbeda, karena di Indonesia menganut
sistem Ercopa Kontinental, sementara Amerika menganut
i sistem Anglo Saxtion, setidaknya dapat dijadikan bahan
perbandingan betapa pentingnya péran jaksa.

Selanjutnya Howard Abadinsky nengetengahkan

! bahwa perdn jaksa terbagi dalam 2 hal:

1. to enforce the law on behalf of the people in the name
of the state, anhd

- te ensure that justice is accouplished by not
brosecuting these for whom evidence 1is lacking or
whose guilt is in serious doubts.™

D)

Dalam konteks Indonesia, kejaksaan juga memiliki
peran yang sangat penting dalam SPP. Kejaksaan selain
sebagal Penuntut Umum juga berwenang untuk melakukan

enyidikan terhadap tindak pidana korupsi. Meskipun‘
kewenangan kejaksaan dalam penyidikan orupsi setelah

lahirnya UU No. 31 tahun 1999 ini masin menjadi

perdebatan. Neamun demikian hingga kini kejaksaan masih
menjalankan kewenangannya sebagai penyidik tindak

pidana korupsi.

33 Abrabam Blumberg, Crintinal Justice; Issues and fronis. New York: vaVmwpmMSl9ﬁ)mﬁl%
' dd]dm Harkristti Harkrisnowo. fhid

' * Howard Abadinsky. Discre tionary Justice: b Introduction to Discretion in Criminal Justice,
Springfield, Wionis, Charles Thoman, 1984, kal 61-62. Dalam Harkristuti Harkrisnowo, fhid
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Terlepas dari perdebatan-perdebatan tentang
berwenang tidaknva kajaksaan dalam menyidik tindak
pidana korupsi tidak menjadi fokus dalam tulisan ini,
namun rebih dititik»beratkan pada bagaimana kejaksaan
dalam menangani tindak pldana korupsi selama ini,
khususnya di tingkat penyidikan. Fokus pada masalah
penyidikan ini vpenting karena dengan peran Jjaksa
sebagai .p@nyidik, maka  kejaksaan Jugalah vang akan
menentukan layak tidaknya perkara tersebut diteruskan.
Dan ketika kejaksaan menganggap bahwa penyidikan cukup
bukti, maka berkas perkara tidak perlu dilimpahkan ke
lembaga lain, tetapi= masih dalam satu atap vaitu
kejaksaan meskipun telah melalui dua tahap. Dengan
demikian Jaksa sendirilah vang menjadi ujung tombak
sekaligus penentu suatu perkara dilanjutkan atau
tidak.

Oleh sebab itu penvidikan merupakan suatu tahap
penting dalam vperkara xorupsi, dan karena Jaksa
sebagai penyidik maka peran Jaksa juga sangat penting
bahkan menentukan.

Sementara itu, vang menijadi perscalan Dbesar

- adalah apakah dalam melakukan penyidikan terhadap

tindak pidana korupsi ini kejaksaan -benar—benar
independen. Mengingat pelaku korupsi biasanya adalah
orang-orang eksekutif atau pemegang kekuasaan atau
setidaknya mereka yang mempunyal akses dengan pemeganyg
kekuasaan.

Masalah indepandensi kejakéaan dalam arti
institusi dalanm hubungannya dengan penegang kekuasaan
dan independensi jaksa dalam pengertian personil vyang
menjalankan tugas dan kewenangannya merupakan dua hal

vang tidak dapat terpisahkan. Namun demikian sayangnya
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hal ini ku:anq mendapat perhatian msyarakat
sebelunnyva, sehingga tawaran solusi jarang Qiberikan.

Rupanya kekﬁasaan hakim yang bebas dalam memutus
suatu perkara télah membuai masyarakat karena dianggap
menjamin  keadilan. Padahal kebebasan hakim tidak
banyak berarti bila tidak didukung dengan peran-peran
yang mandiri pula lembaga yang menangani perkara
sebelunnya. Apélagi masalah korupsi. Dimana pelaku
korupsi biasanya adalah pemegang kekuasaan atau
setidaknya orang yang mempunyai hubungan dekat dengan
pemegang kekuaséan. Manakala dalam tingkat venyidikan
vang dilakukan kejaksaan sudah mendapatkan intervensi
maka kemandirian hakim tidak banyak berarti. Karena
sebelum berkas éampai pada hakim yang mandiri, berkas
tersebut sudah ;hilang sebelum muncul ke permukaan.
Kalau demikian :halnya apa arti kemandirian hakim,
kalau tidak disertai dengan kemandirian Jzksa.

Masalah iﬁtervensi kekuasaan terhadap kejaksaan
inilah vyang sering menjadi faktor penentu apakah
perkara i1tu meﬁjadi perkara atau tidak, Jjadi bukan
karena perkara tersebut tidak cukup bukti atau tidak
bisa dijerat déngan pasal-pasal korupsi. Hal ini
sering dijumpai.é

Sementara itu konsep independensi kejaksaan itu
hingga kini belum delas mau kemana arahnva. Apakah
kemandirian dalam arti lembaga atau kemandirian dalam
arti personalé dalam menjalankan tugas dan
kewenangannva. |

Independensi Jaksa menurut Jacqueline Tombs
dapat diintepretésikan dalam beberapa makna yaitu:

a. lindependence from legal rules;
b. independence from the police;
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independence from the courts;
Independence from the criminal justice;
independence from the system;
independence from government ;
independence from public.”

00

]
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Dalam hal ini independensi vyang dimaksud adalah
independence from the government. Dengan demikian
independensi kejaksaan adalah independensi dari
kekuasaan eksekutif.

| Bahwa kejaksaan tidak memiliki independensi
sebenarnya dapat dilihat dalam Ul Kejaksaan Wa. 5§

tahun 1991 dalam pasal 2 ayat (1) secara ekplisit

JJ

dinyatakan “Kejaksaan adalah lembaga pemerintah vang
melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan”.
Bahkan di dalam pasal 6 avat (1) disebutkan

W

bahwa susunan  organisasi  dan  tata kerja kejaksa:
ditetapkan dengan Keputusan ?residen”.

Selanjutnya dalam pasal 19 disebutkan “Jaksa
Agung diangkat, diberhentikan dan bertancggungijawab
kepada Presiden”. Denqan.,demikian keberadaan Jaksa
Agung jelas-ielas tergantung sepenuhnya kepada
Presiden, karena diangkat dan diberhentikan oleh
Presiden bahkan Jjuga 'harus bertanggungjawab kepada
Presiden. Konsekuensi dari kelembagaan kejaksaan yang
demikian tersebut maka Jaksa Agung dan seluruh
jajarannya tunduk kepada Presiden. Sehingga tidak
beriebihan kiranya bila disebut bahwa kejaksaan tidak
independen.

Ketentuan Pasal 9 huruf h UU No. 5 tahun 1991

disebutkan “Jaksa harus berwibawa, Jjujur, adil dan

¥ TIacqueline Tombs {1987), Independen Prosecution System. dalain The Criminal In Justice System, vang
disunting olch George Zdenkowski. Chris Ronalds dan Mark Richardson, Sydnev: Pluto Press . 90-110
dalam Harkristwii Harkrisnowo, Ibid.
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berkelakuan tidak tercela”. Hal ini berbeda dengan
perunusan pasal 1 ayat 1 Ul kejaksaan sepelumnya vaitu
No. 15 tahun 1961 yang menyebutkan "Kejaksaan adalah
alat megara penagak hukum vang terutama bertugas
sekbagai pénuntut uman” .0 Dalam  pasal Yang sama
dijelaskan bahwa Jaksa dalam menjzalankan tugasnya
selalu menjunjung tinggi hak-hak asasl rakyat. Kata-
kata menjunijung tinggi hak-hak asasi rakyat sudah
tidak ada 1lagi ‘dalam UU No. 5 th. 1881. Padahal
penghapusan kata-kata harus menghormati hak-hak asasi
rakvat ini memiliki implikaéi vang sangat luas.
Bahkan dapat dikatakan bahwa penéfsirank vang sempit
terhadap pasal tersebut dengan mengkaitkannya dengan
pasal-pasal tersebut di atas, dapat mengetengahkan
persepsi bahwa kepéntinqan pemerintah harus
didahulukan dari pada kxepentingan rakyat. Bankan
penafsiran yang lebih sempit lagi dapat meriyebabkan
lembaga kejaksaan 1tu sebagai alat pemerintah yvang
sedang berkuasa.*® _

Dengan demikian ditinjau dari seqgi
independensinya, maka Kejaksaan sebagaimana diatur
dalam UU No. 15 th, 1961 lebih memungkinkan untuk
independen dibandingkan dengan UU No. 5 th. 1991. Hal
ini didasari oleh pemikiran bahwa Pasal 1 UU No. 15
th. 1961 berbunyi:

(1) . Kejaksaan Republik Indonesia selanjutnya

disébut - Kejaksaan, izlah alat Negara

enegak hukum AN Lerutama bertugas
P 3] yang 8

sebagail penuntut umum.

* Harkristuti Harkrisnowo /hid.




{2) Kejaksaan dalam menjzlankan tugasnya selalu

menjunjung tinggi hak-hak asasi rakvat dan

hukum negara. (garis bawah dari penulis)
Kata-kata Talat negara pénegak hukum” dan
"menjunjung tinggi hak-hak ésasi rakyat dan hukumn
negara” ini tidak dijumpai lagi dalanl U0 No. & th.
1991. Dalam UU No. 5 th. 1991 lebih mengedepankan
nuansa kepemerintahan. dibandingkan Xenegaraan. Hanva
saja dalam konsideran UU No. 5 th. 1991 tidék lagi

dijumpai istilah “sebagai alat revolusi” .,

Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. -
Memperhatikan ketentuan UU No. 14 tahun 1970
tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman,

Pasal 1 berbunyi:

"Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara
yang merdekaza unbuk menyelenggarakan peradilan
guma menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan
Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum

RI”.
» Kemudian dalam Pasal 2 ayat (1) berbunyi:

“Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman tercantum
dalam pasal 1 diserahkan kepada - badan-badan
peradilan dan ditetapkan dengan UU, dengan tugas
pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili
serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan
kepadanya” .

Sementara terhadap UU tersebut telah mengalami
perubahan yaitu UU No. 35 tahun 1999 tentang Perubahan
Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang
Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Sayangnya perubahan tersebut tidak menyangkut hal-hal
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vang esensial severlti pasal 1 dan pasal:2 ayat (1)
tersepbut di atas.

Padahal ketentuan pasal 1 dan 2 ayat (1) ini
sebenarnya telah  mempersempit makna . kekuasaan
kehakinan, karena kekuasaan kehakiman hanya dibatasi
pada kekuasaan peradilan atau kekuasaan. mengadili.
Padahal kekuasaan kehakiman vang dimaksud dalam Pasal
24 ayat (1) UUD 1945 vyang Dberbunyi “Kekuasaan
kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan lain-lain
badan kehakiman menurut Undang—undang”, meskipun
dalam penjelasan tidak dijelaskan 'batasan kekuasaan
kehakiman. Tetapi vyang dimaksud dengan: kekiasaean
kehakiman pada hakekatnya adalah kekuasaan negara
dalam menegakkan hukum.' Jadi kekuasaan kehakiman
identik dengan kekuasaan untuk menegakkan hukum atau
kekuasaan penegakan hukum. Hanyea saja perumusan pasal
1 di atas yaitu pada kalimat “guna menegakkan hukum
dan keadilan berdasarkan Pancasila, - demi
terselenggaranya negara hukum RI” tidak dirumuskan
sebagal kekuasaan kehakiman, tetapi hanva sebagal
tujuan., °° |

Apabila tujuan inil menjadi pengertian dari
kekuasaan kehakiman, maka kekuasaan kehékiman tidak
hanya berarti kekuaszan mengadili, tetapi mencakup
kekuasaan menegakkan hukum dalam seluruh proses
penegakan hukum. '

Kensekuensi lebih lanjut dengan adanyé pemaknaan
rekuagsaan kehakiman sebagai kekuasaan penegékan hukua,

maka lembaga Kejaksaan sebagai bagian dari lembaga

¥ Barda Nawawi Ariel, Pokok-Pokol: Pikiran Keluasaan Kehaliman Yang Merdeka, Bahan Masikan
Untuk Laporan Akhir Tim Pakar Deartemen Kehakiman, Periode 199871999,
* Barda Nawawi Aricf. /bid.




penegak hukum dalam SPP tentu saja menjadi bragian dari
kekuasaan kehakiman tersebut. Sebagal konsekuensi
lanjutan, kejaksaan harus memiliki indepensi.

Dalam hal penyidikan tindak pidana korupsi
dengan sendirinya Kejaksaan memiliki independensi.

Namun demikian karena kekuasaan kehakiman masih
dipahami sebagaimana yang dipamahami masyarakat dalam
UU No. 14 th. 1970, maka Kejaksaan bukan bagian dari
kekuasaan kehakiman yang memiliki independensi.

Padahal sebenarnya apabila ditinjau dafi aspeak
sejarah perundang-undangan kekuasaan kehakiman, maka
pengaturan kekuasaan: kehakiman selalu berbarengan
dengan kekuasaan Kejaksaan.

Ul No. 12 th. 19438 tentang Susunan dan Kekuasaan
Badan-Badan Kehakiman dan Kejaksaan, konsiderannyea
menyebulkan “bahwa untuk melaksanakan apa yang
dikehendakl oleh pasal 24 Undang~-undang Dasar, periu
diadakan peraturan tentang susunan dan Kekuasaan
badan-badan Kehakiman dan Kejaksaan”. Dari konsideran
ini dapat dipashami bahwa yvang dimaksud dengan pasal 24
UUD 1945 termasuk di dalamnya adalah Kejaksaan. Di
samping itu pasal 50 avat (2} menyebutkan bahwa di
dalam Mahkamah Agung terdapat Jaksa Agung; Keberadaan
Jaksa Agung pada Mahkamal Agung dapat dipahami bahwa
Kejékéaan nerupakan bagian dari kekuasan kehakiman.
Hanya saja dalam UU tersebut posisi Kejaksaan tidak
independen, hal ini dapat dilihat dalam Pasal 13 “Pars
Jaxsa dalam melakukan Jabatannya harus memperhatilkan
perintah~perintah vang diberikan oleh peregang
kekuasaan Pemerintahan yang berhak memberikannya” .

Demikian halnya dengan UU No. 19 th. 1964

tenbanyg Retenbuan-Relentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman
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pasal 12 menyebutkan “Demni kepentingan revolusi,
kehormatan négara & bangsa atau kepentingan masyarakat
mendesak, Presiden dapat turun atau campur tangan
dalam soal-soal pengadilan”.

Dengan demikian memperhatikan berbagai ketentuan
perundang-undangan tentang Kekuaszan Kehakiman,
keberadaan Kejaksaan belum dipahami sepenuhnya sebagai
bagian dari kekuasaan kehakiman. Sehingga independensi
sebagaimana yang seharusnya dimiliki juga belum nampak
dari Undang-undang kekuasaan kehakiman vang ada.

Oleh sebab itu independensi kejaksaan dalam
penyldikan korupsi (idak ditemukan dalam peraturan
perundang-undangan kekuasaan kehakiman. Hal ini lebih
-disebabkan oleh pemabaman kekuasaan kehakiman vyang
belum sampai pada pemahaman bahwa kekuasaan kehakiman

adalah kekuasaan penegakan hukum.

D. Faktor-faktor Sosiologis Yang Menpengaruhi Independensi

Jaksa Dalam Penyidikan Korupsi.

Faktor—-fakter sosiclogis®™ vang dimaksudkan di sini
adalah faktor-faktor non-hukum yang mempengaruhi Jaksa
ketika sedang melakukan penyidikan terhadap tindak pldana
korupsi. Dan faktor-faktor tersebut membawa pengaruh vang
negatif terhadap hasil penyidikan tindak pidana korupsi.

Sementara itu Jaksa sendiri dalam melakukan
penyidikan tefhadap tindak pidana korupsi Jjuga tidak
lepés‘ dari struktur atau institusi Dbirokrasi vang

mengikatnya valtu Kejaksaan.

¥ Aspele-aspek sosiologi yang biusa dipergunakan scbagai tanda-tanda dan petunjuk-petunjuk krisis ialah:
perubahan dan pertikaian dokirin yang diilauti oleh ketegangan yang semakin parah, dan kadangkala
pertentangan yang kasar, diantarp para pricatisi. Pertikaian tersebut mencakup untutan yang kuat bahwa
paradigma vang ada tidak lagi mampu memeeahkan masalah vang seharusnya, datam prinsip, dapat mereka
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Dalam suatu  masyvarakat modern, Merton'™  vang
diilhami oleh Weber, mencirikan organisasi modern

sebagal berikutb:

1. Birokrasi merupakan struktur sosial Vang
terorganisir secara rasicnal dan formal.

2. Ia meliputi suatu pola kegiatan yvang memiliki
batas-bhatas vang jelas.

3. Kegiatan-kegiatan tersebut secara ideal
berhubungan dengan tujuan-tujuan organisasi.
4. Jabatan-jakatan dalam organisasi

diintegrasikan ke dalam keseluruhan struktur
birokratis. ' ‘ '

5. Status-status dalam birockrasi tersusun ke
dalam susunan yang bersifat hirarkhis.

6. Berbagai kewajiban serta heak-hak di dalam
birokrasi dikatasi oleh aturan-aturan vang
terbatas serta terperinci.

7. Otoritas pada jabatan, bukan pada c¢rang.

8. Hubungan-hubungan antara orang-orang dibatasi
secara formal.
Disinggungnya Cliri-ciri birokrasi =~ modern

sebagaimana vang dikemukakan oleh Merton dimaksudkan

untuk mengkritisi lembaga Kejaksaan dalam kaitannya

dengan perannva dalam penyidikan tindak pidana korupsi.

Kajian kejaksaan dalam perspektif sosiclogis ini
penting, mengingat realitas sosial menunjukkan bahwa
penegakan hukum sangatb dipengaruhi faktor-faktor sosial
non-hulkum.

Sejalan denganhitu pula ¢ara pandang terhadap hukum
vang senmula bersifat abstrak dan formal legistis bergeser
menjadi bersifat yuridis sosiologis atau yuridis empiris.
Suatu hal vyang patut dicatat di sini bahwa aspek

penentangan terhadap cara pandang hukum yang legistis

pecahkan (Merton 1973: 22) Periksa Margaret M. Poloma. Sosiologi Kontemporer. diterbitkan bekerja
sama dengan Yayasan Solidaritas Gajah Mada, PT. Raj Grafindo Persada. Jakarta, 1994, hal 23,
" Margaret M. Poloma, Zbid, hal 31-32.




formal Jjuga dapat ditemukan pada pendapat Eugen Ehrlich

vang mengatakan bahwa:

“.at the present as well as at any other time, the
centre of gravity of legal development lies not in
legislation, nor in Jjuristic science, nor in
judicial decicion, but in society it self”¥!

Berbicara tentang hﬁkum, maka bukanlah merupakan
suatu hal vyang statis. Sedjalan dengan perkembangan
masyarakat, maka hukum pun mengalami perkembangan pula.
Bahkan  perkembangan hukum sangat dipengaruhi oleh
perkembangan masyarakalt itu sendifi. Dengan demikian
secara singkat dapat di:atakan ‘terdapat hubungan yahg
erat dan timbal-balik antara hukum dan masyarakat.'”

Palam realitasnva, sering kita Jjumpai kepincangan-
kepincangan antara tuntutan keadaan dan penanganan maupun
pelayanan vyang dapat diberikan oleh hukum kepada
masyarakat, dalam hal ini tentu saja penegak huﬁum. Hal
ini sangat mungkin terjadi karena selain tampak aspek
normatifnya, hukum Jjuga memiliki sgisl vang lain vyaitu
realitasnva. Dengan demikian pemahamannva tidak terhenti
bagaimana pasal-pasal suatu perundang-undangan. Melainkan
bagaimana hukum itu dijalankan sehari-hari.

Dalam kaitannya dengan penyidikan terhadap tindak
pidana korupsi vyang dilakukan oleh Jaksa, mau tidak mau
Jaksa akan dipengaruhi oleh faktor-faktor diluar hukum.
Pengaruh-pengaruh sosiologis ini akan berdempak pada
independensi . Jaksa dalam penyidikan terhadap tindak

1

pidana korupsi. Independensi Jaksa dalam penyidikan

1B, Curson, 1979 144 dalam R. Otje Salman, Beberapa Aspek Sosiologi Hukum, Alumni, Bandung,
1989, hal. 2,
R, Otje Salman, fbid.




tindak pidana korupsi ini, pada gilirannya akan bermuara
pada tidak tercapainva rasa keadilan masyarakat.

Karena Dbegitu luasnya faktor-fakter sosiologis
tersebut vang berpengaruh terhadap independsansi Jaksa
dalam penyidikan tindak pidana korupsi, maka dalam
tulisan ini Hanya dibatasi dalam beberapa hal saja

sebagal berikut:

1. Faktor Politis. .

Faktor politis di sini sangat dominan dalam
mem@engaruhi independensi Jaksa dalam  penyidilkan
korupsi. Sebagaimana dalam kasus-kasus korupsi besar
yang sedang ditangani Kejaksaan Agung. Bahwa mereka
vang diduga ferlibalt dalam tindakl‘pidana kerupsi,
bukanlah orang bilasa, tetapl benar-benar orang vyang
memiliki peran penting dan strategis dalam
pemerintahan Indonesia, atau setidaknya pernah
menduduki posisi penﬁing dalam kekuasaan dan saat ini
masih berpengaruh, Pemegang kekuasaan disini tidak
saja berhubungan dengan pemegang Xekuasaan publik,
tetapi Juga mereka yang berstatus swasta namun
memiliki hubungan vyang erat dengan pemegang kekuasaan
pemerintahan.

Mantan Presiden Soeharto merupakan salah satu
contoh yang aktual dan represantatif untuk
dikemukakan. Rahwa tersangka kasus korupsi ini menarik
untuk dikaji dalam berbagai segi.

Bahwa Soeharto adalah Presiden RI selama hampir

32 tahun berturut-turut tanpa sempab berhenti sebeluw
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sempat dipaksa untuk mengundurkan diri pada 20 Mei
1998. 3Sebagai alasan dipaksanya untuk mengundurkan
diri adalah adanya dugaan Dbahwa ‘Soehartc melakukan
korupsi dalam skala vang sangat besar melalui kroni-
kroninya dalam berbagal bhentuk. Dengan demikian
masalah korupsi menjadi salah satu isue sentral.
Sejalan dengan itu pula masyarakat menuntut agar kasus
tersebut dibawa ke pengadilan, dengan harapan keadilan
masyarakat dapat ditegakkan melalui Jjalur hukum oleb
penegak hukum.

Namun demikian perjalanan penegakan hukum oleh
kejaksaan sebagal instansi penegak . hukum tidak begitnu
saja berjalan mulus. Banvyak sekali upaya-upaya
rekayasa untuk mengakhiri dan menghentikan kasus
tersebut. '

Pada awalnya adalah Jaksa Agung Soedjono C.
Admonegore yang secara g¢gigih berusaha menyidiknya
melalui segeﬁap aparatnya, namun demikian ketika pada
suatu waktu 1a melaporkan hasil penyidikannya pada
residen yang saat itu dijabat BJ. Habibie, dan dalam
laporannya mengungkapkan ¥uatnya dugaan korupsi
Soenharto, entah karena apa sore harinya dia diundang
kembalil oleh Fresiden sekalligus dicopot dari
jabatannya. KXedudukan Soedjono C. Admonegoro diganti
Letjen. Andi M. Chalib.

Pada masa Andi M. Ghalib Jjadi Jaksa Agung,
terjadi peristiwa yang menghebohkan. Wawancara
teleponnya dengan Presider Habkibie digsadap dan
disiarkan oleh berbagal media masa. Secara ¢garls besar
dalam wawancara telepon tersebut Ghalib menyatakan
bahwa pemeriksaan terhadap Mantan Presiden Soeharto

yvang -telah dilaksanakan hanyalah basa-basi memenuhi
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tuntutan masyvararat, bahwa seolah-olah Jajarannya
telah memeriksa, padahal sebenarnva hanyva formalitas
saja. Bocornya wawancara telepon ini menguatkan asumsi
masyarakat Dbahwa Jaksa Aguny tidak sungguh-sungguh
dalam menangani kasus korupsi. Padahal Soeharto adalah
Sebagai simbul. Bahkan CW  {Indonesia Corruption
Watch) perhasil mengorek informasi bahwa Ghalib
terlibat korupsi dalam menangani kasus-kasus korupsi.
Ahirnya Ghalib diganti dengan Wakil Jaksa Agung ismu
Dioko.

Pada masa Jaksa Agungnya dilaksanakan oleh
Tsmudijoko {(sebagai Prs)  keluar 5P3  (Sural Perinlal
Penghentiaﬁ Penyidikan) atas dJdugaan  korupsi  wmantan
Progsiden  Socharto.  Dan kemudian kelika pemerinltaten
berganti dari Habibie ke Gus Dur dan Jaksa Agungnva
diganti oleh Marzuki Darusman, Kasus Soeharto dibunka
kembali.

Hingga akhirnva berkas werkara | Soeharto

diajukan ke Pengadilan Negerl Jakarta Selatan. Namun

~demikian Majells Hakim memutuskan untuk mengeluarkan

penetapan untuk menghentikan proses persidangan karena
Soeharto sakit. Atas putusan tersebut Jaksa ﬁengajukan
perlawananir ke Pengadilan Tinggi. Hasil perlawanan
tersebut memenangkan Jaksa dan memutus agar perkara
Soeharto disidangkan kembali. _

Rangkaian paniang sejarah berkas perkara mantan
Presiden Sceharto tersebhut sarat dengan nuansa-nuansa
politis. Meski 4idak ada bukti-~bukti secara authentik,
namun masyarakat dapat menilal bagaimana bekerjanyva
hukum dalam menyelesaikan kasus Soehartco. Mulai dari
panggantian Soedjong, bocornya wawancara telepon

Ghalib-Habibie, hingga keluarnya SP3 dari Ismudjoko
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dan dibuka kembalinya kasus tersebut setelah Marzuki
jadi Jaksa Agung hingga penghentian proses persidangan
sampai dikabulkannya perlawaznan Jaksa supaya sgidang
digelar kembali.

Rangkaian peristiva Largebut cukup
menggambarkan hkeltapa kenltalnya nuansa politis bermain
di balik penegakan hukum, yang dilakukan oleh Jaksa
Agung dan Jajarannyva. Hal ini bisa aipahami dari siapa
vang menjadi Jaksa Agung dan slapa yang menjadi

Presiden. Nuansa politis ini tidak bisa dihindari.

“Jaksa Agung senantliasa bergantung pada  kehendak

pemerintah/pemegang kekuasaan.

Apabila hal ini dikembalikan kepada fakuor-
faktor normatif perundang-undangan, maka kebijakan
vang diambil cleh Jaksé Agung sangat mungkin terjadi.
Dan memang ada lini vang dilegitimasi oleh Undang-
undang dalam hal iﬁi UU Kejaksaan No. 5 tahun 18091.
Pasal 3 ayat {1) berbunyi “Kejaksaan adalah lembaga
pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di
bidang penuntutan”. Dari sini terlihat terjadi
ambivalensi. DI satu sisi Kejaksaan sebagai lenbaga
pemerintah, disisi lain melaksanakan kekuasaan negara.
Namun demikian perlu pula diwaspadai bahwa antar
kepentingan negara dan kepentingan pemerintah tidak
selamanya sejalan. Ketika terjadi perbenturan, maka
loyalitasnya berpihak ke mana? Sementara itu dalam
Guidelines on the Role of the Prosecutors, dalam

kaitannya dengan Kejaksaan Negara berkewajiban:

“State should ensure that prosecutors are able
to perform their professicnal functions without
intimidation, hidrance, harassment, Iimproper
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Interference or unjustified exposure to civii,
penal and other liability”.®
Sementara itu dalam hagian lain juga disebutkan

tentang konsistensi yang seharusnya dipecang Jaksa:

“Prosecutors shall, 1in accordance with the
law, perform their duties fairly, consistently,
and expediticusly, and respect and protect
human dignity and uphold human rights, thus
contributing to ensure due process and the
smooth functiconing of the criminal Jjustice
system..”.

Disamping ifu .ketentuan pasal 12 menyebutkan
“Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh serta
bertanggungjawab kepada Presiden”. Ketentuan yang
demikian secara struktural dan fuﬁgsional, mau tTidak
mau  akan wembelenggu Jaksa Agﬁng dan menjadikannva
untuk sepenuhnva tunduk kepada Ptesiden. Paszl ini
dapat menjadi legitimasi intervensi pemegang kekuasaan
eksekutif terhadap Jaksa Agung. Cleh sebab itu
Kejaksaan harus lebih banyak ditekankan pada
akuntabilitas publik dan Jangan sampai condong kepada
kelompok politik tertentu karena ‘“only in such
circumstances can independence from politicéi
interference have any real meaning”.’?

_ Sementara Jaksa dalam menjalankan tugas dan
kewenangannya terikat ketentuan pertanggungjawaban
hierakhis. Dengan demikian ketika Jaksa Agqung fidak
memiliki independensi dalam penyidikan korupsi, maka
sampal pada struktur vang paling bawzh Jaksa Juga

tidak independen. Dengan demikian niat baik (good

® Butir 5 Guidelines on the Role of the Prosecutors.
H Op. Cit. '
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will) penegang kekuasaan sangat Imenentukan
independensi Jaksa dalam menyidik korupsi. Karena
dengan niat baik berarti tidak akan menggunakan jalur
intervensi untuk wempengaruhi Jalannya penyidikan
korupsi,

Selain hal-hal sebagaimana disebutkan di atas,

faktor politis ini berakibat sebagail berikut:

a. Birokrasi Kejaksaan Yang Tidak Netral.

Dalam ilmu administrasi negara ditekankan
bahwa suatu birokrasi penerintahan harus bersikvap
*netral”. Secara tradisional, prinsip ini
diintepretasikan dengan menvatakan bahwa birokrasi
pemerintahan harus tetap berfungsi sebagaimana
mestinya, terlepas dari partai politik mana vyang
berkuasa.

Keduduken Kejaksaan daiam struktur
ketatanegaraan yang tidak dijelaskan secara
ekplisit dalam UUD, lebih banyak diartikan sebagai
bagian dari eksekutif, meskipun mempunyai fungsi
utama menjalankan sebagian fungsi yudikatif. Namun
demikian warna eksékutif terlihat lebih menonjol
dibandingkan sebaliknya. Keadaan vang demikian
telah menempatkan Kejaksaan dalam posisi vang tidak
netral dalam segenap Jajaran birokrasinya baik di
tingkat pusat vaitu Kejaksaan Agung maupun daerah
vaitu Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri.

Di  tingkat pusat, kedudukan Jaksa Agqung
sebagal pedabat tinggi selingkat menteri masuk
dalam struktur kabinet, menempatkan Jaksa Agung

dalam kondisi vang tidak netral. Karena Jaksa Agung




sendiri sebagai pucuk pimpinan Kejaksaan diangkat
dan  diberhentikan oleh serta  Dbertanggungjawab
kepada Presiden yang merupakan “top eksekutif”.

Ketika Jaksa Agung dihadapkan dengan
realitas vang berhadapan secara diametral antara
kepentingan negara/masyarakat dengan Xkepentingan
pemerintah/pemegang kekuasaan, maka sulit untuk
dikatakan bahwa Jaksa Agung dengan jajaran
pirokrasinya netral. Keadaan ini dipertajam dengan
kenyataan bahwa Jajaran Pimpinan Kejaksaan di
Daerah menjadi anggota Muspida Tingkat I bagi Jaksa
Tinggi dan Muspida Tingkat IT bagi Kajari.

Forum Muspida ini dalam kenyataannya meﬁjadi
media bagi pémerintah daerah untuk menyelesaikan
persoalan-persoalan hukum di luar . hukum. Maszlah

korupsi yang banyvalk dijumpal di daerah seringkali

- lebih banyak diselesaikan di luar hukum. Jadi Jaksa

vang sedang mengadakan penyelidikan dan penyidikan
terhadap dugaan tindak pidana korupsi sering
ternenti karena komunitas di dalam Muspida sendiri.

Penyelesaian vang demikian tentu saja
mnenghasilkan kompensasi-kompensasi dalam Dbentuk
fasilitas maupun nominal uang tertentu. '

Dengan demikian apa vyang disebut dengan
netralitas birokrasi kejaskaan masih Jjauh dari
harapgan.

Dari hasil penelitian penanganan dugaan
tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Semarang,

dalam tahun 2000 diperoleh data sbb:

143




HASIL, OPERASI PENYELIDIKAN INTELIJEN YUSTISIAL

TAHUN 2000

No | BULAN DUGAAN KORUESI HASIL
1. April Pul Data Opslid Yustisial terhadap dugaan Korupsi | Cukup Bukti
PPD TK Il Semarang Ditingkatkan ke
penyidikan.
2. Mei Pul Data Opslid Yustisial terhadap dugaan Korupsi | Cukup bukti, namun
vang dilakukan oleh Soekamto Pembantu Walikota | dihentikan oleh Kejati,
Semarang.
3. Juni Pul Data Opslid Yustisial dugaan penyimpangan | Tidak Cukup Bukti,
uang jaminan FT. Jasindo Cabang Semarang. dihentikan.
4, Juli Pul Data Oplid Yustisial dugaan Korupsi Proyek | Cukup Buktl, Tapi
Pemeliharaan Jalan dan Jembatan dan Proyek | dihentikan oleh Kajari.
Drainase DPU Kota Semarang.
5. Juli Pul Data Opslid Yustisial dugaan Korupsi Bapedalda | Tidak cukup  bukti
Kota Semarang. dihentikan.
6. Juli Pul Data Opslid Yustisial dugaan korupsi Proyek | Tidak cukup bukdi,
Gajah, DPU Kota Semarang. diusulkan untuk
N dihentikan,
7. Cktober Pul Data Opslid Yustisial dugaan koupsi BTN dan | Ditingkatkan ke Dik.
BHS Semarang.
8. Oktober Pul Data Opslid Yustisial dugaan korupsi BTPN | Tidak cukup bukti,
Semarang. dihentikan.
g. Oktober Pul Data Opslid Yustisial dugaan korupsi Adpel | Tidak cukup bukii

Semarang.

dihentikan.

Sumber: Kejari Semarang.
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Memperhatikan data tersebut di atas, dari @
opslid yang dilakukan, terdapat ﬁ vang cukup bukti.
Dari 4 yang cukup bukti, hanya 1 perkara korupsi
vaitu PPD II vang siap dilimpahkan ke Pengadilan
dan 3 yang berhenti di tingkat penvyidikan, tidak
jelas apakah akan di limpahkan ke pengadilan atau
dikeluarkan SPB..

Data tersebut adalah data vang tertulis
dalam buku Register.

‘Sementara itu kenyataan yang sesungguhnyan
tidak demikian halnva. Karena dari @ perkara
tersebut, peneliti ,terlibat langsung dalam opslid
tersebut kecuali ncmor 1 dan nomor.V.

Dari 7 kasus dugaan korupsi, sebenarnya yang
benar-benar tidak dapat ditemukan pukti—bukti
adanya penyimpangan adalah nomer 5, Hasil laporan
yang menyatakan tidak cukup buktl sebenarnya adalah
sebaliknya.

Tidak diteruskannya ke tingkat penvyidikan,
karena sepenuhnya kebijakan pimpinan. Kebijakan
pimpinan dimaksudkan disini, bukan semata-mata
kebijakan instansi Kejari Semarang, tetapi bisa
karena tekanan dari instansi Kejaksaan vang lebih
tinggi, dan bisa dari instansi lain sebagal wujud
dari pengamanan kebijakan Pemda Semarang.

Sementara kompensasi vyang ditimbulkan olei
karenanvya tidak diketahui sepenuhnya oleh peneliti.

Dengan demikian apa yang dimaksudkan dengan
faktor politis vang terbungkus dalam berbagai
bentuknya hingga mengakibatkan birokrasi Kejaksaan

fidak netral bukanlsh omong kosong semata.




b. Tidak Transparannya Penyidikan Korupsi.

Pengertian transparansi ini tidak mengurangi
porsi hal-hal yang harus dirahasiakan dalam proses
penyidikan sebagai bagian dari HAM. Transparansi
ini lebih mengarsh pada pertanggungjawaban publik
terhadap penyidikan korupsi yang sedang ditangani
Jaksa. Meskipun hingga kini setiap kali penvidikan
korupsi tidak dilanjutkan selalu diikuti dengan
terbitnya SP3 (Surat Perintah Penghentian
Penyidikan). Namun sampal saat ini Dbelum ada
mekanisme yang transparan tehtang mengapa keluar
SP3. ) .

' Hal vang demikian selain menimbulkan teka-
teki, Jjuga menyimpan kecurigaan dari kalangan luar
samnpai sejauh mana penyidikannya. Apakah sengaija
dihentikan karena ada 'muatan—muétan Lertentu di
luar unsur-unsur pidana atau mwmemang layak untuk
dihentikan. Pada Fkenyalbaannya banyak kasus vang
dihentikan bukan karena fidak memenuhi unsur,
tetapi karena faktor—faktor lain, seperti adanva
titipan dari pejabat setempat misalnya Walikeota,
atan bahkan pejabat di lingkungan Kejaksaan sendiri
mengintervensi dengan menggunakan jalur birckrasi.
Biasanya dJalur ini justru lebih efektif karena
memiliki kekuatan untuk menekan, menglgat Jaksa
yang bersangkutan terikat dalam sistem komando dan

pertanggungjawaban hierarkhis.

¢. Persepsi, Perilaku dan Gaya Manajerial.
Persepsi, perilaku dan gaya manajerial yang
dikembangkan di jajaran kepemimpinan . Kejaksaan

bersifat sistem komando. Atasan menpesisikan
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bawahan dalam Jenjang hierarkhis vang harus tunduk
pada sega@a perintahnya. Rawzshan harus mengabdi
pada atasén. Bahkan terhadap hal-hal yang tidak
rasional seperti pelayanan Cerhadap pejabat tingkat
atas Sampai pada masalah kepentingan keluarga atau
di luar ke@inasan harus dilakukan bawahan.

Gay% Militer sering diterapkan dalam menekan
anak buah; Budaya setor masih sering mewarnai
hubungan b%wahan kepada atasan. Dan apabila ingin
mendapatkaﬁ promosi harus mampu mewujudkan apa yang
dikehendaki atasan. Bahkan tidak jarang Jaksa
dipanggil untuk diperiksa oleh Pengawasan yang
seharusnya; mendapatkan punishment karena
penimpangaﬁ yang telah dilakukan, namun Justru
pulang denﬁan membawa SK promosi.

Gayﬁ kepemimpinan yang demikian akan semakin
menyuburkan? praktek penyimpangan dalam penyidikan
kérupsi. Disamping Jaksa vyang bersangkutan hanya
siap untuk:melaksanakan apa yang dikehendaki atasan
yang merupakan perwujudan intervensi terhadap
independensi Jaksa, juga menimbulkan keadaan bahwa
mau tidak @au Jaksa akan memanfaatkan peluang yang
ada padanyé untuk kepentingan menopaﬁg kehendzak
atasan. Seperti budava setor dan menyervis atasan.

Tawa#an-tawaran vang sering muncul dari
pelaku korupsi berupa uarng sogok, - sering
dimanfaatkaﬁ untuk  mengikuti gaya kepemimpinan

birckrasi Kéjaksaan yvang demikian.

2. Faktor Sosickultural.

Dalam mebgemban misi dan menyelenggarazkan tugas

fungsidnalnya@_ suatu Dbirokrasi pemerintahan tidak
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bebas norma dan nilai. Birokrasi terikat pada norma-
norma dan nilai-nilai sosickultural vang berlaku di
masyarakat luas.®® Gleh sebab itu Jaksa dalam menyidik
tindak pidana . korupsi tidak lepas dari pengaruh-
pengaruh nilai sosiokultural yang hidup di masvarakat.
sementara nilai-nilai ini tidak selamanya kondusif
dengan upaya penyidikan korupsi. Bahkan tidak Jarang
mengandung hal-hal yang sifatnya proteksionis. Padahal
jelas-jelas dapat dipersalahkan dimata hukum. Hal yang
menyolok .vang ditangani Kejaksaan Negeri Semarang
adalah penyidikan terhadap tersangka korupsi PPD IT
Semarang yang melibatkan tokoh Parpol tertentu yang
saat ini duduk di Jajaran DPRD II, serta oknum perwira
menengah di  Kodam IV . Diponegoro (khusus untuk  ini
diserahkan ke Pomdam). Banyak sekali tekanan-tekanan
dari pihak luar. Tekanan yang bermaksud mempengaruhi
penyidikan tersebut dalam berbagaibentuk seperti
tercr, pengerahan massa dalam jumlah besar dan rerang
urat svaraf melalul media massa.

Nilai yang rnienjunjung tinggi tokoh panutan,
telah meredusir nilai suprémasi hukum yang seharusnva
ditegakkan. Namun demikian itulah  kenyataan yang

mewarnal uapava penyidikan korupsi.

Faktor Integritas Personal.

Integritas kepribadian seseorang akan menentukan
keberhasilan pekerjaan dan tugas vang dibebankaﬁ
kepadanya. Demikian halnya dengan tugas Jaksa dalam

menangani tindak pidan korupsi.

% Sondang P. Siagian, /bid. hat 24.
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Ketika Jaksz dihadapkan pada pilihan~pilihan
Vang dilematis. Atau ketika dihadapkan pada
permasalahan-permaslahan yamf . menantang, meka
kepribadiah Jaksa sangat menentukan.

Mengapa masalah kepribadian ini diketengahkan di
sini, karena dalam menangani korupsi, banyak godaan-—
godaan yang menghadang. Godaan tersebut bisa berupa
uang, bahkan jabatan. Atau tidak jaraﬁg barupa ancaman
dan teror baik fisik maupun mental. Hal ini bisa
terjadi karena pelaku korupsi biasénya bukan orang
yang sembarangan. Biasanya sebagal pemegang kekuasaan
atau mempunyl beking kuat dibelakangnya, juga memiliki
uang vyang banyak. Kekuasaan, beking dan uang ini
secara bersama-sama menjadi tantangan Jaksa yang
sedanyg menangani kasus korupsi. Ketika kepribadian
Jaksa baik, maka permasalahan tersebut akan dapat

diatasi, demikian juga sebaliknva.

Faktor Ekonomi/keseiahteraan.

Masalah kesejahteraan Jaksa ini sebenarnya
merupakan permasalahan klasik., Namun demikian cukup
berpengaruh bagi Jaksa dalam melaksanakan tugasnya
untuk penyidikan tindak pidana korupsi. '

Rendahnya tunjangan dan gaji serta fasilitas
vang dimiliki JakSa, mau tidak mau akan menjadi faktor
yang mempengaruhi independensi Jaksa dalam penydikan
korupsi. Dapat dibayangkan ketika seorang Jaksa dengan
Gaji antara Rp.200.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah)
hingga Rp.1.500.000,00 (satu Jjuta 1lima ratus ribu
rupiah) per bulan, harus menyidik pelaku korupsi yang
merugikan keuangan negara wilyaran rupiah. Sampai

sejauh -mana seorang Jaksa mampu bertahan untuk tidak
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Lergoda menerima tawaran penyelesaian “tahu-sama tahu”
dengan nilai nominal.hampir.sama dengan - jumlah vang
dikorupsi?

Meskipun tidak semua Jaksa demikian, namun
demikian setidaknya rendahnya kesejahteraan penegak
hukum Jaksa ini akan memberikan alternatif peluang
untuk menyimpangkan perkara. Sehingga terhambatnya
penyidikan korupsi bukan karena Jeksa tidak memiliki
independensisi dalam arti diintervensi, tapi karena
tidak kuat menerima tawaran.

Oleh sebab itu masalah kesejahteraan diakui atau

tidak Lelbap memi ikl signilikangi Lerhadap

independensi Jaksa dalam penvidikan korupsi.

Faktor Promosi.

Di Kejaksaan ini terdapal doktrin - bahwa
Kejaksaan adalah satu. Dokrin ini tidak Hhanya
diimplementasikan dalam pelaksanaan tugas, tTetapl Jjuga
dilakukan dalam hal-hal yang negatif. Disamping itu
juga | ditunjang dengan doktrin pertanggungjawaban
-hierarkhis, yang mengakibatkan berlakunvya sistem
¥omando. o

Kedua doktrin ini sangat mewarnai Jaksa dalam
hal promosi dabatan. Ketika seorang Jaksa memiliki
loyalitas kepada instansi vyang ditunjukkan dengan
lecalitasnya kepada atasan pemegang Jabatan dalamn
struktur hierarkhis, maka yang bersajgkutan akan
memiliki Jenjang karir vyang mulus. Napun demikian
sebaliknya, ketika loyalitas terhadap pimpinan ini
dinilai rendah, maka dengan sendirinya| karir Jaksa

akan terhenti. Padahal untuk dapat mengikipti loyalitas
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model ini, tidak Jjarang Jaksa harus mnenyimpangkan
kewenangannva. Menyimpangkan perkara vang dapatl
menimbulkan nilai loyaiitas biasanya sangat ketara
dalam hal penyidikan korupsi. Hal ini terjadi karena
dalam melakukan penyidikan korupsi, Jaksa biasanva
mendapatkan intervensi melalui éaluran hierarkhi
atasan yang bersangkutan.

Seringkali diteruskan atau tidak diteruskannva
penyidikan korupsi lebih disebabkan oleh faktor-faktor
yang menyangkut “kebijakan pimpinan” dibanding dengan
faktor-faktor teknis yuridis.

Jadi dengan dibungkus oleh ‘doktrin kejaksaan
adalah satu dan pertanggungiawaban hierarkhis  ini
telah menyuburkan tiadanya independensi Jaksa dalam
penvidikan korupsi. Selah-olah doktrin tersebut

melegitimasi penyimpangan.

E., Formulasi Kedudukan Kejaksaan Yang Diharapkan - Dapat

Berperan Optimal Dalam Penvidikan Korupsi.

Formulasi kedudukan Kejaksaan di sini dimasksudkan
sebagal upava untuk menghindari terijadinya benturan-
benturan kepentingan antara kepentingan masvarakat dengan
kepentingan pemerintah atau pemegang kekuasaan. Hal ini
penting Xhususnya dalam penyidikan tindak pidana korupsi,
mengingat karakteristik tindak pidana korupsi sebagail
suatu tindak pidana vyang bilasanva dilakukan oleh orang
yang memegang kekuasaan di bidang pemerintahan atau
setidaknya memiliki hubungan erat dengan pemegang
kekuasaan. Sehubungan dengan karekteristik vang demikian
ini ternvata dapat menimbulkan hambatan~hambatan dalam
upaya penyidikannya. Itulah sebabnya perlu dicari solusi

berupa menformulasikan kedudukan Kejaksaan.




Formulasi kedudukan Kejaksaan ini akan berkisar
pada pengangkatan Jaksa Agung, independensi Rejaksaan
dalam arti lembaga maupun personalnya.

Dalam konteks ketatanegaraan, Kejaksaan memiliki
dua wilayah kekuasaan di satu sisi sebagal eksekutif, di
sisi lain sebagai yudikatif. Meskipun merupakan bagian
dari eksekutif, akan tetapi Kejaksaan seharusnya diberi
posisi vyang mandiri di dalam menjalankan fungsinya.
Posisi mandiri yang dimaksud di sini adalah suatu posisi
yang independen di dalam menjalankan fungsi penegakan
hukum sesuai dengan aturan main (the due process of law)
di dalam sistem dan mekanisme peradilan, yang notabenenya
harus merupakan satu kesatuan vyang terpadu (integrated
criminal justice systein).’"

Lebih lanjut Adnan Buyung. Nasution menyatakan,
bahwa dalam prinsip peradilan terpadu ini vyang menjadi
dasar dan acuan adalah semata-mata tegaknva prinsip-
prinsip dan nilai-nilai kebenaran dan keadilan demi
hukum semata. Bukan kehendak atau kebijakan politik dari
rejim vyang Dberkuasz.'’ Sehingga akan terhindar dari
keadaan yang menjadikan kejaksaan sebagai alat
pemerintahan tetapi menjadi alat negara penegak hukum.

Romli Atmasasmita'® sehubungan dengan kemandirian
Kejaksaan ini mengemukakan babhwa kemandirian Kejaksaan
Agung tidak terlepas dari fungsi, wewenang dan tugas
Kejaksaan di satu sisi dan landasan hukum organisasi

kejaksaan di sisi lain, Dbahwa Kejaksaan adalah sebagai

¢ Adnan Buyung Nasution, Pokok-pokok pikiran sebagai bahan penganiar diskusi pada Seminar Sehari
tentang “Posisi Kejaksaan dalam Sistem Ketatanegaraan Ri: Kemandirian Kelembagaan dalam
Mewujudian Supremasi Hukum” diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung dalam rangka Hari Bhakti
Adhyaksa tahun 2000 di Sasana Pradata Kejaksaan Agung RI Jakarta, Kamis 20 Juli 2000.

" Adnan Buyung Nasution, Jbid, ‘

* Romli Atmasasmita, Kemandirian Kejaksaan Agung Dalam Penegakan Hukum di Indonesia, Makalah
disaumpaikan dalam seminar Hari Bhakti Adhyaksa Kejagung RI, Kamis 20 Juli 2000.
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bagian dari eksekutif. Peran Canda ini sangat resisten
terhadap upava mencapal keadi lan, Untuk mengatasi
permasalahan ini sangat tergantung dari sikap dan tekad
politik pemerintah secara menyeluruh untuk menegakkan
supremasi hukum di atas supremasi politik. Hal ini dapat
dicapai dengan mengevaluasl peraturan perundang-undangan
organik vang menjadi landasan hukum organisasi Kejaksaan
serta peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan
hukum implementasi SPP.

Sementara 1itu sebagal upava .untuk kemandirian
Kejaksaan, Syi Soemantri lebhih menyoroti pada
pengangkatan Jaksa Agung. Ta menyatakan bahwa Jaksa Agung
sebaiknya diangkat oleh Presiden atas pengajuan DPR.
Memang untuk menjabarkan kenyataan bahwa kejaksaan juga
menjadi baglan dari eksekutif, tetapi juga menjadi bagian
dari kekuasaan kehakiman, makae mau Lidak mau Kejaksaan
harus dibebaskan dari campur tangan kekuasaan lain.

Sementara itu Harkristuti Harkrisnowo'® menyatakan
bahwa masalah independensi Kejaksaan tidak dapat
dilepaskan dari accountability, maka hal utama adalah
membuat lembaga Kejaksaan haruslah selau memiliki
commitment pada hukum dan keadilan. Bersamaan dengan ini,
masalah akuntabilitas Keijaksaan harﬁs lebih bényak
ditekankan pada kepentingan publik, dan bukannya pada
kepentingan politik kelompok tertentu, karena “only in
such circumstances can Iindependence from political
Interference have real meaning”.

Sebagai bahan perbandingan, gsekaligus untuk
memperkuat adana upaya mwmenjadikan kejaksaan sebagail

lembaga yang independen, dalam RUU Kejaksaan yang saat

¥ Harkristuti Harkrisnowo, Adenvoal Independensi Kejaksaan Agung: Beberapa Catatan Pemikiran,
Makalah disampatkan dalam rangka Hari Bhakti Adhvaksa, Di Kejaksaan Agung, Jakarta, 20 Juni 2000,




ini sedang digodok telah memasukkan Unsur-unsiiz
independensi Kejaksaan dimaksud. Dalam pasal 2 ayat (1)

disebutkan:

*Kejaksaan Repuhblik Indonesia selanjutnya dalam
Undang-undang ini disebut Kejaksaan adalah lembaga
negara . penegak hukum yang melakukan kekuasaan
negara terutama di bidang penuntutan serta
melakukan tugas dan wewenang lain berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku yang
dilaksanakan secara mandiri terlepas dari pengaruh
pemerintah atau pengaruh lainnva”.

Sedangkan Ayat (2) berbunyi:
“Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh
Presiden selaku Kepala Negara atas usul DPR RI”.

Dari rumusan rancangan Undang-undang Kejaksaan vyang
baru tersebut tercermin semangat independensi Kejaksaan
dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Bahkan terhadap
pengangkatan Jaksa Agung melibatkan DPR.

Memperhatikan Dbeberapas pemikiran dari berbagai
pakar hukum tersebut, terkandung maksud adanya upaya agar
Kejaksaan menjadi lembaga yang independen. Pemikiran ini
dapat Jjuga ditangkap adanya semangat pemikiran bahwa
kekuasaan Keijaksaan adalah  bagian dari kekuasaan
kehakiman. Dan terhadap kekuasaan kekuasaan kehakiman ini
tidakx seorangpun secara terang-terangan menclak bahwa
badan kehakiman harus mandiri, ‘tetapi kemandirian itu
ditafsirkan berbeda-beda.”"

Formulasi kedudukan Kejaksaan sebagaimana

dikemukakan oleh beberapa pakar hukum tersebut,

*® Daniel S. Lev, Hukum dan Politik di indonesia Kesinambungan dan Perubahan, LP3ES, Terjemahan
Nirwono & A.E. Privono, Jakarta, 1990,




diharapkan akan lebih mengoptimalkan Kejaksaan dalam
penyidikan terhadap tindak pidana korupsi. Kemungkinan
ini dapat meniadi kenyataan karena tidak ada jalur vyang
menjadi media bagi pemegang kekuasaan untuk melakukan
intervensi terhadap Kejaksaan. .

Upaya . yang dapat ditempuh untuk menjadikan
Kejaksaan sebagal lembaga yang independen, _méka tahap-
tahap vang benar-benar harus mendapatkan perhatian untuk

ditempuh adalah sbb:

1. Depolitisasi Kejaksaan.

Kedudukan Jaksa Agung sebagaimana yang dimaksuc

dalam UU No. 5 tahun 13891 tentang Kejaksaan, dirasa
Kurang kondusif terhadap upaya mengoptimalkan
Kejaksaan dalam penyidikan tindak pidana korupsi. Hal
ini terjadi karena Pasal 19 berbunyi “Jaksa Agung
diangkat dan diberhentikan oleh serfa bertanggungjawab
kepéda Presiden” . Keadaan yang cemikian Lelah
menempatkan Jaksa Agung dalam pdsisi vang kurang
independen.

Ketika Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan
serta bertanggungijawab kepada Presiden, maka sulit
untuk dipahami bahwa Jaksa Agung independen;

Hal ini didukung oleh kenyataan bahwa Jaksa
Rgung merupakan pucuk pimpinan tertinggi. Dan di
dalamnya mengandung pertanggungljawaban hierarkhis.

‘ Keadaan vang demikian sebenarnya perlu untuk
segera diselamatkan, agar upaya penegakan supremasi
hukum dapat berjalan dengan menjauhkan intervensi
kekuatan politik terhadap Kejaksaan melalui jalur ini,

Upaya memerdekakan Kejaksaan dapat dimulai

dengan - menempatkan Jaksa Agung keluar dari Xabinet.




Dan menjadikan Jaksa Agung bukan sebagai Jjabatan
politis. Sehingga idealnva Jaksa Agung tidak
bertanggungjawab kepada Presiden tetapli kepada lembaga
perwakilan rakyat. |

Sementara Jaksa Agung vang selama ini diangkat
oleh Presiden, harus dipertegas diangkat oleh Presiden
sebagal Kepala Negara setelah sebelumnya mendapatkan
usulan dari DPR.

Kandidat Jaksa Agung harus diambilkan dari
antara Jaksa Agung Muda vyang ada dan merupakan Jaksa
karier. FPengangkatan Jaksa Agung di luar Jaksa Agung
Muda vyang ada cenderurg wmenimbulkan double lovality.
Disamping itu Jaksa Agung jangan sampai diambil dari

kalangan politik, sebagai upaya depolitisasi

Kejaksaan.

Dengan depolitisasi Kejakdaan ini dengan
sendirinya Jabatan Jaksa Agung bukan lagi menjadi
jabatan - peolitis. Hal ini akan berdampak serius pada
penyidikan korupsi. Mengapa demikian karena masalah
korupsi yang melibatkan pejabat-pejabat @ eksekutif
tidak akan dipandang sebagal permasalahan politis,
tetapi akan dipandang sebagail permasalahan hukum yaitu
tindak pidana. Dengan demikian pehyélesaianm
penyelesaian yang akan dilakukan Kejaksaan tidak akan
diwarnai dengan tindakan ©politis, tetapi murni
merupakan tindakan hukum.

Terhambatnya penyelesaian korupsi vang sekarang
ditangani Kejaksaan lebih banvak disebabkan oleh

permasalahan politis di dalamnya.

2. Independensi Jaksa.
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Struktur birokrasi Kejaksaan seperti yang
sekarang ada dengan dianutnya sistem komando dengan
pertanggungjawaban hierarkhis didukung oleh doktrin
bahwa Kejaksaan adalah satu, telah menempatkan Jaksa
tidak independen.

Dengan sistem komando, Jaksa berorientasi pada

‘apa  yang diperinfahkan oleh atasan Jaksa vang

bersangkutan, dan atasan yang bersangkutan -juga tunduk
rada atasannya lagi beditu seterusnya, hingga Jaksa
Agung tunduk pada Presiden.

' Upaya mengentaskan Jaksa dari tekanan struktur
hierarkhis vang dibunglkus dengan doklrin Kejaksaan
adalah satu 1ini mendesak untuk dilakukan. Karena ini
nenjadi Jalur yang paling aman masuknya intervensi
kekuatan politik terhadap Jzksa dalam menyidik tindak
pidana korupsi. Kalau sudah demikian biasanya Jaksa
tidak bisa berbuat apa~apa - mengingat intervensi
terbungkus dalam medie yvang legitimate.

Cleh sebab itu perlu dirumuskan peran Jaksa yang
memungkinkan Jaksa  berperan proporsional dalam
penyidikan Korupsi. Untuk mengawalil ini, maka
independensi Jaksa sangat mutiak untuk dikedepankan.

Untuk menjembatani kepentingan fungsi birokrasi
dan tuntutan independensi Jaksa dalam penyidikan
korupsi, sebaiknya harus dipisahkan antara
pertanggungjawaban struktural dan fungsional. Selana
ini Jaksa harus mempertanggungiawabkan kewenangannya
secara struktural, sehingga mudah untuk diintervensi
ketika sedang menijalankan fungsionalnya sebagal
penyidik. Oleh sebab itu sebaiknya dalam menjalankan
kewenangannya Jaksa tidak bertanggungljawab secara

struktural. Dengan demikian ketika seorang Jaksa vang
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biasanya dalam hentuk Team menyidik korupsi,
sepenuhnya pertanggungjawabannya pada Team tersebut.
Atasan Jaksa tidak berhak untuk mencampuri pekerjaan
yang dilakukan olelt Jaksa. '

Sementara pertanggungjaﬁaban Jaksa tetap masih
dituntut, hamun  secara funqsional bukan - secara
struktural. )

Dengan demikian diharapkan Jaksa akan benar-
benar independen seperti halnvya kebebagan yvang
dimiliki Hakim. Hal demikian diharapkan keberhasilan
Jaksa dalam penyidikan korupsi akan mencapai tingkat
vang maximal. .

Apzbila independensi Jaksa ini dapat dicapai,
maka dengan sendirinya masalah peran Kajati dan Kajari

sebagal Muspida, tidak akan berpengaruh.

3. Penghapusan Doktrin Kejaksaan Adalah Satu.

Doktrin  bahwa Kejaksaan adalah satu telah
dimaknai secara sangat luas, sehingga sering malah
ménjadi alasan penbenar yang melegitimasikan
penvimpangan vang dilakukan.

Doktrin ini seclah~olah menjadi alasan vyang
sering digunakan atasan untuk menekan Jaksa vang
berbeda pendirian dengan atasan vyang bersangkutan.
Bahkan cenderung menjadi alat bagi pemegang kekuasaan
di Kejaksaan untuk memberikan puniéhment terhadap
Jaksa vyang tidak loyal pada  atasan dengan dalih
menyimpang dari dektrin Kejaksaan adalah satu
tersebut.

Pemaknaan yang berlebihan terhadap doktrin ini

harus segera diakhiri, karena bila tidak akan




berdampak negatif terhadap lembaga Kejaksaan secara
keseluruhan. '

Memang Kejaksaan 1tu satu, tetapi harus diakui
hahwa Jaksa itu tidak hanva satu tetapi banvak,
sehingga pluralisme persepsi, sikap, kebijakan yang
dimiliki masing—masing Jaksa vang dapat mengakibatkan
pengambilan kebijakan vyang berbeda antara satu Jaksa
dengan Jaksa vang. lain dalam menangani perkara juga
harus dihargai.

Penyeragaman bahwa Kejaksaan adalah satu Justru
merupakan pengingkaran terhadap tujuan akhir dari
penegakan hukum yang dilakukan Kejaksaan vaitu “demi
keadilan”. Sementara rasa keadilan masing-masing Jaksa

tidak selamanya sama.

4. Peningkatan Profesionzlisme Jaksa.

Dalam rangka mengoptimalkan pemberantasan korupsi,
jajaran Kejaksaan tidak dapat lagi menghindarkan diri
darli tuntutan peningkatan profesionalisme Jaksa. Hal
ini perlu dikedepankan karena tugas pemberantasan
korupsi bukanlah semata-mata tanggungjawab Jaksa
Agung, tetapi adalah tugas segenap jajaran Kejaksaan.
Tantangan vang dihadapi seoranyg Jaksa Agung bukan pada
subustansi-substansi hukum, tUtetapil pada penegakannya,
agar melalui penegakan fTersebut menghasilakn rasa
keadilan sebagaimana menjadi Jeritan suara tuntutan

. . . . Y
keadilan pada era reformasi ini."

Sementara penegakan
hukum itu sendiri berada di pundak para Jaksa.
| Dengan pengingkatan profesionalisme diharapkan

para Jaksa mampu berperan sebagaimana diharapkan

1 Antonius Sujata, Op cir. Hal 132,
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masyarakat dalam penegakan hukum, sebagai bagiarn dari
upaya mencari keadilan. Mencarai keadilan, selain
membutuhkan keterampilan juga perlu dibarengi
Kegigihan. Bahkan, lebih dari itu kemampuan untuk

mendengarkan Jjeritan Keadilan masyarakat Jjuga amat

diperlukan agar keputusan-keputusan yang diambil tidak

bersifat subyektif serta kontra produktif.®

Pemberdayaan Lembaga Kejaksaan harus dimulai
dengan mengoptimalkan sumber daya intern Kejaksaan.
Pembenahan pada Jabatan-jabatan struktural vyang ada
menjadli salah satu kunci keberhésilan jangka pendek
dalam pemberantasan korlpsi.

Sementara untuk penbenahan intern secara
keseluruhan dan berkesinambungan - harus lebih

difokuskan pada hal-hal sebagail bervikut:

a. Rekrulbment.

' Masalah rekruiment 5D ferkadang kuratg
mendapatkan perhatian vang serius, hal inia lebih
disebabkan karena dampak vyang ditimbu;kan tidak
dapat_dirasakaﬁ dalam waktu singkat/jangka pendek.
Padahal hal ini akan sangat terasa dalam sekian
waktu tertentu.

Oleh sekab itu untuk pembenahan SDM Kejaksaan
ke depan, masalah rekrutment ini_perlu mendapatkan
perhatian yang serius dengan.

Keseriusan ini ditandai kualiltas calon Jaksa

secara akademis dan transparansi prosedur.

b. Promosi.

** Antonius Sujata, Zhid
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Banyak kalangan menvatakan bahwa, promosi di
jajaran Kejaksaan adalah salah satu vang terburuk,
bahkan dalam kerangka promcsi ini pula tidak jarang
Jaksa-jaksa melakiukan pehyimpanganmpenyimpangan.
Seolah-olah antara promosi dan amosi tidak jelas
harus bagaimana. Oleh sebab itu mau tidak mau harus
dilakukan pembenahan. Jenjang kepangkatan dan
pengisian jabatan struktural vang ada harus benar-
benar diisi oieh mereka vyang berkualitas sesuai

dengan Jjenjangnya.

Placement. '

Penempatan Jaksa-Jdaksa vang disebar ke
seluruh Indonesia, tampak tidak ada rumusan yang
jelas untuk apa dan mengapa. Yang terjadi selama
ini seclah-clah harus begitu. Padahal lembaga
sendiri tidak menvediakan fasilitas vyang berarti
bahkan kadang fidak sama sekali terhadap Jaksa yang
ditempatkan di wiiayah barus sesuai SK, kecualil
sekedar uang perijalanan. Sementara dalam kehidupan
di suatu daerah baru, tentu saja harus mengusahakan
fasilitas perumahan, kendaraan dll secara mandiri.
Pertanyaannva, Dbagaimana mereka mengafasi? Tidak
lain adalah dengan kewenangan yang ada.

Kini sudah sasatnva dirumuskan secara Jelas
kemungkinan-kemungkinan dan tahapan-tahapan mutasi
vang harus dilalui perjalan karier Jaksa.

Perlu pula dipikirkan Kkemungkinan-kemungkinan
penyesuaian sejalan dengan otonomi daerah, dengan
menempatkan putra dasrah di tingkat kepemimpinan
lokal. Hanva mereka vang henar-benar kader pemimpin

vang diproyeksikan menduduki struktural tingkat

161




2.

nasional saja yang . harus melalul tahap-tahap
tertentu. Hal ini dimaksudkan ada kejelasan dan
mengeliminir penylmpangan yang ‘ditimbulkan oleh

karenanya.

Reward and Punishment.
Sistem ini perlu diterapkan secara konsiten,
bukan sebaliknya, dengan memanfaatkan ini, bagi

mereka yang berselbrerangan dengan pimpinan Justru

mendapatkan punishment, padahal seharusnya
mendapatkan reward. Seolah-olah pimpinan
mendapatkan legitimasi untuk menyimpangkan

kewenangannysza.

Pendidikan Pembentukan Jaksa (PPJ),

PPJ sebagia media untuk mendidik Jaksa, perlu
dilakukan penyesuaian-penyesuaian bailk pengajar,
kurikulum maupun penyelenggarazannya. Selama ini
banyak kekhawaltiran bagi calon Jaksa tidak dapat
mengikuti PPJ atau terlambal masuk APPJ karena
didahului cleh mereka vang berasal dari
penyesualan. Bahkan saat ini terdapat PPJ
bermasalah, yaitu PPJ vang diikuti oleh mereka yang
baik fisik maupun akademisnya tidak memenuhi
syarat. Hal ini tentu saja akan bherdampak pada
kualitas Jaksa vang dibentuk, bahkan pada penegakan
hukum vang menjadi tugas di kemudian harin.

Kurikulum dan pengajar, sebalknya segera

diperbaiki. Mata kullah vang tLidak relevan sudah




saatnya ditinggaikan diganti dengan mata kuliah
yang aktual. Lembaga pendidikan seharusnyz semakin
giat untuk mendatangkan tenaga pengajar dari
kalangan akademisi yang wumpuni. Widyaiswara vyang
ada cenderung hanya memberikan pengalaman  yang
sudah sekian pulub tahun berlalu, sehingga kadang
sudah ketinggalan. Keadaan ini harus segera
diakhiri dengan menggantikannya dengan pengajar-
pengajar darl perguruan tinggl maupun praktisi yang

handal.

Peningkatan Kesejahleraan.

Persoalan ini tidak boleh dikatkan klasilk,
¥arena kenyataannyva hingga kini belum mendapatkan
pemecahan vang waljar dan rasional. Rendahnya
tunjangan dan gajl Jaksa dan tidadanya fasilitas
telah mentadi faktor kriminogen, sehingga
memunculkan kolusi antara Jaksa dengan tersangka
maupun terdakwa,

Kalau kita ©perhatikan para anggota TGPK
mendapatkan gaji tinggi hingga Rp.12.000.000,0C0
{dua belas Jjuta rupiah), sementara seorang Jaksa
hanya mendapatkan tunjanhgan Rp.BO0.000,00 itiga
ratus ribu rupiah}. Pertanvaannya mengapa GLidak
Jaksa vang menyidik korupsi saja vyang digaji

tinggi.

Pengadaan Fasilitas Operasional Jaksa.

Dalam menangani tindak pidana korupsi, selanz
ini Jaksa tidak mendapatkan fasilitas operasional
vang memadahi hingga tidak Jjarang dijumpai Jaksa

meminta uang operasional kepada calon tersangka
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korupsi. Kalau sudah demikian betapa buruknva
akibat vyang ditimbulkan. Perlu dipikirkan dana
operasional yang rasicnal vyang tidak berdampak

negatif terhadap pemberantasan korupsi itu sendiri.

Memberikan fee sekian persen dari total kerugian .

negara yang dapat diselamatkan dapat menjadi salah

satu alternatif.
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A.

B.

BAR 1V
PENUTIUOP

Kesimpulan.

1.

Bahwa Peraturan perundang-undangan vang mengatur
tentang Kejaksaan tidak memberikan independensi
terhadap Kejaksaan khususnva dalam penyidikan
terhadap tindak pidana korupsi.

RKetiadaan independensi Jaksa dalam penyidikan tindak
pidana korupsi selain dipengaruhi oleh faktor-faktor
normatif, Jjuga dipengaruhi oleh faktor-faktor
sosiologis, antara lain; fakbor politis (vang
mengakibatkan birokrasi Kejaksaan tidak netral,
penyidikan korupsi tidak transparan dan berpengaruh
terhadap persepsi perilaku dan gaya manajerial),
Taktor sosiokultural, faktor integritas perscnal,
faktor ekonomi/kesejahteraan, dan faktor promosi.
Kedudukan Kejaksaan vyang diharapkan dapat berperan
optimal dalam penyidikan tindak pidana korupsi
adalah dengan menempatkan Kejakszan sebagal lembaga
yvang independen terlepas dari intervensi pemegang

kekuasaan peolitik.

Saran.

1.

o)

Mengganti UU No. 5 tahun 1991 tentang' Kejaksaan,
dengan UU vang memberikan independensi terhadap
Kejaksaan dalam penvyidikan korupsi.

Upaya untuk mencapai independensi Kejaksaan ini dapat
dimulai dengan:

a. Depolitisasi Kejaksaan.
b. Independensi Jaksa.

Penghapusan doktrin Kejaksaan adalah satu.

C.
d. Peningkatan profesionalisme Jaksa dengan
pembenahan dibidang rekruinent, promosi,




ST L s e

3.

placement, reward and punishment, PPJ, peningkatan

kesejahteraan Jaksa dan  pengadaan fasilitas

operasional Jaksa.
Mengevaluasi peraturan rerundang-undangan Yarg
berhubungan dengan kekuasaan kehakiman dan peraturan
crganik lainnya vyang mengatur organisasi Kejaksaan
sehingga ada ketegasan sejauh mana independensi vang
dimiliki Kejaksaan" khususnya dalam penyidikan
korupsi, dengan diharmonisasikan dengan peraturan
perundang-undangan vyang melandasi bekerjanya SPP.
Dengan demikian diharapkan peran Kejaksaan akan

oplimal dalam penyidikan korupsi .
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